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HATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan
karunianya kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiaatan Pengadilan Tinggi
Palemabng, yang disusun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
1730/SEK/OT.01.12/2019 Tanggal 16 Desember 2019 Perihal Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019. Laporan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban
kinerja Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum
Pengadillan Tinggi Palembang sekaligus dalam mewujudkan good governance dan
accountability sehingga tercapainya budaya kerja yang transparan, efektif, efsien dan
profesional

Pengadilan Tinggi Palembang memiliki wilayah yurisdiksi yang meliputi 10
(sepuluh) Pengadilan Negeri, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi
Palembang Tahun 2019 ini disusun berdasarkan data-data dari seluruh Satuan kerja
yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

Kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi peningkatan
kualitas dan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-wilayah

Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
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A |
PERDARUCUAN

A. SEJARAH DAN KEADAAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Sistem peradilan satu atap dalam artian organisasi administrasi dan keuangan
seluruh pengadilan berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah
membawa babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan adanya
amandemen tersebut mempengaruhi penyelenggaraan peradilan di Indonesia agar
peradilan mempunyai aturan yang jelas, lugas, rinci dan menyeluruh untuk
mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Pengadilan Tinggi Palembang selaku kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara
pidana, perdata dan tipikor terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat
pertama vyang dimintakan banding. Pengadilan Tinggi Palembang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tanggal 08 September 1964 yang
wilayah hukumya meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi
Lampung. Pada tahun 1980 terbit Undang-Undang No. 9 Tahun 1980 tanggal 29 Juli
1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang meliputi wilayah
hukum Provinsi Lampung. Pada tahun 1982 terbit Undang-Undang No. 14 Tahun 1982
tanggal 20 Agustus 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi yang meliputi
wilayah hukum Provinsi Jambi dan pada Tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004.
Pengadilan Tinggi Palembang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5
Palembang meliputi wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan dan hingga saat ini
membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Palembang yang
berada di Jalan Kapten A.Rivai No. 16 Kota Palembang, Pengadilan Negeri Lubuk
Linggau yang berada di Jalan Depat Said No. 29 Tapak Lebar Kota Lubuk Linggau,
Pengadilan Negeri Sekayu yang berada di Jalan Merdeka No. 485 Serasa Jaya Kota
Sekayu, Pengadilan Negeri Baturaja yang berada di Jalan HS.Simanjuntak No. 792
Kota Baturaja, Pengadilan Negeri Kayuagung yang berada di Jalan Letna Muchtar
Saleh No, 119 Kota Kayuagung, Pengadilan Negeri Muara Enim yang berada di Jalan
Ahmad Yani No. 17A Kota Muara Enim , Pengadilan Negeri Lahat yang berada di Jalan
H. Burlian Bandar Jaya Kota Lahat, Pengadilan Negeri Prabumulih yang berada di Jalan

Jenderal Sudirman KM 12 Kota Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagaralam yang berada
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di Kompleks Perkantoran Gunung Gare Kota Pagaralam, Pengadilan Negeri Pangkalan

Balai yang berada dijalan HM Asyik Aqil KM 16 Kab Banyuasin.

N Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

o
Pengadilan Negeri Palembang

1 Kalas IA Khusus Kota Sumatera Selatan

2 Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan
Kelas IB Kabupaten Musi Rawas Utara

3 Ezragsa;illlan Negeri Sekayu Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin

4 Pengadilan Negeri Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir
Kelas II

5. Eeeragsaglllan Negert Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Selatan,

dan Kabupaten OKU Timur

6 Pengadilan Negeri Muaraenim Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Penukal Abab
Kelas II Lematang Ilir (PALI)

7 Pengadilan Negerl Lahat Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang
Kelas II

8 Pengadilan Negeri Prabumulih Kota Prabumulih
Kelas II

9 Pengadilan Negeri Pagaralam Kots PaiEAlaR
Kelas II

10 | Pengadilan Negeri Pangkalan Balai | Kota Banyuasin
Kelas II

Tabel I.A.1
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah

Hukum Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan

R ETANWVIEAYAENEIWU UM
PENGADIEANSHING GIFSUMATERANS EICATTAN

Gambar 1.A.1
Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang




Sejak berdirinya Tahun 1964, Pengadilan Tinggi Palembang mempunyai 24 (dua puluh

dua) orang Ketua yang tercantum di bawah ini :

No NAMA
1 Bambang Subekti, SH

2 Suryono, SH

3 Rusli, SH

4 Soekamto Purwo Putranto, SH

5 R. Moh. Iman, SH

6 R.L Tobing, SH

7 | Pitodjo, SH

8 Paulus Wardoyo, SH

9 Ida Bagus Widja, SH

10 H.P Panggabean, SH

11 Darwin Lubis, SH

12 | H.K. Silalahi, SH

13 Soedarsono, SH

14 Sulaiman Efendi, SH

15 | H.M. Taufik, SH., MH

16 H. Sofyan Zen, SH., M.Hum

17 Bagus Sugiri, SH

18 Rusman Dany Achmad, SH

19 Sugeng Achmad Yudhi, SH

20 Dr. Muh. Daming Sanusi, SH., M.Hum
21 Dr. Nemmmy HT Siahaan, SH., MH

22 Mabrug Nur, SH., MH

23 | H. Chaidir, SH. MH

24 Ohan Burhanuddin Purwawangca,SH.,MH
25. | Dr. H. Seedarmadji,SH.,M.Hum

Tabel I.A.2
Daftar Nama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Sedangkan untuk jabatan Panitera Sekretaris, Panitera dan Sekretaris yang bertugas

di Pengadilan Tinggi Palembang sejak berdirinya adalah :

NAMA

Zaini Hamzah, SH
Rohimat, SH
Akhyar Umar, SH

Zaidarlis, SH

Nur Julesmini, SH

1
2
3
4 Darmawan Sarbani, SH
5
6
7

Aang Achmad, SH
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8 Husni Sanusi, SH

H. Kamarullah MT, SH

10 | Suwarfli, SH

11 Pujiono Akhmadi, SH., MH

12 H. Teuku Ilzanor, SH., M.Hum
13 | H.M. Ramli, SH., MH

Tabel 1.A.3

Daftar Nama Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan,
terdapat pemisahan jabatan antara Panitera dan Sekretaris di Pengadilan. Dengan
terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2015 tersebut maka menghapus jabatan Wakil
Panitera dan Wakil Sekretaris. Berikut daftar nama Panitera dan Sekretaris Pengadilan

Tinggi Palembang pada tahun 2018:

NAMA
No
1 Darno, SH., MH
2 Sumarlina,SH.,MH
Tabel I.A.4

Daftar Nama Panitera Pengadilan Tinggi Palembang

NAMA
No

1 | Vivi Yulianita, SE., SH., MM

Tabel ILA.5

Daftar Nama Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang

B. VISI DAN MISI

Visi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Palembang merupakan gambaran masa
depan vyang ingin diwujudkan dan diharapkan seluruh sumber daya manusia
Pengadilan Tinggi Palembang dalam melakukan tugas dan fungsi pokoknya.

Penetapan Visi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut : "MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
YANG AGUNG".

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yang menjabarkan hal-hal yang

harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
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. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan
pelayanan pada masyarakat

. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan
efisien.

. Megupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2019 terdiri dari :
Ketua

Wakil Ketua

Hakim Tinggi

Hakim Ad Hoc

Hakim Yustisial

Panitera

Sekretaris

PN e RN

Kepala Bagian
- Kepala Bagian Umum dan Keuangan
- Kepala bagian Perencaanaan dan Kepegawaian
9. Panitera Muda

Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Tipikor
10. Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
11. Panitera Pengganti.
12. Fungsional Pranata Komputer
13. Fungsional Arsipasris

14. Fungsional Umum
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Pengadilan Tinggi Palembang dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan Tinggi
yang membawahi seluruh unit kerjanya meliputi, Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor
dan Hakim Yustisial mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah
struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris yang berada
dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan
struktural. Pada bagian fungsional adalah Panitera terdapat empat, bagian Panitera
Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum dan
Panitera Muda Tipikor. Sedangkan bagian struktural adalah Sekretaris terdapat dua
Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian dan Kepala Bagian
Umum & Keuangan. Untuk Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian mempunyai
dua Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Rencana Program & Anggaran dan
Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Teknologi Informasi. Sedangkan Kepala Bagian
Umum dan Keuangan mempunyai dua Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Tata
Usaha & Rumah Tangga dan Kepala Sub Bagian Keuangan & Pelaporan.Masing-masing
Kepala Sub Bagian mempunyai staf, sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis

koordinasi dengan Panitera.

Bagan Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang terlampir sebagai berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
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Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pengadilan Tinggi Palembang sesuai struktur

organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

adalah sebagai berikut :
1. Ketua

a.

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas

terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan

peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang di

bantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara.

Sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu

melakukan pengawasan terhadap :

1. Penyelenggaraan Peradilan para hakim, pejabat kepaniteraan dan pejabat
kesekretariatan.

2. Masalah-masalah hukum yang timbul.

3. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat kepaniteraan dan pejabat
kesekretariatan.

Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang

perlu.

Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan

Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya

secara priodik kepada Mahkamah Agung.

2. Wakil Ketua

a.

Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.

b. Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh ketua kepadanya.

C.

Melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawasan.

3. Hakim, Hakim Ad-Hoc

a.
b
G
d
e

Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan.
Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.

. Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.

Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua.
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4. Panitera

a.

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan bidang teknis.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan
transparasi perkara.

Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan
perkara yang di tetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan,

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan

Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Ketua Pengadilan Tinggi.

5. Sekretaris

o o

LR O B = S @

Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran

Pelaksanaan urusan kepegawaian

Pelaksanaan urusan keuangan

Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana

Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik

Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan
Pelaksanaaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi

6. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

a.

Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan
anggaran

Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan
mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran
Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan
disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian

Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi
dan tata laksana

Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik
Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan

pelaporan.

3
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7. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

o

Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan
Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana serta perlengkapan dan perpustkaan

Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi,
pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan

Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

8. Kepaniteraan Pidana

a.

@ o 0O T

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara
banding

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana
Pelaksanaan registrasi perkara banding

Pelaksanaan registrasi perkara pidana

Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim bedasarkan Penetapan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan Tinggi

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakimd dari
Ketua Pengadilan Tinggi

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi

Pelakasanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap ke Panitera Muda Hukum

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. Kepaniteraan Perdata

a.

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara

banding

3

o Poetnl Legi Frengndilan Timgai Palembang Tahup 2019 10



Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara
gugatan dan permohonan

Pelaksanaan registrasi perkara banding

Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan

Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis
Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari
Ketua Pengadilan Tinggi

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi

Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas
perkara bundel A kepada pengadilan pengaju

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap ke Panitera Muda Hukum

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

10. Kepaniteraan Tipikor

fa¥)

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara tipikor
Pelaksanaan registrasi perkara khusus

Pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penanggungan penahanan bagi perkara bidang
pidana khusus

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
dimutasi

Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas
perkara bundel A kepada pengadilan pengaju

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap ke Panitera Muda Hukum
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j.

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

11. Kepaniteraan Hukum

o 2 0O T o

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara
Pelaksanaan penyajian statistik perkara

Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara

Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
Pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara
Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan vyang
berkaitan dengan transparansi perkara

Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

12. Panitera Pengganti

a.

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
pengadilan.

Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan dan
persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang
berikutnya, dan mengetik putusan.

Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang dan
berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai

diminutasi.

13. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

P O B = S o

a. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran
b.

Pelaksanaan program dan anggaran

Pemantauan program dan anggaran

. Evaluasi program dan anggaran

Dokumentasi program dan anggaran

Penyusunan laporan program dan anggaran

14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

a
b.

O

Pelaksanaan penyiapan bahan urusan kepegawaian
Pelaksanaan organisasi dan tata laksana

Pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan
Evaluasi dan dokumentasi kepegawaian dan teknologi informasi

Penyusunan laporan kepegawaian dan teknologi informasi

3
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15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan
Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana serta perlengkapan dan perpustkaan
¢. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
16. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
a. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi,
pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan
b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.
Disamping untuk mewujudkan tertib administrasi, pengaturan Tugas Pokok di
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Palembang bertujuan untuk mengevaluasi volume pekerjaan, hasil kinera,
kemampuan Sumber Daya Manusia serta untuk menilai sejauh mana tanggung

jawab para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

D. KEBIJAKAN DAN PRASARANA
Untuk pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang, diimplementasikan

melalui program yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019,

yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan anggaran
Rp.209.760.000,- (Dua Ratus Sembilan Tujuh Ratus Enam Puluh JUta Rupiah)
Indikator Kinerja Utama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah
sebagai berikut
a. Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat

waktu, transparan dan akuntabel.
b. Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum.
c. Terselenggaranya tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi.

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung RI dengan anggaran Rp. 23.582.937.000,- (dua puluh tiga milyar Lima
Ratus Delapan Puluh DUa Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Program ini merupakan program untuk mencapai outcome meningkatkan kualitas
layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan.
Indikator Kinerja Utama program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi.

b. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan

sumber daya manusia berdasarkan parameter objektif.

3
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¢. Meningkatkan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

d. Meningkatkan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata
laksana secara transparan, efektif dan efisien.

e. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
peradilan.

f. Terselenggaranya pelayanan pimpinan.

g. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan
anggaran Rp. 145.500.000- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah ).

Indikator Kinerja Utama program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA
adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung

pelayanan peradilan.

Pengadilan Tinggi Palembang menerima Penghargaan Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Tahun 2019 sebagai Satker terbaik dari Kantor Wilayah

Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan.

KCFRNLIIL. EN T HEN

PENGHARGAAN

KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER TAHUN 2019
TINTUK PACGLU DIPA DIATAS Rp2{ MILIAR

SEBAGAIX

Satker Terbaik Kelima
diberikan kepada

PENGADILAN TINGGI PALLEMBANG

Palembang, 19 Desember 2019
Kepala Kantor Wilayah,

Tezvatat dulm s lnfﬂ?l%

Karsll DIPE P

Gambar 1.LA.2

Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker




Gambar I.A.3

Penyerahan Penghargaan Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan keuangan




A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

Pengelolaan perkara pidana dan perdata pada Pengadilan Tingkat Banding

dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera

Selatan tahun 2019 dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan

Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dilaporkan ke Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Perkara yang diselesaikan pada tingkat pertama adalah perkara yang

diselesaikan di Pengadilan Negeri. Dilihat dari banyaknya perkara yang ada di

seluruh Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

adalah sangat bervariasi dalam artian perkara yang masuk dapat diselesaikan

dengan baik. Perkara yang masuk pada Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Palembang adalah :

a.

Pengadilan Negeri Palembang yaitu Perkara Biasa sebanyak 2000 perkara,
Perkara Tipikor sebanyak 36 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak 273
perkara, Perdata Permohonan sebanyak 337 Perkara.

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yaitu Perkara Biasa sebanyak 827 perkara,
Perkara Perdata Gugatan sebanyak 35 perkara, Perdata Permohonan
sebanyak 80 Perkara.

Pengadilan Negeri Sekayu yaitu Perkara Biasa sebanyak 697 perkara, Perkara
Perdata Gugatan sebanyak 10 perkara, Perdata Permohonan sebanyak 41
Perkara.

Pengadilan Negeri Kayuagung vyaitu Perkara Biasa sebanyak 711 perkara,
Perkara Perdata Gugatan sebanyak 28 perkara, Perdata Permohonan
sebanyak 12 Perkara.

Pengadilan Negeri Muaraenim vyaitu Perkara Biasa sebanyak 641 perkara,
Perkara Perdata Gugatan sebanyak 28 perkara, Perdata Permohonan

sebanyak 122 Perkara.
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f. Pengadilan Negeri Baturaja yaitu Perkara Biasa sebanyak 643 perkara,
Perkara Perdata Gugatan sebanyak 36 perkara, Perdata Permohonan
sebanyak 310 Perkara.

g. Pengadilan Negeri Lahat yaitu Perkara Biasa sebanyak 421 perkara, Perkara
Perdata Gugatan sebanyak 16 perkara, Perdata Permohonan sebanyak 54
Perkara.

h. Pengadilan Negeri Prabumulih yaitu Perkara Biasa sebanyak 310 perkara,
Perkara Perdata Gugatan sebanyak 10 perkara, Perdata Permohonan
sebanyak 10 Perkara.

i. Pengadilan Negeri Pagaralam yaitu Perkara Biasa sebanyak 139 perkara,
Perkara Perdata Gugatan sebanyak 2 perkara, Perdata Permohonan sebanyak
77 Perkara.

j.  Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yaitu Perkara Biasa sebanyak 522 perkara,
Perkara Perdata Gugatan sebanyak 23 perkara, Perdata Permohonan

sebanyak 11 Perkara.

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara yang diselesaikan pada tingkat banding adalah perkara yang diselesaikan

di Pengadilan Tinggi Palembang adalah perkara pidana biasa sebanyak 281

perkara, Perkara tipikor sebanyak 8 perkara, perkara perdata sebanyak 148

perkara.

Prosedur dan proses penyelesaian perkara tingkat banding berupa langkah-

langkah yang harus dilakukan Pemohon Banding :

a. Pemohon banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada
Pengadilan Tingi dalam tenggang waktu :

1. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari pengucapan
putusan, pengumuman pemberitahuan putusan kepada pihak yang
berkepentingan.

2. 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon yang tidak bertempat dikediaman
diwilayah hukum Pengadilan Tinggi yang memutus perkara tingkat
pertama (pasal 7 No. 20 Tahun 1947).

b. Membayar biaya perkara banding (pasal 7 Undang-Undang No.20 Tahun
1947, Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

¢. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (pasal 7 Undang-
Undang No. 20 Tahun 1947)
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d. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding
dapat mengajukan kontra memori banding (pasal 11 ayat 3 Undang-undang
No.20 Tahun 1947

e. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan
diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada
kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara diKantor
Pengadilan (pasal 11 ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 1947).

f. Berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Provinsi oleh Pengadilan Negeri
selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara
banding.

g. Salinan putusan bading dikirim oleh Pengadilan Tinggi Provinsi ke Pengadilan
Negeri yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan
kepada para pihak.

h. Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Proses Penyelesaian Perkara :

1. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register.

2. Ketua Pengadilan Tinggi provinsi membuat Penetapan Majelis Hakim yang
akan memeriksa berkas.

3. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu Majelis Hakim

Tinggi.

Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis.

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi

Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding.

N ok

Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui Pengadilan

Tingkat Pertama.

. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang
dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan di mana menetapkan perbuatan
Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum,
kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung
pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU
No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

Kasasi lebih tepat diartikan "naik banding” ketimbang "banding".Bila Anda tidak

puas dengan vonis dari Pengadilan Negeri, Anda bisa mengajukan kasasi ke
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Pengadilan Tinggi. Bila masih tidak puas dengan vonis dari Pengadilan

Tinggi,dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI

sebagai badan terakhir bagi kita untuk memperoleh keadilan.

Jumlah Perkara Kasasi yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

d.

Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Palembang adalah perkara pidana
biasa berjumlah 1.940 perkara, perkara anak berjumlah 95 perkara, perkara
perdata gugatan berjumlah 233 perkara, perkara tipikor berjumlah 32
perkara.

Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah perkara pidana
biasa berjumlah 817 perkara, perkara anak berjumlah 70 perkara, perkara
perdata gugatan berjumlah 35 perkara sedangkan perkara tipikor nihil.
Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Sekayu adalah perkara pidana biasa
berjumlah 661 perkara, perkara anak berjumlah 23 perkara sedangkan
perkara perdata gugatan dan perkara tipikor nihil.

Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Kayuagung adalah perkara pidana
biasa berjumlah 711 perkara, perkara anak berjumlah 37 orang, perkara
perdata gugatan berjumlah 20 orang sedangkan perkara tipikor nihil.

Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Muaraenim adalah perkara pidana
biasa berjumlah 629 perkara, perkara pidana anak berjumlah 47 perkara,
perkara perdata gugatan berjumlah 21 perkara, sedangkan perkara tipikor
nihil

Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Baturaja adalah perkara pidana biasa
berjumlah 629 perkara, perkara pidana anak berjumlah 45 perkara, perkara
perdata gugatan berjumlah 31 perkara, sedangkan perkara tipikor nihil.
Perkara kasasi pada Pengadilan Negeri Lahat adalah perkara pidana biasa
berjumlah 417 perkara, perkara pidana anak berjumlah 26 perkara, perkara
perdata gugatan berjumlah 16 perkara, sedangkan perkara tipikor nihil.
Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Prabumulih adalah perkara pidana
biasa berjumlah 304 perkara, perkara pidana anak berjumlah 21 perkara,
perkara perdata gugatan berjumlah 10 perkara, sedangkan perkara tipikor
nihil.

Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Pagaralam adalah perkara pidana
biasa berjumlah 135 perkara, perkara pidana anak berjumlah 19 perkara,
perkara perdata gugatan berjumlah 2 perkara, sedangkan perkara tipikor
nihil.

Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah perkara pidana

biasa berjumlah 516 perkara, perkara pidana anak berjumlah 22 perkara,
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perkara perdata gugatan berjumlah 22 perkara, sedangkan perkara tipikor
nihil.

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjuan Kembali

Perkara Peninjuan Kembali (PK) yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

Palembang

a.

Perkara PK pada Pengadilan Negeri Palembang adalah perkara pidana biasa
berjumlah 1990 perkara, perkara anak berjumlah 95 perkara, perkara
perdata gugatan berjumlah 260 perkara, perkara tipikor berjumlah 29
perkara.

Perkara PK pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah perkara pidana biasa
berjumlah 827 perkara, perkara anak berjumlah 70 perkara, perkara perdata
gugatan berjumlah 35 perkara sedangkan perkara tipikor nihil.

Perkara PK pada Pengadilan Negeri Sekayu adalah perkara pidana biasa
berjumlah 695 perkara, perkara anak berjumlah 26 perkara sedangkan
perkara perdata gugatan berjumlah 4 perkara dan perkara tipikor nihil.
Perkara PK pada Pengadilan Negeri Kayuagung adalah perkara pidana biasa
berjumlah 711 perkara, perkara anak berjumlah 37 orang, perkara perdata
gugatan berjumlah 28 orang sedangkan perkara tipikor nihil.

Perkara PK pada Pengadilan Negeri Muaraenim adalah perkara pidana biasa
berjumlah 641 perkara, perkara pidana anak berjumlah 48 perkara, perkara
perdata gugatan berjumlah 27 perkara, sedangkan perkara tipikor nihil
Perkara PK pada Pengadilan Negeri Baturaja adalah perkara pidana biasa
berjumlah 636 perkara, perkara pidana anak berjumlah 45 perkara, perkara
perdata gugatan berjumlah 36 perkara, sedangkan perkara tipikor nihil.
Perkara PK pada Pengadilan Negeri Lahat adalah perkara pidana biasa
berjumlah 421 perkara, perkara pidana anak berjumlah 26 perkara, perkara
perdata gugatan berjumlah 16 perkara, sedangkan perkara tipikor nihil.
Perkara PK pada Pengadilan Negeri Prabumulih adalah perkara pidana biasa
berjumlah 310 perkara, perkara pidana anak berjumlah 21 perkara, perkara
perdata gugatan berjumlah 10 perkara, sedangkan perkara tipikor nihil.
Perkara PK pada Pengadilan Negeri Pagaralam adalah perkara pidana biasa
berjumlah 139 perkara, perkara pidana anak berjumlah 19 perkara, perkara
perdata gugatan berjumlah 2 perkara, sedangkan perkara tipikor nihil.
Perkara PK pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah perkara pidana
biasa berjumlah 522 perkara, perkara pidana anak berjumlah 22 perkara,
perkara perdata gugatan berjumlah 23 perkara, sedangkan perkara tipikor
nihil.
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B. PENYELESAIAN PERKARA
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus
Perkara yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan

Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Sisa Perkara .
No Satuan Kerja Tahun ';:;I::: yang P esr'lf:r & Ket
Lalu diputus
1; Pengadilan Tinggi Palembang
1. Pidana Biasa 16 281 264 33
2. Pidana Tipikor 0 8 8 0
3. Perdata 16 148 149 15
2 Pengadilan Negeri Palembang
1. Pidana Biasa 464 2000 2124 340
2. Pidana Tipikor 10 36 29 17
3. Perdata Gugatan 90 273 273 90
4. Perdata Permohonan i8 337 319 14
3 Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 137
1. Pidana Biasa 128 827 818
2. Pidana Tipikor - = = -
3. Perdata Gugatan 14 35 34 15
4. Perdata Permohonan 4 80 81 3
4. Pengadilan Negeri Sekayu
1. Pidana Biasa 138 697 716 119
2. Pidana Tipikor & = = =
3. Perdata Gugatan 15 10 24 3
4. Perdata Permohonan 0 41 40 1
5. Pengadilan Negeri Kayuagung
1. Pidana Biasa 96 711 643 164
2. Pidana Tipikor - = = =
3. Perdata Gugatan 17 28 31 14
4. Perdata Permohonan 0 12 12 0
6. Pengadilan Negeri Muaraenim
1. Pidana Biasa 29 641 602 68
2. Pidana Tipikor - - - -
3. Perdata Gugatan 13 28 30 11
4. Perdata Permohonan 1 122 120 3
- Pengadilan Negeri Baturaja
1. Pidana Biasa 104 643 640 107
2. Pidana Tipikor = - = -
3. Perdata Gugatan 14 36 41 9
4. Perdata Permohonan 2 310 312 0
8. Pengadilan Negeri Lahat
1. Pidana Biasa 60 421 446 35
2. Pidana Tipikor - - - -
3. Perdata Gugatan 9 16 18 74
4. Perdata Permohonan 1 54 55 0
9, Pengadilan Negeri Prabumulih
1. Pidana Biasa 24 310 308 26
2. Pidana Tipikor = - - -
3. Perdata Gugatan 3 10 10 3
4. Perdata Permohonan 0 14 14 0
10. Pengadilan Negeri Pagaralam
1. Pidana Biasa 8 139 141 6
2. Pidana Tipikor = = ~ -
3. Perdata Gugatan 0 2 2 0
4. Perdata Permohonan 0 77 77 0
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13 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

1. Pidana Biasa 86 522 505 103

2. Pidana Tipikor - - - -

3. Perdata Gugatan 3 23 18 8

4. Perdata Permochonan 0 11 10 1

Tabel II.B.1:
Keadaan Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu
Perkara Masuk
; {Sisa Perkara Perkara yang Sisa
Mo Satuan Keria Thn Lalu+ diputus Perkara ek
Perkara Masuk)

L. Pengadilan Tinggi Palembang

1. Pidana Biasa 297 264 33

2. Pidana Tipikor 8 8 0

3. Perdata 164 149 15
2. Pengadilan Negeri Palembang

1. Pidana Biasa 2464 2124 340

2. Pidana Tipikor 46 29 17

3. Perdata Gugatan 363 273 90

4. Perdata Permohonan 355 319 14
3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

1. Pidana Biasa 955 818 137

2. Pidana Tipikor - - -

3. Perdata Gugatan 49 34 15

4. Perdata Permochonan 84 81 3
4. Pengadilan Negeri Sekayu

1. Pidana Biasa 897 716 119

2. Pidana Tipikor - - -

3. Perdata Gugatan 25 24 3

4. Perdata Permohonan 41 40 1
5. Pengadilan Negeri Kayuagung

1. Pidana Biasa 807 643 164

2. Pidana Tipikor - - -

3. Perdata Gugatan 45 31 14

4. Perdata Permohonan 12 12 0
6. Pengadilan Negeri Muaraenim

1. Pidana Biasa 670 602 68

2. Pidana Tipikor - - -

3. Perdata Gugatan 41 30 11

4. Perdata Permochonan 123 120 3
Zs Pengadilan Negeri Baturaja

1. Pidana Biasa 747 640 107

2. Pidana Tipikor - - -

3. Perdata Gugatan 50 41 9

4. Perdata Permochonan 312 312 0
8. Pengadilan Negeri Lahat

1. Pidana Biasa 481 446 35

2. Pidana Tipikor - - -

3. Perdata Gugatan 25 18 7

4. Perdata Permochonan 55 55 0
9. Pengadilan Negeri Prabumulih

1. Pidana Biasa 334 308 26

2. Pidana Tipikor - - -

3. Perdata Gugatan 13 10 3
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Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

4. Perdata Permochonan 14 14 0
10. Pengadilan Negeri Pagaralam

1. Pidana Biasa 147 141 6

2. Pidana Tipikor - - -

3. Perdata Gugatan 2 2 0

4. Perdata Permohonan 77 77 0
11. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

1. Pidana Biasa 608 505 103

2. Pidana Tipikor - - -

3. Perdata Gugatan 25 18 8

4. Perdata Permohonan 11 10 1

Tabel I1.B.2

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi

dan Peninjuan Kembali (PK)

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Ket
Upaya Hukum
No Pengadilan
Banding Kasasi PK

1. Pengadilan Negeri Palembang

1. Perkara Pidana Biasa 1911 1940 1990

2. Pidana Anak 93 95 95

3. Pekrara Perdata Gugatan 184 233 260

4. Perkara Tipikor 28 32 29
2. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

1. Perkara Pidana Biasa 805 817 827

2. Pidana Anak 69 70 70

3. Pekrara Perdata Gugatan 28 35 35

4. Perkara Tipikor - - -
3. Pengadilan Negeri Sekayu

1. Perkara Pidana Biasa 646 661 695

2. Pidana Anak 23 23 26

3. Pekrara Perdata Gugatan 0 0 4

4. Perkara Tipikor - - -
4. Pengadilan Negeri Kayuagung

1. Perkara Pidana Biasa 686 711 711

2. Pidana Anak 35 37 37

3. Pekrara Perdata Gugatan 15 20 28

4. Perkara Tipikor - - -
5. Pengadilan Negeri Muaraenim

1. Perkara Pidana Biasa 619 629 641

2. Pidana Anak 36 47 48

3. Pekrara Perdata Gugatan 16 21 27

4. Perkara Tipikor - - -
6. Pengadilan Negeri Baturaja

1. Perkara Pidana Biasa 625 629 636

2. Pidana Anak 45 45 45

3. Pekrara Perdata Gugatan 26 31 36

4. Perkara Tipikor - - -
7. Pengadilan Negeri Lahat

1. Perkara Pidana Biasa 416 417 421

2. Pidana Anak 26 26 26
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3. Pekrara Perdata Gugatan 14 16 16
4. Perkara Tipikor - - -
8. Pengadilan Negeri Prabumulih
1. Perkara Pidana Biasa 301 304 310
2. Pidana Anak 21 21 21
3. Pekrara Perdata Gugatan 6 10 10
4. Perkara Tipikor - - -
. Pengadilan Negeri Pagaralam
1. Perkara Pidana Biasa 132 135 139
2. Pidana Anak 19 19 19
3. Pekrara Perdata Gugatan 2 2 2
4. Perkara Tipikor - - -
10. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
1. Perkara Pidana Biasa 499 516 522
2. Pidana Anak 22 22 22
3. Pekrara Perdata Gugatan 22 22 23
4. Perkara Tipikor - - -
Tabel I1.B.3
Data pekara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi
Mediasi adalah Penyelesaian perkara dengan dibantu pihak ketiga (mediator)
yang netral atau tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah
yang memberikan bantuan berupa alternative penyelesaian perkara.
Jumlah Jumlah Perkara Ket
No Satuan Kerja Perkara Perdata Perdata yang
berhasil di mediasi
ik Pengadilan Tinggi Palembang - -
2. Pengadilan Negeri Palembang 273 5
3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 35 3
4. Pengadilan Negeri Sekayu 10 2
5. Pengadilan Negeri Kayuagung 28 2
6. Pengadilan Negeri Muara Enim 28 5
Z: Pengadilan Negeri Baturaja 36 2
8. Pengadilan Negeri Lahat 16 0
. Pengadilan Negeri Prabumulih 10 0
10. Pengadilan Negeri Pagaralam 2 0
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11. | Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 23 2
Tabel I1.B.4
Data Perkara Perdata yang berhasil di mediasi
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi
Merujuk kepada pasal 1 angka 7 UU 11/2012, Pengertian diversi adalah
Pengalihan Penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses diluar
Peradilan Pidana, lalu pada pasal 5 ayat 3 menegaskan dalam system peradilan
pidana anak wajib diupayakan diversi.
Diversi bertujuan sebagai :
1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
4. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Proses diversi yang dimaksud undang-undang No. 11 Tahun 2012, dapat
terjadi ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan di
pengadilan. Dalam penyelesaian tindak pidana ditingkat pengadilan yang mana
Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan
oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30
(tiga puluh) hari.
Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, malah memperluas apa yang
diatur dalam pasal 7 ayat (2) dengan mana diversi hanya dapat dilakukan
terhadap tindak pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan,
diperluas dengan pidana penjara di atas 7 tahun atau lebih.
Jumlah Jumlah Perkara anak Ket
No Satuan Kerja Perkara Pidana yang berhasil melalui
diversi
" Pengadilan Tinggi Palembang ] ]
2. Pengadilan Negeri Palembang 95 3
3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 70 3
4. Pengadilan Negeri Sekayu 26 0
5. Pengadilan Negeri Kayuagung 37 0
6. Pengadilan Negeri Muara Enim 48 3
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8 Pengadilan Negeri Baturaja 45 1
8. Pengadilan Negeri Lahat 26 0
. Pengadilan Negeri Prabumulih 21 0
10. Pengadilan Negeri Pagaralam 19 0
i 8 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 22 0
Tabel I1.B.5
Data perkara anak yang berhasil melalui diversi
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan untuk mewujudkan kinerja Peradilan
Indonesia yang prima (Indonesian Court Performance Exceflent - ICPE). Untuk
mewujudkan performa Badan Peradilan Indonesia yang unggul / prima melalui
penilaian terhadap 7 (tujuh) kriteria yaitu :

a. Kepemimpinan (Leadership)

b. Perencanaan Strategis (Strategic Planing)

C. Fokus Pelanggan (Customer Focus)

d. Manajemen Sumber Daya (Resources Management)

e. Proses Manajemen (Management Process)

f. Sistem Dokumen (Document System)

g. Hasil Kerja (Performance Result)

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan pengakuan formal yang diberikan oleh
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum terhadap kompetensi
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam melakukan kegiatan berdasarkan
penilaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan.

Adapun langkah - langkah yang dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang untuk
mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut :

a. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menerbitkan Surat Keputusan Nomor Wé6-
U/4180/0T.01.4/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Palembang dan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor  W6-
U/2389/0T.01.4/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019 Tentang Staf Teknikal
Akreditasi Pada Pengadilan Tinggi Palembang.
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b.

. Membuat

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menunjuk Tim Audit Internal Pengadilan
Tinggi Palembang Nomor W6-U/1567/PS.04/1V/2019 Tanggal 05 April 2019,

. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Menerbitkan Surat Keputusan Nomor W6-

U/2623/0T.01.3/1X/2019 Tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan
Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi
Palembang.

Manual Sistem Manajemen Mutu. Adapun ruang lingkup
implementasi sistemm manajemen mutu Pengadilan Tinggi Palembang meliputi

seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit

di Pengadilan Tinggi Palembang yang meliputi :

- Manajemen Peradilan

- Administrasi Perkara

- Administrasi Persidangan

- Administrasi Umum

- Pelayanan Publik

- Pengelolaan Kas

- Pengadaan Barang dan Jasa

- Pengawasan

- Penanganan Pengaduan

No

Satuan Kerja

Waktu
Pelaksanaan
Asessmen

Nilai Sertifikat
APM Badan
Peradilan Umum

Waktu Surveilan

Ket

Pengadilan Tinggi
Palembang

April 2019

A (excellent)

I. Mei 2018
II. November 2018
III. Mei 2019
IV. November 2019
V. Mei 2020
VI. November 2020

Pengadilan Negeri
Palembang

April 2019

A (excellent)

I. Mei2018
II. November 2018
III. Mei 2019
IV. November 2019
V. Mei 2020
VI. November 2020

Pengadian Negeri
Lubuk Linggau

April 2019

A (excellent)

I. Mei 2018
II. November 2018
III. Mei 2019
IV. November 2019
V. Mei 2020
VI. November 2020

Pengadilan Negeri
Kayu Agung

Agustus 2019

A (excellent)

I. Mei 2018
II. November 2018
III. Mei 2019
IV. November 2018
V. Mei 2020
VI. November 2020

Pengadilan Negeri
Sekayu

April 2019

A (excellent)

I. Juni 2018
II. Desember 2018
III. Jun 2018
IV. Desember 2018
V. Juni 2019
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. Desember 2019

Pengadilan Negeri
Muara Enim

April 2019 A (excellent)

. November 2018
. Mei 2019
. November 2019

. November 2020

Mei 2018

Mei 2020

Pengadilan Negeri
Baturaja

November 2019 A (excelent)

. November 2018
. Mei 2019
. November 2019

. November 2020

Mei 2018

Mei 2020

Pengadilan Negeri
Prabumulih

September 2019 A (excelent)

. November 2018
. Mei 2019
. November 2019

Mei 2018

Mei 2020
November 2020

Pengadilan Negeri
Lahat

Oktober 2019 A (excelent)

II

ITI.
IV.

VI.

Mei 2018
November 2018
Mei 2019
November 2019
Mei 2020
November 2020

10

Pengadilan Negeri
Pagaralam

Oktober 2019 A (excellent)

II1.

I1I.
. November 2019

VI

Mei 2018
November 2018
Mei 2019

Mei 2020
November 2020

11

Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai

Belum Akreditasi

Tabel II.C.1

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan

1. Pos Bantuan Pelayanan Hukum

Posbakum Pengadilan adalah

layanan yang dibentuk dan ada pada setiap

Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi,

konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan

sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Anggaran posbakum disediakan

oleh Pengadilan Negeri.

Anggaran Realisasi Anggaran
No Satuan Kerja Poshakum Posbakum Keterangan
(Rp) (Rp)
Al Pengadilan Negeri Palembang
Rp.48.000.000,- Rp.45.800.000,- 95,42%
2 Pengadian Negeri Lubuk Linggau
Rp.48.000.000,- Rp.40.800.000,- 85,00%
3 Pengadilan Negeri Kayu Agun
9 o puagung Rp.24.000.000,- Rp.24.000.000,- 100%
4 Pengadilan Negeri Sekayu
Rp.31.200.000,- Rp.31.200.000,- 100%
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5 Pengadilan Negeri Muara Enim

Rp.38.400.000,- Rp.38.400.000,- 100%
6 Pengadilan Negeri Lahat

Rp. 31.200.000,- Rp. 31.200.000,- 100%
7 Pengadilan Negeri Baturaja

Rp.31.200.000,- Rp.31.200.000,- 100%
8 Pengadilan Negeri Prabumulih

Rp.24.000.000,- Rp.23.600.000,- 98,33%
°) Pengadilan Negeri Pagaralam

Rp.24.000.000,- Rp.24.000.000,- 100%
10. Pengadilan Negeri Pangkalan

Balai Rp.24.000.000,- Rp.24.000.000,- 100%

Realisasi Anggaran Posbhakum

Tabel I1.C.2

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang diluar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap,

berkala atau sewaktu - waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada dalam

wilayah hukumnya, tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk

Sidang Keliling atau Sidang ditempat Sidang Tetap.

Lokasi Zitting Anggaran Zitting Realisasi
No Satuan Kerja
Plaatz Plaatz
1. Pengadilan Negeri Palembang - - -
2. Pengadian Negeri Lubuk - - -
Linggau
35 Pengadilan Negeri Kayu - - -
Agung
4. Pengadilan Negeri Sekayu - - -
B Pengadilan Negeri Muara - - -
Enim
6. Pengadilan Negeri Lahat Tebing Tinggi Rp.186.000.000,- Rp.186.000.000,-
Kabupaten Empat Realisasi :
Lawang 100%
7. Pengadilan Negeri Baturaja Martapura Rp.310.000.000,- Rp.308.064.000,-
Kabupaten OKU Realisasi :
Timur dan Muara 99.38%
Dua Kabupaten
OKU Selatan
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8. Pengadilan Negeri Prabumulih - - -

9. Pengadilan Negeri Pagaralam - - -

10. Pengadilan Negeri Pangkalan - - -
Balai

Tabel II.C.3
Data Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya

penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran Pengadilan Tingkat Pertama.

Realisasi
Anggaran
< Anggaran
No Satuan Kerja Perkara Prodeo Ket
(Rp) Perkara Prodeo
P
(Rp)
1 Pengadilan Negeri Palembang Nihil Nihil -
2 Pengadian Negeri Lubuk Linggau NIhil Nihil -
3 Pengadilan Negeri Kayu Agung Nihil Nihil -
4 Pengadilan Negeri Sekayu Nihil Nihil -
5 Pengadilan Negeri Muara Enim Nihil Nihil -
6 Pengadilan Negeri Lahat Nihil Nihil -
7 Pengadilan Negeri Baturaja Nihil Nihil -
8 Pengadilan Negeri Prabumulih Nihil Nihil -
9 Pengadilan Negeri Pagaralam Nihil Nihil -
Tabel II.C.4

Realisasi Anggaran Prodeo di Pengadilan Negeri

Peny Sap Felnl egi Pengadilan ZTimggi Pralembang T7ohun 2019 30



R L A

A. KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

Peningkatan dan efektifitas kinerja Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dan
Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tidak
terlepas dari pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan.
Ketersediaan SDM yang berkualitas akan sangat menentukan untuk mencapai Visi dan
Misi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Pegawai di Pengadilan Tinggi Sumtera
Selatan dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera
Selatan dapat dibedakan atas pegawai teknis dan non teknis. Pegawai teknis meliputi
Hakim, Panitera dan Jurusita. Pegawai teknis bertugas mengerjakan tugas teknis
pengadilan seperti administrasi peradilan. Pegawai non teknis merupakan supporting
unit yang memberikan dukungan pada pelaksanan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi
Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaan tugas pegawai teknis dan pegawai non teknis
harus bersinergi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pokok dan fungsi
peradilan. Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2019 lebih kurang 447 orang yang terdiri dari Hakim

dan Pegawai.

No Nama/NIP Jabatan Pangkat/ | Pendidikan
Golongan
1. Pengadilan Tinggi Palembang
1. Dr. H. Soedarmadji,SH.,M.Hum Ketua IV/e S3
2. Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, Wakil Ketua IV/e S2
SH, M.Hum
3. Kharlison Harianja, SH. MH Hakim Tinggi IV/e 52
4. Firdaus, SH. MH Hakim Tinggi IV/e S2
5. Bachtiar Sitompul, SH. MH Hakim Tinggi IV/e S2
6. Mohammad Sukri, SH Hakim Tinggi IV/e S2
7. Moch. Mawardi, SH, MH Hakim Tinggi IV/e S2
8. R. Matras Supomo, SH. MH Hakim Tinggi IV/e S2
9. Robert Siahaan, SH. MH Hakim Tinggi IV/e S2
10. Samir Erdy, SH. M. Hum Hakim Tinggi IV/e S2
11. Hidayat Hasyim, SH Hakim Tinggi IV/e S2
12. Kusnawi Mukhlis, SH., MH Hakim Tinggi IV/e s
13. DR. Ahmad Yunus, S.H., MH Hakim Tinggi IV/e S2
14. Amin Sutikno, SH. MH Hakim Tinggi IV/e S3
15. Teguh Harianto, SH., M. Hum Hakim Tinggi IV/e S2
16. Wilhelmus H. Van Keeken, SH. MH Hakim Tinggi IV/e S2
17. Dr. ArthaTheresia, SH., MH Hakim Tinggi IV/e S2
18. Mien Trisnawaty, S.H., M.H. Hakim Tinggi v/d S3
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19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3T,
32.
33,
34.
35.
36.
37

38.

39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53
54.
55.
56.

57.

58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Torowa Daeli S.H., M.H
Kemal Tampubolon, SH. MH
Sumarlina, SH, MH

Vivi Yulianita,SE.,.SH.MM
Heri Mendisben, SH., MH.
Tamba P. Hutabarat, SH. MH
H. Nuhardin, SH. MH

M. Rasidiansyah, SH

Hj. Harita, SH, MH

Nurlaili Hamid, SH. MH

Drs. Fachruddin Zen, SH. MH
Neva Atina Mona, SH. MH
Bastari, SH. MH

Marina, SH. MH

Hj. Rosna, SH. MH

A. Iwan Sarjana Puspa, SH, MH
Supriandi Anwar, SH. MH
Laila Jumiyati, SH, MH

Ishak Rizal, ST

Khairul. R, SE

M. Sopian, SH. MH
Astan, SH
Sutrisno, SH

M. Roesli, SH
Darno, SH

Asbhi, SH

H. Ibrohim, SH
Harmain, S.H

Mgs. M. Yusuf, SH
Budi Suarno, SH

M. Sarmin, SH
Wartono, SH
Junaidi, S. Psi. M. Si.

Asnawi, SH. MH
Yulianto, S.H.

Lusia Anggraini, SH., MH
Wiwi Damheni, SH., MH
Eka Sri Rejeki, SH. MH

Madya Prasetya Mulya, SH

Tinda Wiranasari, SE, SH
Fatmayeni, S. Kom. SH., M.Kom
Yasmin Nazifah, S.E.
Metaliarista, S.E.

Yuni Artika Sari, SE, Ak, SH. MH

Heny Marina, S. TP. SH

Hj. Septika Intan Isisu, SH
Imelda Marly, SE, SH, MH

Wahyuni Heriati, SH
Marini Yulianti, SH
Asmawati, S. Kom

Henny Mutia Anggraini, SH
Suswati

A. Sani

Wenny Rita S, SE

Hakim Tinggi
Hakim Tinggi
Panitera
Sekretaris
Panitera Pengganti
Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Pidana
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Muda Perdata
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
KaBag. Perencanaan &
Kepegawaian
KaBag. Umum &
Keuangan
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Muda Tipikor
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
KaSub. Keuangan &
Pelaporan
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Staf Pidana
Staf Tipikor
KaSub. Kepegawaian &
TI
KaSub. Rencana
Program & Anggaran
Staf Hukum
Pranata Komputer
Staf TU & RT
Staf Kepegawaian & TI
KaSub. Tata Usaha &
Rumah Tangga
Staf Pelaporan &
Keuangan
Staf Pidana
Staf Pelaporan &
Keuangan
Staf Perdata
Staf Perdata
Staf Kepegawaian & TI
Staf Hukum
Staf Perdata
Staf TU & RT
Staf Kepegawaian & TI

v/d
v/d
v/d
IV/c
IV/b
IV/a
IV/a
IV/a
IV/a
IV/a
IV/a
Iv/a
Iv/a
Iv/a
IV/a
IV/a
IV/a
IV/a
IV/a

Iv/a

1II/d
III/d
III/d
III/d
III/d
III/d
III/d
III/d
III/d
III/d
III/d
III/d
1II/d

III/d
II/c
/¢
III/c
II/c

Il/e

/¢
/¢
/¢
II/c

II/c
II/c

II/c
/¢

II/¢
/e
/¢
II/b
II/b
II/b
III/b

s2
s2
s2
S2
s2
S2
S2
s1
S2
S2
s2
s2
s2
s2
S2
S2
S2
S2
s1

S1

S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S2
S2

S2
S2
S2
S2
S2

S1

s1
S2
S1
s2

S1
S1

S1
S2

S1
S1
S1
S1
SLTA
SLTA
S1

wLaporan Pelok Kegi
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73. Aas Sunarsih, SH Staf TU & RT III/b S1
74. Wenny Puspita Sari, SH Staf TU & RT III/b S1
75. Raden Ayu Khoirunnisa, SH Staf Pelaporan & III/b S1

Keuangan
76. Rasida, SH, MH Staf Perdata III/b S1
77. Yuyun Maryami, SE Staf Pelaporan &

Keuangan III/b s
78. Muhammad Anwas, SH Staf Pidana III/b S1
79. Sartika Siringoringo, SE Staf RenProg IIl/a s
80. Evi Yuniasthy, A. Md. Staf TU & RT IIl/a D3
81. Yurima Utami, S. I.P. Staf Kepegawaian & TI III/a S1
82. Wawan Supriyono Staf Hukum II/c SLTA
83. Yulianti, SH Staf Pelaporan & II/c S1

Keuangan
84. Kusworo Staf Tu & RT II/b SLTA

2. Pengadilan Negeri Palembang
1. Bongbongan Silaban, SH., LLM. Ketua IV/c S2
2. Erma Suharti, S.H.,M.H. Wakil Ketua V/c S2
3. Subur Susatyo, S.H,M.H Hakim IvV/d S2
4. Murni RozalindaS.H.,M.H Hakim v/d S2
5. Bagus Irawan SH.MH. Hakim v/d S2
6. Yohannes Panji Prawoto SH, MH Hakim v/d S2
7. Mulyadi S.H,M.H. Hakim IV/d S2
8. Efrata Happy Tarigan SH. MH. Hakim V/c S2
9. Kamaludin SH.MH Hakim IV/c S2
10. Tongam Oase Christian H. Simanjuntak, Hakim IV/c S2
SH, M.Hum
11. Sunggul Simanjuntak S.H., C.N., Hakim Iv/c s2
M.Hum.
12. Hotnar Simarmata, S.H., M.H. Hakim WV/e s$2
13. Mangapul Manalu, SH., MH Hakim WV/e s2
14. Achmad Syaripudin, SH., MH Hakim /b S2
15. Abu Hanifah S.H., M.H. Hakim IV/b s2
16. Adi Prasetyo SH.MH. Hakim /b s2
17. Said Husein, S.H., M.H. Hakim vV/b s2
18. Sri Prih Utami, SH.MH. Panitera v/b s2
19. Yetti Iriany Siregar, S.H. Sekretaris IV/a s1
20. Hasan Boenyamin SH.MH Panitera Muda Perdata V/a s2
21. Agusman, SH.,M.H Panitera Muda Hukum V/a s$2
22. Cecep Sudrajat, SH.MH Panitera Muda Tipikor IvV/a s2
23. Sabilal, SH Panitera Muda PHI 111/d S1
24. Marduan SH.MH Panitera Pengganti IvV/a s2
25. Hj. Lismawati SH.MH Panitera Pengganti IV/a s2
26. Mashur Mahmud SH.MH Panitera Pengganti IvV/a s2
27. Muhamad Afiudin SH, MH Panitera Pengganti IV/a s2
28. Eliya Margarita SH.MH Panitera Pengganti IV/a s2
29. Baheramsyah SH.MH Panitera Pengganti IV/a s2
30. Eka Susanti, SH Panitera Pengganti 111/d s1
31. Tumrap SH Panitera Pengganti II1/d S1
32. Hj. Jeiny Syahputri SH.MH Panitera Pengganti 111/d S2
33. Siti Nur Syamsiah Basri SH Panitera Pengganti 111/d s1
34. Mainila, SH Panitera Pengganti 111/d s1
35. M Gufiyamin S.H. Panitera Pengganti 111/d 51
36. M. Wiradarma, SH Panitera Pengganti 111/d s1
37. Maseha $.50s.SH Panitera Pengganti I11/d s1
38. Aripin SH Panitera Pengganti 111/d s1
39. Barto SH Panitera Pengganti 1I1/d Ss1
40. H. Fahrurrozi SH Panitera Pengganti 111/d S1
41. Dharmawan SH Panitera Pengganti II1/d 31
42. Jeanny Hendriany Yulita SH Panitera Pengganti 111/d Ss1
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43. Yelvi SH Panitera Pengganti III/d S1
44. Junaidi Perkasa SH Panitera Pengganti III/d S1
45. Hj. Rustiati SH Panitera Pengganti III/d S1
46. Sriyanti S.H. Panitera Pengganti III/d S1
47. Bainal Hakim SH Panitera Pengganti III/d S1
48. Muhamad Soleh, SH Panitera Pengganti III/d s
49. Nurayfa SH Panitera Pengganti III/d s
50. Eka Firdanita SH.MH Panitera Pengganti III/d S2
51. Suhanda SH Panitera Pengganti III/c s
52. Luktiono SH Juru Sita III/d S1
53. Chandra Guftha Oktaviano ST Juru Sita I1I/c S1
54. Atik KartiniSH Juru Sita Pengganti I1I/c S1
55. Ineke Deli Yanti S.H. Juru Sita Pengganti I1I/c S1
56. Fitria Nurlita S.Kom.MM Juru Sita Pengganti I1I/c S2
57. Abdul Hakim SH Juru Sita Pengganti IIl/c S1
58. Ratih Hairani SH Juru Sita Pengganti III/c S1
59. Meri Febri Yanti Juru Sita Pengganti III/b S1
60. Marlita Gustina SE Juru Sita Pengganti III/b S1
61. Rahmad Tri Febrian SH Juru Sita Pengganti IIl/a S1
62. Agus Purnomo. S.Kom Juru Sita Pengganti IIIfa S1
63. Nain Meitulu, SH Kepala Bagian Umum Iv/a S1
64. Olivia Terisia S.H. KaSub. Kepegawaian, Iv/a S1
Organisasi & Tata
65. Dewi Clara Thursida, SH.MH Laksana IV/a S2
KaSub. Tata Usana &
66. Zwesti Damayana $.Kom.MH Keuangan I1/c S2
KaSub. Perancanaan TI
67. Agustan, SH & Pelaporan 11I/d s1
68. Robekka SE Staf TU & Keuangan II/c s1
69. Debby Corazona Pratiwi SE Staf Perdata 1II/c s1
70. Triana Dian Nisa, S.Kom. Staf TU dan Keuangan II/b S1
71. Marita Citra Agita, S.H. Staf II/b S1
72. Ayu Mayasari Irine Putri , S.E. Staf III/a S1
73. Ria Oktaviana.Amd Bendahara III/a D3
74. Muhammad Yamin Arif Staf TU & Keuangan II/b SLTA
75. Bambang Gunawan Staf Pidana II/a SLTA
Staf
3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
1. Mimi Haryani, S.H. Ketua V/b S1
2. Imam Santoso, S.H. Wakil Ketua V/b S1
3. Siti Yuristiya Akuan, SH.,MH. Hakim Iv/a S2
4. Hendri Agustian S.H, M.Hum. Hakim II1/d S2
5. Dian Triastuty, S.H. Hakim III/d S1
6. Tatap Urasima Situngkir, S.H. Hakim III/d S1
7. Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H. Hakim III/d S2
8. Indra Lesmana Karim, S.H. Hakim III/d S1
9. Syahreza Papelma S.H, M.H. Hakim III/d S2
10. Yopy Wijaya S.H. Hakim III/d S1
11. Ferdinal doHendrayul B S.H., M.H Hakim III/d S2
12. Yulia Marhaena, S.H. Hakim III/d S1
13. Nasib Sagala, SH Panitera Iv/a S1
14. Ponijan S.H. Sekretaris III/d S1
15. Zainal Abidin, S.So0s. Panitera Muda Perdata III/d s
16. Shofwan, S.H. Panitera Muda Pidana III/d S1
17. Helni Aryadi S.H, M.H. Panitera Muda Hukum III/d S2
18. Marlinawati Panitera Pengganti III/c SLTA
19. Ahmad Irfansyah S.H. Panitera Pengganti III/c s1
20. Rahmad Wahyudi, SH Panitera Pengganti III/b S1
21. Boy Hendra Kusuma S.H. Panitera Pengganti III/b S1
22. Emi Huzaimah, A.Md. Panitera Pengganti III/b D3
23. Alkautsari Dewi Adha, A.mMd. Panitera Pengganti III/b D3
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24. Edi Sfendi Juru Sita I1I/c SLTA
25. Rusman Edwar S.,Kom Juru Sita III/a S1
26. Syamsiah Dusu Juru Sita Pengganti III/b S1
27. Yosrizal, S.H Juru Sita Pengganti IIl/a S1
28. Roby Pratama, A.mMd. Juru Sita Pengganti IIIfa D3
29. Rusmiati KaSub. Kepegawaian III/d s
Ortala
30. Mulyati, 5.50s. KasSub Umum & III/d S1
Keuangan
31. Anderiansyah S.Kom. KasSub PTIP III/c S1
32. Dewi Setiawati S.H., M.H. Staf PIdana 1II/c s2
33. Rr. Shandy Satyo Asih, S.E. Staf Umum & Keuangan III/c Ss1
34. Sariyan Staf Pidana II/b SLTA
35. Leni Sartika, A.Md. Staf III/a D3
36. Ardi Staf IIl/a SLTA
37. Riska Gita Anggraini, S.H. Analis Perkara Peradilan 1Il/a si
38. Roli Rahmadya, A.Md. Staf 1I/d D3
39. Sarah Attachirah, A.Md.T. Pengelola Sistem dan II/¢ D3
Jaringan
4. Pengadilan Negeri Sekayu
1. Hendra Halomoan, SH.MH Ketua Iv/a S2
2. Iriaty Khairul Ummah, SH Wakil Ketua IvV/a S1
3. ChristoffelHarianja S.H. Hakim III/d Sl
4. Tyas Listiani S.H.,M.H. Hakim III/d S2
5. Andy Wiliam Permata S.H. Hakim III/d S1
6. Rizkiansyah SH Hakim III/c S1
7. Muhammad Hadli, S.H., M.H. Panitera IV/a S2
8. Ressy Mirliana Sari S.H. Sekretaris III/d S1
9. Rendy Hermana S.H Panitera Muda Perdata I1I/c S1
10. Ahmad Letondot Basarin S.H. Panitera Muda Pidana I1I/c S1
11. Wahyu Agus Susanto SH, MH Panitera Muda Hukum I1I/c S2
12. Fakhrizal, S.Kom.,SH Panitera Pengganti III/d S1
13. Bambang Hermanto S.H. Panitera Pengganti III/d s
14. Yusman Pasya S.H. Panitera Pengganti III/d s
15. Marina Wijayasari S.H. Panitera Pengganti III/c s
16. Hadi Ramansyah S.H Panitera Pengganti III/c S1
17. Widya Susitawati S.TP, S.H. Panitera Pengganti III/c s
18. Beny Herlambang S.H. Panitera Pengganti I1I/c S1
19. Idham Pratama S.H. Panitera Pengganti III/b S1
20. Melly Norviana, A.Md. Juru Sita IIIfa D3
21. Ridha Al Haj A.Md. Juru Sita Pengganti IIIfa D3
22. Andrianto Fachrizal, S.Kom. KaSub. PTIP I1I/c S1
23. Sahruri S.Kom. KaSub Umum & III/e s1
Keuangan
24. Shandiwuri Sunkar S.H., M.H. KaSub. Kepegawaian III/b S2
ORTALA
25. Nurul Fathiyah S.Kom. Staf Umum & Keuangan III/b S1
26. Gerry Putra Suwardi, S.H. Calon Hakim III/b S1
27. Muhamad Novrianto, S.H. Calon Hakim III/a S1
28. Indraresta Oktafina Maharani, S.H. Calon Hakim IIIfa S1
29. Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. Calon Hakim III/a S2
30. Erdha Octarina, A.Md. Staf PTIP IIl/a D3
31. Fatma Oktaviana, S.E. Analis SDM III/a S1
32. Budiman Staf Umum & Kuangan IIl/a SLTA
5. Pengadilan Negeri Kayuagung
1. Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H. Ketua Iv/a S2
2. Lina Safitri Tazili, S.H Hakim 1II/d S1
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3. Resa Oktaria S.H., M.H Hakim III/d S2
4. Irma Hani Nasution S.H., M.Hum Hakim III/d S2
5. Firman Jaya S.H Hakim III/d S1
6. Hendri Kustian, S.H. Panitera III/d S1
7. Sarpedi SH Sekretaris I1I/c S1
8. Abu Bakri S.H Panitera Muda Perdata IIl/d S1
9. Yusman S.H Panitera Muda Pidana IIl/d S1
10. Alamsyah S.H Panitera Muda Hukum III/d S1
11. Dory Hoswinda Sari S.T., S.H. Panitera Pengganti III/c s
12. Maulana Malik S.H Panitera Pengganti III/c s
13. Irma Yulaini S.H Panitera Pengganti I1I/c S1
14. Mia Sari SE.SH Panitera Pengganti I1I/c S1
15. Reka Budhy Inaning Asmara S.H Panitera Pengganti I1I/c S1
16. Candra Dewi S.H Panitera Pengganti I1I/c S1
17. Darlian Tulup Putra, S.H Panitera Pengganti III/b S1
18. Rosi Kurniady S.H. Panitera Pengganti IIl/a S1
19. Mashuri Juru Sita II/c SLTA
20. Muhamad Adryansyah, S.H Juru Sita Pengganti IIl/a s1
21. Amiri KaSub. PTIP IIT/e SLTA
22. Eva Agustina S.I.P KaSub. Kepegawaian I1I/c S1
ORTALA
23. Wenny Ambar Sari S.H KaSub. Umum & III/b S1
24. Majidah S.Kom keuangan I1I/c S1
25. Ranisafitsila Yudhismazerona Bepein, Staf III/b S1
S.E. Staf
26. Mathyas Adinata, S.H. Staf Perdata III/b s
27. Hermawan Agustian, S.SI. Staf PTIP III/b S1
28. Indah Wijayati, S.H., M.Kn Calon Hakim IIl/a S2
29. Anisa Lestari, S.H. M.KN. Calon Hakim IIl/a S2
30. Yuri Alpha Fawnia, S.H. Calon Hakim III/a S1
31. Eva Rachmawaty, S.H. Calon Hakim IIIfa S1
32. Tribrata Sandri, S.E. Analis SDM Aparatur IIIfa S1
33. Abdul Hapiz Staf IIIfa SLTA
6. Pengadilan Negeri Muara Enim
1. Akhmad Nakhrowi Mukhlis S.H. Ketua IV/a S1
2. Elvin Adrian, S.H., M.H. Wakil Ketua IV/a S2
3. Rio Nazar S.H., M.H. Hakim IIl/d S2
4. Arpisol SH Hakim III/d S1
5. Dedek Agus Kurniawan S.H., M.H. Hakim III/d S2
6. Haryanto Das at S.H Hakim III/d S1
7. Hartati S.H. Hakim I1I/c S1
8. Darmawati S.H. Panitera III/d S1
9. Syaifullah S.E., M.M. Sekretaris IIl/c 52
10. Dedy Sohaidi, S.H., M.H. Panitera Muda Perdata III/c S2
11. Arman, S.H. Panitera Muda Pidana III/c S1
12. Bambang Sugeng Riyadi S.H. Panitera Muda hukum III/c S1
13. Gloria Rice Erica S.E. Panitera Pengganti III/d S1
14. Alexander Pratama Hutajulu S.H. Panitera Pengganti III/c S1
15. Yessi Ervina S.H. Panitera Pengganti I1I/c 51
16. Efendi Sulistiyo S.T., S.H. Panitera Pengganti III/b S1
17. Figri Adriansyah S.H. Panitera Pengganti III/b S1
18. Andrey Syah Wijaya, S.H. Panitera Pengganti III/b s
19. Al Ihsan Alamsyur, S.H. Panitera Pengganti III/b S1
20. Jimmy Oktavianus A.Md. Juru Sita Pengganti IIl/a D3
21. Yurika Ariani, S.T. KaSub. PTIP III/c S1
22. Hendrik S.H. KaSub. Kepegawaian & III/c s
ORTALA
23. A Mahbub Ulhag S.E. KaSub. Umum & I1I/c S1
Keuangan
24. Ary Ferry Pratama S.H. Staf Umum & Keuangan III/c Ss1
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25. Sukarmin S.IP. Staf Pidana III/b S1
26. Kms Muhammad Amin S.H. Staf Umum & Keuangan III/b S1
27. Provita Justisia, S.H. Calon Hakim IIIfa S1
28. Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H. Calon Hakim IIl/a S1
29. Sera Ricky Swanri S, S.H. Calon Hakim IIIfa S1
30. Ester Meriyanti Sinaga, S.E. Analis SDM Aparatur III/a s
31. Aldi Naradwipa Simamora, S.H. Calon Hakim IIl/a s
32. Heriyanto Bendahara II/b SLTA
Z: Pengadilan Negeri Baturaja
1. Dennie Arsan Fatrika S.H. Ketua IvV/b s1
2. Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H. Wakil ketua IV/a S2
3. Dedilrawan, SH.MH Hakim III/d S2
4. Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. Hakim 11I/c S2
5. Ferri Irawan, S.H., M.H. Hakim I1I/c S2
6. Rivan Rinaldi, S.H. Hakim III/c s
7. Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. Hakim I1I/c S2
8. Abunawas S.H. Panitera IIl/d S1
9. Dwi Joko Handoyo S.H. Sekretaris III/d S1
10. Dra.Rosanah M.H. Panitera Muda Perdata IIl/d S2
11. Saiful Amri S.H. Panitera Muda Pidana III/d S1
12. Amirullah S.H. Panitera Muda hukum IIl/d S1
13. Ismayati S.E. Panitera Pengganti III/d S1
14. Parmono S.H. Panitera Pengganti I1I/c 51
15. Thaheri Panitera Pengganti I1I/c SLTA
16. Suaibatul Islamiyah Panitera Pengganti I1I/c SLTA
17. Mujiante S.H. Panitera Pengganti III/b S1
18. Rina Silviana, S.H., M.H. Panitera Pengganti III/b S2
19. Ahmad Sulaiman, S.H. Juru Sita III/c S1
20. Evi Yulianti S.E. Juru Sita Pengganti IIl/a S1
21. Octo Tridiansyah Juru Sita Pengganti IT/d SLTA
22. Fitrika Juru Sita Pengganti 1I/d SLTA
23. Hendra Gunawan Saputra S.Kom. KaSub. PTIP 11I/c S1
24. Muhammad Albar S.E. KaSub. Umum & I1I/c S1
Kuangan
25. Neti Noprika Santi A.Md KaSub. Kepegawaian III/a D3
ORTALA
26. Neli Panca Rini Redi, S.Pi., M.M. Staf PTIP IV/a S2
27. Mila Kurnia Rahma, S.H. Staf III/b s
28. Dwi Bintang Satrio, S.H Calon Hakim III/a s
29. Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. Calon Hakim IIl/a s
30. Erwin Tri Surya Anandar, S.H. Calon Hakim IIIfa S1
31. Salihin Ardiansyah, S.H. Calon Hakim IIIfa S1
32. Balian Staf Kepegawaian II/c SLTA
ORTALA
33. Kusmanto Staf II/a SLAT
8. Pengadilan Negeri Lahat
1. Yoga Dwi Ariastomo Nugroho S.H., M.H. Ketua IV/a 52
2. Jimmy Maruli, S.H., M.H. Wakil ketua III/d S2
3. Verdian Martin S.H. Hakim III/d S1
4. Dicky Syarifudin S.H.M.H Hakim 11I/c S2
5. Ahmad Renardhien S.H Hakim I1I/c S1
6. Saiful Brow S.H. Hakim I1I/c S1
7. Mahartha Noerdiansyah, S.H. Hakim III/c s
8. Shelly Noveriyati, S S.H. Hakim III/c s
9. Muhamad Hasymi, S.H. Panitera III/d S1
10. Sadat Prayudi, S.H. Sekretaris III/d s
11. Alia Desnani S.H., M.M. Panitera Muda Perdata IV/a S2
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12. Dahlan S.H., M.M. Panitera Muda Pidana I1I/c S2
13. Herman Panitera Muda Hukum III/b S1
14. Mastiah S.H., M.M. Panitera Pengganti III/d S2
15. Haryanto S.H. Panitera Pengganti III/c S1
16. Lisza Ayumasdaria, S.H Panitera Pengganti I1I/c S1
17. Mahmud S.H. Panitera Pengganti III/b s
18. Sudarwan S.H. Panitera Pengganti III/b s
19. Hindrawansyah Juru Sita III/b SLTA
20. Agus M. Ali Tuyono Juru Sita Pengganti II/b SLTA
21. Syahreza Pahlevi Juru Sita Pengganti II/b SLTA
22. Septian Krisna Dinata, S.Kom., M.Kom. KaSub. PTIP III/b S2
23. Piter Juliansyah, S.H. KaSub. Kepegawaian III/b S1
ORTALA
24. Dedi Sucipto, A.mMd. KaSub. Umum & III/b D3
Kuangan
25. Mirawati, S.Kom., M.M. Staf 11/ 52
26. Chrisinta Dewi Destiana, S.H. Calon Hakim III/a S1
27. Muh. Nadzir Idrus, S.Psi. Analis SDM 1174 S1
28. Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. Calon Hakim III/a S1
29. Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. Calon Hakim III/a S1
30. Liga Saplendra Ginting, S.H. Calon Hakim III/a S1
31. Gina Rufagoh Yemada A.Md. Staf Umum & Keuangan 1I/d D3
32. Muhammad Syamsul Bachri Staf II/c SLTA
33. Neni Triana Staf Umum & Keuangan II/b SLTA
. Pengadilan Negeri Prabumulih
1. Anak Agung Oka Parama Budita G, Ketua IV/a S2
SH.MH.
2. Titis Tri Wulandari, SH., S.Psi., MHum Wakil Ketua Iv/a S2
3. Denndy Firdiansyah S.H. Hakim III/d S1
4. Yudi Dharma S.H., M.H. Hakim III/d S2
5. TriLestari S.H. Hakim I1I/c S1
6. Ramli, S.H., M.H. Panitera Iv/a S2
7. Patra Sukma S.Kom., S.H., M.H. Sekretaris III/d S2
8. Ferry Irawan S.H., M.H. Panitera Muda Perdata IV/a S2
9. A Hairun Yulasni, S.H Panitera Muda Pidana III/d s
10. Mohd Sobirin, S.H. Panitera Muda Hukum III/c S1
11. Mirsya Wijaya Kusuma, S.H. Panitera Pengganti III/c s
12. Iwan Stiawan S.T., S.H. Panitera Pengganti I1I/c S1
13. Isnata Takasuri S.H. Panitera Pengganti I1I/c S1
14. Eva Erliza.za S.H. Panitera Pengganti I1I/c S1
15. Nurmalya Sinambela, S.H Panitera Pengganti III/b S1
16. Suwarman, SH Panitera Pengganti IIIfa S1
17. Doli Ardiansyah S.H. Juru Sita III/c S1
18. Hikmawati S.H. Juru Sita Pengganti III/b S1
19. Yuliansyah S.H. Juru Sita Pengganti III/b S1
20. Rizki Jumadi Akbar A.Md. Juru Sita Pengganti IIl/a D3
21. Muhammad Dzia Ulhaq S.E. KaSub. Kepegawaian IIl/c S1
ORTALA
22. M Kamilsetiadi S.T. KaSub. Umum & I1I/c S1
Kuangan
23. Kemas Hendra S.Kom. KaSub. PTIP III/b S1
24. Nova Paramita S.H. Calon Panitera Pengganti III/b s1
25. A Aulia Rahman, S.H. Calon Hakim III/a S1
26. Deswina Dwi Hayanti, S.H. Calon Hakim IIl/a S1
27. Norman Mahaputra, S.H. Calon Hakim III/a S1
28. Indah Yuli Kurniawati, S.H Calon Hakim III/a S1
29. St. Muthiah Rahmania Napian, S.E. Analis Kepegawaian IIIfa S1
10. Pengadilan Negeri Pagaralam
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1. Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.MH Ketua V/a S2
2. Muhamad Martin Helmy S.H.,M.H. Wakil Ketua IV/a S2
3. Agung Hartato S.H.MH Hakim 11I/c S2
4. Raden Anggara Kurniawan S.H.MH Hakim III/c S2
5. Deni Syafril SH Panitera III/d S1
6. Rionaldo Sahat Sigalingging S.Kom. Sekretaris III/c s
7. Armen, A.Md Panitera Muda Perdata III/c D3
8. Derry Tauhid S.H. Panitera Muda Pidana III/c S1
9. Brendy Sutra S.H. Panitera Pengganti III/b s
10. A. Elizabeth S.H. Panitera Pengganti III/b s
11. Hariyansah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti III/a S2
12. Jamal Paiko Juru Sita 1I/d S1
13. Likwanyu Juru Sita II/c SLTA
14. Diah Alam Sari S.Psi. KaSub. Kepegawaian I1I/c S1
ORTALA
15. Alimron Dwi Putra S.E. KaSub. Umum & IIT/c S1
Kuangan
16. Sigit Prismariandi Wicaksono S.H. KaSub. PTIP III/b S1
17. Enrik Pedi Endora, S.H., M.M. Panitera Muda Hukum III/c S2
18. Eduward Afrianto Sitohang, S.H. Calon Hakim III/a S1
19. Fery Ferdika Siregar, S.H. Calon Hakim III/a S1
20. Subur Eko Prasetyo, S.H. Calon Hakim 1II/a S1
21. Rionaldo Fernandez Sihite, S.H. Calon Hakim 1II/a S1
22. Metha Ryzgha Aysyah, S.Psi. Analis SDM Aparatur 1II/a s1
11. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
1. Yudi Noviandri S.H.,M.H Ketua IV/a S2
2. Silvi Ariani, S.H. Wakil Ketua IV/a Sl
3. Bayu Adhypratama, SH., MH Hakim I1I/c S2
4. Dwi Novita Purbasari, .SH Hakim I1I/c S1
5. M Alwi, S.H. Hakim I1I/c 51
6. Yusuf, S.H. Panitera 1II/d S1
7. Endang Efendi, S.E., M.M. Sekretaris I1I/c S2
8. Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H Panitera Muda Hukum III/d S2
9. Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H. Panitera Muda Perdata III/c S2
10. Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H. Panitera Muda Pidana III/b s
11. Mira Aryani, S.H Panitera Pengganti III/c S1
12. Hadi Candra, S.H. Panitera Pengganti III/c s
13. Fitriani, S.H. Panitera Pengganti III/b S1
14. Yudi Adrian Saputra, S.H. Panitera Pengganti III/b S1
15. Mardhiyan Saputra, A.mMd. Juru Sita IIIfa D3
16. Muhammad Iman Septian, S.Ip KaSub. Kepegawaian I1I/c S1
ORTALA
17. Dwi Indah Resalina, SH KaSub. PTIP III/c S1
18. Rahmat Juniansyah KaSub. Umum & III/b SLTA
Kuangan
19. R.A. Mariska Dewi, S.H. Staf Hukum III/b s1
20. Endang Azhari Staf Umum & Keuangan III/b SLTA
21. Indri Muharani, S.H. Calon Hakim IIl/a S1
22. Nadia Septianie, S.H. Calon Hakim III/a S1
23. Yessi Oktarina, S.H. Calon Hakim IIIfa S1
24. Arie Septi Zahara, S.H. Calon Hakim III/a S1
25. Titis Ayu Wulandari, S.H. Calon Hakim IIl/a s
26. Syarifa Yana, S.H. Calon Hakim III/a S1
27. Quinta Lestari, S.H. Calon Hakim IIl/a s
28. Juwita Daningtyas, S.H. Calon Hakim IIl/a S1
29. Ayu Cahyani Sirait, S.H. Calon Hakim IIl/a s
30. Muhammad Budi Kurniawan, S.H. Analis Perkara Peradilan IIIfa S1
31. Mutiara Saputri, S.E. Analis SDM Aparatur III/a S1
32. M. Budianto, S.E. Staf Perdata IIIfa S1
33. Zulpan Aryanto Staf II/c SLTA
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34. Desti Dwi Amanda, A.Md.

35. Era Usthi Anggraini

Pengelola Sistem dan
Jaringan
Staf Pidana

II/c

II/c

D3

SLTA

Tabel III.A.1

Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri

Se-Sumatera Selatan

1. Mutasi
Mutasi adalah perpindahan tugas seorang pimpinan/hakim/pegawai dari satu
tempat ketempat tugas yang baru dalam posisi jabatan yang tetap.
No Satuan Kerja Jabatan Lama Jabatan Baru Ket
1. Pengadilan Tinggi Palembang
1. M. ARSYAD SUNDUSIN, SH HAKIM TINGGI PT. | HAKIM TINGGI TPM HAKIM
PALEMBANG PT. MAKASSAR TGL. 28 MARET
2019
2. SOLAHUDDIN, SH, MH HAKIM TINGGI PT. | HAKIM TINGGI PT. | TPM HAKIM
PALEMBANG BANTEN TGL. 28 MARET
2019
3. DARNO, SH, MH PANITERA PANITERA TPM
PENGGANTI PT. PENGGANTI PT. KEPANITERAAN
PALEMBANG MAKASSAR TGL. 29 JULI
2019
4. RUMINTANG, SH, MH HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI TPM HAKIM TGL.
PT. PALEMBANG PT. PEKANBARU 10 SEPTEMBER
2019
5. BAHTERA PERANGIN-ANGIN, HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI TPM HAKIM TGL.
SH, MH PT. PALEMBANG PT. MEDAN 10 SEPTEMBER
2019
6. Dr. HERDI AGUSTEN, SH, MH HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI PT. | TPM HAKIM TGL.
PT. PALEMBANG JAKARTA 10 SEPTEMBER
2019
7. Dr. H. ZULFAHMI, SH, M.Hum. HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI TPM HAKIM TGL.
PT. PALEMBANG YUSTISIAL 10 SEPTEMBER
BALITBANG DIKLAT | 2019
8. AMAN BARUS, SH, MH HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI PT. | TPM HAKIM TGL.
PT. PALEMBANG BANDUNG 10 SEPTEMBER
2019
2. Pengadilan Negeri Palembang
1. YOSDI, SH HAKIM PN. HAKIM PN. TPM HAKIM TGL.
PALEMBANG JAKARTA SELATAN | 10 SEPTEMBER
2019
2. AKHMAD SUHEL, SH HAKIM PN. HAKIM PHN. TPM HAKIM TGL.
PALEMBANG JAKARTA SELATAN | 10 SEPTEMBER
2019
TPM
3. HAMIN ACHMADI, SH, MH PANITERA PN. PANITERA PN. KEPANITERAAN
PALEMBANG JAKARTA BARAT TGL. 29 JULI
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4. SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, HAKIM PN. HAKIM TINGGI PT. TPM. HAKIM TGL.
SH PALEMBANG JAYAPURA 28 MARET 2019
5. BERTON SIHOTANG, SH, MH HAKIM PN. HAKIM TINGGI PT. TPM. HAKIM TGL.
PALEMBANG KENDARI 28 MARET 2019
6. SAIMAN, SH, MH HAKIM PN. HAKIM PN. TPM. HAKIM TGL.
PALEMBANG SUKOHARJIO 28 MARET 2018
7. POPOP RIZANTA TIRTA HAKIM PN. HAKIM PN. SERANG | TPM. HAKIM TGL.
KOESOEMAH, SH, MH PALEMBANG 28 MARET 2019
HAKIM PN. HAKIM PN. TPM. HAKIM TGL.
8. ZULKIFLI, SH, MH PALEMBANG JAKARTA SELATAN 28 MARET 2019
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
1. ALIMIN RIBUT SUJONO, SH, MH KPN. LUBUK KPN. BANTUL TPM. HAKIM TGL.
LINGGAU 28 MARET 2019

Pengadilan Negeri Sekayu

1. AHMAD LETONDOT BASARIN, PANMUD HUKUM PANMUD PIDANA HASIL RAPAT
SH, MH PN. SEKAYU PN. SEKAYU KEPANITERAAN
TGL. 18 JAN 2019
2. WAHYU AGUS SUSANTO, SH, MH | PANITERA PANMUD HUKUM HASIL RAPAT
PENGGANTI PN. PN. SEKAYU KEPANITERAAN
SEKAYU TGL. 18 JAN 2019
3. KIAGUS MUSLIM ISMAIL, SH PANITERA PANITERA HASIL RAPAT
PENGGANTI PN. PENGGANTI PN. KEPANITERAAN
SEKAYU PANGKALAN BALAI TGL. 18 JAN 2019
4. IMAM SANTOSO, SH KPN. SEKAYU WKPN. LUBUK TPM HAKIM TGL.
LINGGAU 10 SEPTEMBER
2019
2. ARRTWIDIATHMANG, SH KPN. PAGARALAM WKPN. TPM HAKIM TGL.
PURWAKARTA 10 SEPTEMBER
2019
Pengadilan Negeri Kayuagung
1. MIRA ARYANI, SH PANITERA PANITERA HASIL RAPAT
PENGGANTI PN. PENGGANTI PN. KEPANITERAAN
KAYUAGUNG PANGKALAN BALAI TGL. 18 JAN 2019
2. WIWID PUJI WAHYUNINGSIH, PELAKSANA PELAKSANA PN. HASIL RAPAT
S.T SUBBAG KARAWANG TELAAH PINDAH
KEPEGAWAIAN DAN TUGAS TENAGA
ORTALA PN. KESEKRETARIATA
KAYUAGUNG N TGL. 29 JAN
2018

Pengadilan Negeri Muara Enim

1. SHOFWAN, SH

2. ANTONIUS SUANIE, SH, MH

PANMUD HUKUM
PN. MUARA ENIM

PANMUD PERDATA

PANMUD PIDANA
PN. LUBUK
LINGGAU

PANMUD PERDATA

HASIL RAPAT
KEPANITERAAN
TGL. 18 JAN 2019

HASIL RAPAT

Pelnl Kegi

Loy
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PN. MUARA ENIM

PN. SERANG

KEPANITERAAN
TGL. 18 JAN 2019

7. Pengadilan Negeri Baturaja
1. RIMA WULANTI MOSII, A.Md PELAKSANA PELAKSANA PADA HASIL RAPAT
KEPANITERAAN BIRO UMUM TELAAH PINDAH
PIDANA PN. MAHKAMAH AGUNG | TUGAS TENAGA
BATURAJA RI KESEKRETARIATA
N TGL. 29 JAN
2019
8. Pengadilan Negeri Lahat
1. ENRIK PEDI ENDORA, SH, MM PANITERA PANMUD HUKUM HASIL RAPAT
PENGGANTI PN. PAGARALAM KEPANITERAAN
PN. LAHAT TGL. 18 JAN 2019
9. Pengadilan Negeri Prabumulih
10. | Pengadilan Negeri Pagaralam
= [ = 2
11. | Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
1. YULIANTO, SH PANMUD PIDANA PANITERA TPM
PN. PANGKALAN PENGGANTI PT. KEPANITERAAN
BALAI PALEMBANG TGL. 03 JULI
2019
Tabel III.A.2
Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mutasi
2. Promosi
Promosi adalah perpindahan Hakim/Pegawai ke Jabatan yang lebih tinggi atau
perpindahan ke Pengadilan yang kelas atau tipe yang lebih tinggi.
No Satuan Kerja Jabatan Lama Jabatan Baru Ket
1. Pengadilan Tinggi Palembang
2. Pengadilan Negeri Palembang
1. KAMIJON, SH HAKIM PN. WKPN. MUNGKID TPM. HAKIM TGL.
PALEMBANG 28 MARET 2019
2. FAKHRIZAL, SH JSP PN. PANITERA TPM
PALEMBANG PENGGANTI PN. KEPANITERAAN
SEKAYU TGL. 03 JULI
2019
3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
1. HARMEN, SH PANMUD PIDANA PANITERA PN. HASIL RAPAT
PN. LUBUK KEPAHIANG KEPANITERAAN
LINGGAU TGL. 18 JAN 2019
2. EMI HUZAIMAH, A.Md STAF PN. PANITERA TPM
LUBUK LINGGAU PENGGANTI PN. KEPANITERAAN
LUBUK LINGGAU TGL. 03 JULI
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3. MIMI HARYANI, SH

WKPN.
LUBUK LINGGAU

KPN. LUBUK
LINGGAU

2019

TPM. HAKIM TGL.
28 MARET 2019

Pengadilan Negeri Sekayu

1. DEDY SOHAIDI, SH, MH PANITERA PANMUD HUKUM HASIL RAPAT
PENGGANTI PN. MUARA ENIM KEPANITERAAN
PN. SEKAYU TGL. 18 JAN 2019
2. ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, PANITERA PANMUD PIDANA TPM
SH PENGGANTI PN. PN. PANGKALAN KEPANITERAAN
SEKAYU BALAI TGL. 03 JULI
2019
JURUSITA
3. MELLY NOVRIANA, A.Md PENGGANTI JURUSITA
PN. SEKAYU PN. SEKAYU TPM
KEPANITERAAN
TGL. 03 JULI
2019
Pengadilan Negeri Kayuagung
1. NURMALYA SINAMBELA, SH STAF PN. PANITERA TPM
KAYUAGUNG PENGGANTI PN. KEPANITERAAN
PRABUMULIH TGL. 03 JULI
2019
2. HARIYANSYAH, SH JSP PN. PANITERA
KAYUAGUNG PENGGANTI PN.
PAGARALAM TPM
KEPANITERAAN
3. MASHURI JURUSITA JURUSITA PN. TGL. 03 JULI
PENGGANTI KAYUAGUNG 2019
PN. KAYUAGUNG
4. EDDY DAULATTA SEMBIRING, WKPN. KPN. KAYUAGUNG TPM
SH, MH KAYUAGUNG KEPANITERAAN
TGL. 03 JULI
2019
TPM HAKIM TGL.
10 SEPTEMBER
2019
Pengadilan Negeri Muara Enim
1. BAMBANG SUGENG RIYADI, SH PANITERA PANMUD PERDATA HASIL RAPAT
PENGGANTI PN. MUARA ENIM KEPANITERAAN

PN. MUARA ENIM

TGL. 18 JAN 2019

2. DEDY SOHAIDI, SH PANMUD HUKUM PANMUD PERDATA TPM
PN. MUARA ENIM PN. MUARA ENIM KEPANITERAAN
TGL. 03 JULI
3. JAMAL PAIKO JURUSITA JURUSITA PN. 2019
PENGGANTI PN. PAGARALAM
MUARA ENIM TPM
KEPANITERAAN
TGL. 03 JULI
2019
Pengadilan Negeri Baturaja
1. NETI NOPRIKA SANTI, A.mMd PELAKSANA PN. KASUBBAG HASIL RAPAT
BATURAJA KEPEGAWAIAN DAN | PROMOSI DAN
ORTALA PN. MUTASI TENAGA
BATURAJA KESEKRETARIATA
N TGL. 24 MEI
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2. ALIDIN, SH PANMUD PANITERA PN.
PERDATA PN. MUARA BULIAN TPM
BATURAJA KEPANITERAAN
TGL. 03 JULI
3. Dra. ROSANAH PANITERA PANMUD PERDATA 2019
PENGGANTI PN. PN. BATURAJA
BATURAJA
TPM
4. ADE SOFIAN, SH, MH HAKIM PN. HAKIM YUSTISIAL KEPANITERAAN
BATURAJA PT. TGL. 03 JULI
TANJUNGKARANG 2019
TPM. HAKIM TGL.
28 MARET 2018
8. Pengadilan Negeri Lahat
1. ANDREY SYAH WIJAYA, SH STAF PN. LAHAT PANITERA HASIL RAPAT
PENGGANTI PN. KEPANITERAAN
MUARA ENIM TGL. 18 JAN 2019
9. Pengadilan Negeri Prabumulih
10. | Pengadilan Negeri Pagaralam
1. MUHAMMAD SOLEH, SH WAKIL PANITERA | PANITERA PN. HASIL RAPAT
SAROLANGUN KEPANITERAAN
TGL. 18 JAN 2019
2. A.ELIZABETH, SH STAF PN. PANITERA TPM
PAGARALAM PENGGANTI PN. KEPANITERAAN
PAGARALAM TGL. 03 JULI
2019
11. | Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Tabel III.A.3
Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendapatkan mutasi
3. Pensiun
No Satuan Kerja Nama Jabatan TMT Pensiun Ket
1 Pengadilan Tinggi 1. MARHALAM PURBA, SH, HAKIM TINGGI 01 JUNI 2019 YBS
Palembang MH 01 DES 2019 MENINGGAL
PANITERA PENGGANTI DUNIA
2. M. RUSLAN, SH, MH BUP KPP
2 Pengadilan Negeri 1. Y.EFFENDI SALEH, SH, PANMUD PIDANA 01 FEB 2019 YBS
Palembang MH 01 NOV 2019 MENINGGAL
s T R PANITERA PENGGANTI DUNIA
: SH, MH £ BUP KPP
3 Pengadilan Negeri BAKRI PELAKSANA 01 FEB 2019 YBS
Lubuk Linggau MENINGGAL
DUNIA
4 Pengadilan Negeri
Sekayu 5 = #
5 Pengadilan Negeri } } R
Kayuagung
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6 Pengadilan Negeri
Muara Enim - - - -
7 Pengadilan Negeri
Baturaja - - - -
8 Pengadilan Negeri
Lahat 5 2 2 5
o] Pengadilan Negeri
Prabumulih - - - -
10 Pengadilan Negeri
Pagaralam = = g =
11 | Pengadilan Negeri ALFIAN SYAHROWANI BENDAHARA 01 SEP 2019 YBS
Pangkalan balai PENGELUARAN MENINGGAL
DUNIA
Tabel II1.A.4
Jumlah Sumber Daya Manusia yang pensiun
4. Diklat
Secara garis besar Pendidikan dan Pelatihan (diklat) dapat diartikan sebagai
akuisisi dari pengetahuan (Knowlegde), keterampilan (skill), dan sikap (attitude)
yang memampukan manusia untuk mencapai tujuan individu dan organisasi saat
ini dan di masa mendatang, Pendidikan dan Pelatihan sebagai upaya dalam
mengembangkan sumbera daya manusia terutama mengembangkan kemampuan
intelektual dan kepribadian manusia
a. Sumber Daya Teknis yang Mengikuti Diklat
No Satuan Kerja Nama Jenis Diklat Tanggal Diklat Ket
1. Pengadilan Tinggi | 1. Dr. ARTHA Mengikuti FPG Buku | 07 s/d 11 Januari
Palembang THERESIA, SH., MH | Panduan bagi Panitera | 2019
Pengganti/Jurusita
Pengganti
2. PRAMODANA K.K Pelatihan Assesor | 12 s/d 15 Februari
ADMADIJA, SH., MH Pengadilan Tinggi | 2019
3. Dr. ARTHA Tahun Anggaran 2019
THERESIA, SH., MH Training Of Trainers 12 s/d 15 Maret 2019
Program PPC terpadu
Angkatan III
lingkungan Peradilan
Umum seluruh
Indonesia
4. AMIN SUTIKNO, Training Of Trainers | 12 s{d 15 Maret 2019
SH., MH Program PPC terpadu
Angkatan 111
lingkungan Peradilan
Umum seluruh
Indonesia
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5. KUSNAWI MUKHLIS,
SH., MH

Pelatihan SIPP bagi
Pimpinan dan Staf TI
Pengadilan Tingkat
Banding Tahun 2019

27 sfd 29 Maret 2019

6. HENNY MUTIA
ANGGRAINI, SH

Pelatihan SIPP bagi
Pimpinan dan Staf TI
Pengadilan Tingkat
Banding Tahun 2019

27 s/d 29 Maret 2019

7. MUHAMMAD ARSYAD
SUNDUSIN, SH

Diklat
Sertifikasi

Terpadu
Sistem

Peradilan Pidana Anak

07 s/d 17 April 2019

(SPPA) Seluruh
Indonesia
8. KEMAL Diklat Terpadu | 07 s/d 17 April 2019
TAMPUBOLAN, SH., Sertifikasi Sistemn
MH Peradilan Pidana Anak
(SPPA) Seluruh
Indonesia

9. Hj. MIEN
TRISNAWATY, SH.,
MH

Training Of Trainers

Program PPC terpadu

Angkatan 111
lingkungan Peradilan
Umum seluruh
Indonesia

22 sfd 26 Juli 2019

10. Dr. ARTHA
THERESIA, SH., MH

Training Of Trainers

Program PPC terpadu

Angkatan 111
lingkungan Peradilan
Umum Seluruh
Indonesia

22 sfd 26 Juli 2019

11. AMIN SUTIKNO,
SH., MH

Training Of Trainers
Program PPC terpadu

22 s/d 26 Juli 2019

Angkatan III
lingkungan Peradilan
Umum Seluruh
Indonesia
12. Dr.H.ZULFAHMI, Pelatihan lanjutan | 30 September s/d 03

SH., M.Hum TOT Mentoring Leader | Oktober 2018
dan calon Pengajar
Mentoring Leader
13.Hj. MIEN Diklat Sertifikasi | 18 November sfd 01
TRISNAWATY, SH., Hakim Lingkungan | Desember 2019
MH Hidup dan  Hakim
Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

3
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14. TEGUH HARIANTO,

Mengikuti Sosialisasi

25 s.d 27 November

SH., M.Hum Aplikasi E-Court 2019
15.Dr. H. Pelatihan  Sertifikasi | 08 sfd 14 Desember
SOEDARMADII, SH., Media Manajemen | 2019

M.Hum

bagi Ketua Pengadilan
Tingkat Banding
Seluruh Indonesia dan
Hakim Juru Bicara

Pengadilan Banding

16. KUSNAWI MUKHLIS,

SH.,MH

Pelatihan  Sertifikasi
Media
bagi Ketua Pengadilan
Tingkat

Manajemen

Banding
Seluruh Indonesia dan
Hakim Juru Bicara

Pengadilan Banding

08 sf{d 14 Desember
2019

Pengadilan
Negeri
Palembang

1. EFRATA HAPPY
TARIGAN, SH., MH

Pelatihan Teknis
Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan
Kerjasama dengan
Direktorat Jenderal

Pajak Angkatan II

25 sfd 29 Maret 2019

2. YOHANES PAN]I
PRAWOTO, SH., MH

Training Of Mentor II
Gel. I Program PPC
terpadu lingkungan
Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

03 Maret s/d 07
Maret 2019

3. SRIYATMO JOKO
SUNGKOWO, SH
4. SAIMAN, SH., MH

Training Of Mentor II
Gel. I Program PPC
terpadu lingkungan
Peradilan Umum
Seluruh Indonesia

Training Of Mentor II
Gel. I Program PPC
terpadu lingkungan
Peradilan Umum
Seluruh Indonesia

03 Maret s/d 07
Maret 2019

03 Maret s/d 07
Maret 2019

5. YOHANES PANJI
PRAWOTOQ, SH., MH

Training Of Mentor
IITI Gel.I Program PPC
terpadu lingkungan
Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

21 sfd 24 1uli 2019

6. H. AKHMAL SUHEL,
SH

Training Of Mentor
IITI Gel.I Program PPC
terpadu lingkungan
Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

21 s/d 24 Juli 2019

7. ABU HANIFAH, SH.,

Training Of Mentor

21 s/d 24 Juli 2019
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MH

III Gel.I Program PPC
terpadu lingkungan
Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

8. SAID HUSEIN, SH.,
MH

Diklat Pemeriksaan
Bukti Elektronik di
persidangan

kerjasama dengan

kemitraan

02 s/d 06 September
2019

Pengadilan
Negeri Lubuk
Linggau

1. YOPI WIJAYA, SH

Diklat Terpadu
Sertifikasi Sistem
Peradilan Pidana Anak
{SPPA) Seluruh

Indonesia

07 s/d 17 April 2019

2. IMAM SANTOSO, SH

Pelatihan Bekerja
dengan Media Tahun

Anggaran 2019

03 s/d 05 Desember
2019

Pengadilan
Negeri Sekayu

1. TYAS LISTIANI,
SH.,MH

Training Of Mentor II
Gel.2 Program PPC
terpadu lingkungan
Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

12 s/d 16 Maret 2019

2. CHRISTOPHEL
HARIANJA, SH

Training Of Mentor II
Gel.2 Program PPC
terpadu lingkungan
Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

12 s/d 16 Maret 2019

3. RIZKIANSYAH, SH

Training Of Mentor II
Gel.2 Program PPC
terpadu lingkungan
Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

12 s/d 16 Maret 2019

4. TYAS LISTIANI,
SH.,MH

5. CHRISTOPHEL
HARIANJA, SH

Training Of Mentor
III Gel.I Program PPC
terpadu lingkungan
Peradilan Umum
Seluruh Indonesia

Training Of Mentor
IITI Gel.I Pregram PPC
terpadu lingkungan
Peradilan Umum
Seluruh Indonesia

21 s/d 24 Juli 2019

21 s/d 24 Juli 2019

6. RIZKIANSYAH, SH

Training Of Mentor
III Gel.I Program PPC
terpadu lingkungan
Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

21 s/d 24 Juli 2019
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7. IMAM SANTOSO, SH Pelatihan Manajemen | 15 sf/d 29 September
Media Pelatihan | 2019
Bahasa Inggris,
Pelatihan  Mentoring
Leader
8. IMAM SANTOSO, SH Pelatihan lanjutan | 30 September s/d 03

TOT Mentoring Leader

dan Calon Pengajar

Mentoring Leader

Oktober 2019

5 Pengadilan 1. JAROT Pelatihan Manajemen 15 s/d 29 September
Negeri WIDIYATMONQ, SH ; . 2019
Media Pelatihan
Kayuagung
Bahasa Inggris,
Pelatihan Mentoring
Leader
6 Pengadilan 1. A. NAKHROWI Pelatihan Hakim | 18 sfd 19 Oktober
::;—‘::" Muara MUKHLIS, SH dalam Penghapusan | 2019
praktik diskriminasi
bender dengan Un
Women
7 Pengadilan - - -
Negeri Baturaja
8 Pengadilan 1. YOGA D.A Diklat Manajemen | 17 sfd 22 Maret 2019
Negeri Lahat NUGROHO, SH., MH | Resiko bagi Ketua
Pengadilan Tingkat
Pertama Tahun 2019
2. MAHARTHA Pelatihan  Sertifikasi | 22 Juli s/d 06
NOERDIANSYAH, SH | Hakim Perikanan | Agustus 2019
Lingkungan Peradilan
Umum Seluruh
Indonesia
3. YOGAD.A Pelatihan Manajemen | 15 s/d 29 September
NUGROHO, SH., MH Media Pelatihan | 2019
4. YOGADA Bahasa Inggris,
NUGROHQ, SH., MH Pelatihan  Mentoring
Leader
Pelatihan lanjutan 30 September s/d 03
TOT Mentoring Leader | Oktober 2019
dan calon Pengajar
Mentoring Leader
°) Pengadilan 1. AA. OKA PARAMA Mengikuti Crime | 13 Januari s/d 15
Negerl BUDITA GOCARA, Prevention and | Febriari 2019
Prabumulih
SH., MH Criminal Justice
2. TRI LESTARI, SH., Diklat Terpadu 07 s/d 17 April 2019
MH Sertifikasi Sistem
Peradilan Pidana Anak
{SPPA) Seluruh
Indonesia
10 Pengadilan 1. SAUT ERWIN Pelatihan Manajemen | 17 sf/d 22 Maret 2019

Negeri Pagaralam
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HARTONO A.
MUNTHE, SH., MH

Resiko bagi Ketua
Pengadilan Tingkat

pertama

2. SAUT ERWIN
HARTONO A.
MUNTHE, SH., MH

Pelatihan Manajemen | 15 s/d 29 September
Media Pelatihan | 2019

Bahasa Inggris,
Pelatihan  Mentoring

Leader

11

Pengadilan
Negeri Pangkalan
Balai

1. YUDI NOVIANDRI,
SH., MH

Diklat Pemulihan Aset | 02 s{d 6 September
Batch 2019

2. YUDI NOVIANDRI,

Pelatihan Manajemen | 15 s/d 29 September

Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengiktuti dilat teknis

SH., MH Media, Pelatihan | 2019
Bahasa Inggris,
Pelatihan  Mentoring
Leader
Tabel III.A.5

b. Sumber Daya Non Teknis yang Mengikuti Diklat

No Satuan Kerja Nama Jenis Diklat Tanggal Diklat Ket
L. Pengadilan Tinggi |1. HENNY MARINA, STP, Mengikuti kegiatan | 28 Januari s/d 02
Palembang SH Konsolidasi Laporan | Februari 2019
Keuangan MARI  Tahun
2018
. KUSWORO Mengikuti kegiatan | 28 Januari s/d 02
Konsolidasi Laporan | Februari 2019
Keuangan MARI Tahun
2018
. MADYA P. MULYA, SH Diklat Kepemimpinan TK. | 27 Januari s/d 18
IV angkatan XXIV dan Mei 2019
XXV di Padang tahun
anggaran 2019
. EVI YUNIASTHI, A.Md Diklat Fungsional | 17 Februari s/d
Pengangkatan Arsiparis | 19 Maret 2019
Kategori Keterampilan
. ISHAK RIZAL, ST Diklat Manajemen | 18 s/d 22 Maret
Aparatur Sipil Negara | 2019
Angkatan I, II, dan III di
Bogor
6. KHAIRUL. R, SE Diklat Keprotokolan | 18 s/d 22 Maret
Tingkat  Manajerial di | 2019
Bogor
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7. FATMAYENI, S.Kom., Pelatihan Web Design | 22 sf{d 27 April
SH., M.kom Angkatan I dan II Tahun | 2019
2019 di Jakarta
8. VIVI YULIANITA, SE., Diklat Manajemen | 14 s/d 31 Juli
SH.,MM Peradilan Tingkat Lanjut | 2019
bagi Seluruh Pengadilan
TK. Banding dan Pertama
di Bogor
9. YURIMA UTAMI, S.IP Latsar CPNS Golengan III | 15 Juli s/d 12
tahun 2018 di BPSDM | September 2019
Sumsel
10.EKA SRI REJEKI, SH., Pelatihan Kepegawaian di | 05s/d 9
MH Solo September 2019
11. MADYA P. MULYA, SH | Pelatihan Sakti Modul | 18 s/d 19
Admin dan Modul | September 2019
Penganggaran Tahun
Anggaran 2019 melalui

Sarana Video Conference
Zoom US

1

2.HENNY MARINA, STP,
SH

Pelatihan  Sakti Modul
Admin dan Modul
Penganggaran Tahun
Anggaran 2018 melalui

Sarana Video Conference
Zoom US

18 s/d 19
September 2019

13.ASMAWATI, S.Kom Mengikuti Sosialisasi | 25 s.d 27
Aplikasi E-Court di | November 2019
Jakarta
Pengadilan 1. NAIN MEITULU, SH Diklat Keprotokolan | 18 s/d 22 Maret
E:f;i:ibang Tingkat Manajerial  di | 2019
Bogor
2. ZWESTI DAMAYANA, Diklat Keprotokolan | 18 s{d 22 Maret
S.Kem., MH Tingkat Manajerial di | 2019
Bogor
Pengadilan 1. PONIJAN, SH Diklat Kepemimpinan TK. | 27 Januari sf{d 10
fi‘fg;'ai:“"“k 11T Angkatan XIV dan XV | Mei 2019
di Ciputat Tanggerang
Selatan Tahun Anggaran
2019
Pengadilan 1. RESSY MIRLIANA Diklat Kepemimpinan TK. | 27 Januari s/d 10
Negerl Sekayu SARI, SH 11T Angkatan XIV dan XV | Mei 2019
di Ciputat Tangerang
Selatan Tahun Anggaran
2019
Pengadilan - - -
Negeri
Kayuagung
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6 Pengadilan - - -
Negeri Muara
Enim
7 Pengadilan - - -
Negeri Baturaja
8 Pengadilan - - -
Negeri Lahat
°) Pengadilan - - -
Negeri
Prabumulih
10 Pengadilan . ALIMRON Diklat Kepemimpinan TK. | 27 Januari s/d 18
Negerl Pagaralam DWIPUTRA,SE IV Angkatan XXIV dan | Mei 2019
XXV di Medan Tahun
Anggaran 2019
. DIAH ALAM SARI, Diklat Kepemimpinan TK. | 27 Januari sf{d 18
S.Psi IV Angkatan XXIV dan | Mei 2019
XXV di Medan Tahun
Anggaran 2019
11 Pengadilan - - -

Negeri Pangkalan
Balai

Tabel III.A.6

Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat non teknis
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A. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2019
Total Realisasi

No Satuan Kerja Pagu DIPA Rupiah Persentase Sisa Ket
1. Pengadilan Tinggi

Palembang

1. Belanja Pegawai 21.484.078.000 | 21.405.700.051 99.81% 138.912.900

2. Belanja Barang 21.158.859.000 2.021.257.273 91.63% 137.601.600
2. Pengadilan Negeri

Palembang

1. Belanja Pegawai 16.591.093.000 | 16.617.848.074 100.16% 36.763.044

2. Belanja Barang 1.754.123.000 1.687.841.000 96.32 66.281.39
3. Pengadilan Negeri Lubuk

Linggau

1. Belanja Pegawai 4.892.774.000 4.897.781.348 100.10% 5.007.348

2. Belanja Barang 1.146.943.000 1.097.749.880 95.71% 49.193.120
4. Pengadilan Negeri Sekayu

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang 3.226.553.000 3.220.940.030 99.83% 5.612.970

949.216.000 905.744.482 95.42% 43.417.518

5 Pengadilan Negeri

Kayuagung

1. Belanja Pegawai 3.595.907.000 | 3,555,715,204 98.88% 40,191,796

2. Belanja Barang 788,224,000 763,742,974 96.89% 24,481,026
6. Pengadilan Negeri Muara

Enim

1. Belanja Pegawai 3.291.775.000 3.287.461.341 99,87% 4.313.659

2. Belanja Barang 967.449.000 957.104.858 98,83% 10.344.142
7. Pengadilan Negeri

Baturaja

1. Belanja Pegawai 3.915.288.000 3.686.930.636 94.17% 228.357.364

2. Belanja Barang 1.169.097.000 1.111.432.749 95.07% 57.664.251
8. Pengadilan Negeri Lahat

1. Belanja Pegawai 3.318.032.000 3.310.803.124 99.78% 7.227.876

2. Belanja Barang 1.070.751.000 1.043.121.280 97.42% 27.629.720
9. Pengadilan Negeri

Hengusupan Saporan Flelal
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Prabumulih

1. Belanja Pegawai 2.615.518.000 2.592.893.194 99.13% 22.624.806

2. Belanja Barang 866.834.000 866.637.312 97.94% 18.196.688
10. | Pengadilan Negeri

Pagaralam

1. Belanja Pegawai 2.096.903.000 2.091.389.444 99.74% 5.513.556

2. Belanja Barang 873.779.000 851.995.825 97.51% 21.783.175
11. | Pengadilan Negeri

Pangkalan Balai

1. Belanja Pegawai 2,588,611,000 2,587,777,178 (99.97%) 833,822

2. Belanja Barang 516,610,000 479,686,677 (92.85%) 36,923,323

Tabel IV.A.1

Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Total Realisasi
No Satuan Kerja Pagu DIPA Rupiah Persentase Sisa Ket
1. Pengadilan Tinggi Palembang 145.500.000 | 143.320.000 98.05% | 2.180.000
2. |‘Rengadilan:bisgsrl Palembarg 115.500.000 | 114.300.000 98.96%
3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau | 222.000.000 | 219.469.200 98.86% | 2.530.800
4, Pengadilan Negeri 151.000.000 | 148.326.240 98.23% | 2.673.760
Sekayu
5. Pengadilan Negeri Kayuagung 38.000.000 37,464,000 98.59% 536.000
6. Pengadilan Negeri 409.000.000 | 405.441.040 99.13% | 3.558.960
Muara Enim
7. Pengadilan Negeri 348.500.000 | 344.945.300 98.98% | 3.554.700
Baturaja
8. Pengadilan Negeri 51.000.000 50.698.720 99.41% 301.280
Lahat
9. Pengadilan Negeri Prabumulih 51.000.000 51.000.000 100% 0
10. | Pengadilan Negeri Pagaralam 25.500.000 24.800.000 97.25% 700.000
11. | Pengadilan Negeri Pangkalan 423.500.000 | 421.356.500 (99.49%) | 2.143.500
Balai
Tabel IV.A.2
Program sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Total Realisasi
No Satuan Kerja Pagu DIPA Rupiah Persentase Sisa Ket
1 Pengadilan Tinggi Pengembalian
Palembang 209.760.000 182.770.825 87.13% 26.908.105 | 7.605.00
2. Pengadilan Negeri
Palembang 780.223.000 676.888,200 86.76% | 103.338.800
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3. Pengadilan Negeri 463.300.000 457.881.300 94.18% 28.418.700
Lubuk Linggau
4. Pengadilan Negeri 263.575.000 262.606.548 99.63% 968.452
Sekayu
5: Pengadilan Negeri 394.120.000 392.240.150 99.52% 1.879.850
Kayuagung
6. Pengadilan Negeri 330.600.000 329.848.399 99.77% 751.601
Muara Enim
7. Pengadilan Negeri 697.785.000 662.726.000 94.98% 35.058.400
Baturaja
8. Pengadilan Negeri 393.964.000 392.910.681 99.73% 1.053.318
Lahat
9. Pengadilan Negeri 94.615.000 92.072.750 97.31% 2.542.250
Prabumulih
10. Pengadilan Negeri
Pagaralam 72.700.000 66.694.500 91,74% 6.005.500
11. Pengadilan Negeri 88.800.000 83.153.000 93.64% 5.647.000
Pangkalan Balai
Tabel IV.A.3

Program Peningkatan Manajemen peradilan Umum

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu

vang dapat dipakai sebagai alat daLam mencapai maksud atau tujuan sedangkan
sarana lebih ditujukan untuk benda-benda bergerak seperti komputer, meja dan lain-

lain. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang untuk

terlaksananya suatu kegiatan, prasarana lebih ditunjukan pada benda-benda yang
tidak bergerak seperti gedung, ruang dan tanah.
Sumatera Selatan dan

Data sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi

Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.

1. Data kendaraan dinas di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan

Negeri Se wilayah Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2019

No Uraian Tahun Kondisi Ket
Perolehan Baik Rusak Rusak
Ringan Berat
1. Pengadilan Tinggi Palembang
1. Kendaraan Roda 4 )
a. TOYOTA CAMRY (PINJAM PAKAI) 2018
b. TOYOTA FORTUNER (PINJAM 2018 ¥
PAKAL) gggg
c. TOYQTA VIOS 5014 _ 3
d. TOYOTA COROLLA ALTIS 2011 ¥
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e. TOYOTA CAMRY 1997 V
f. TOYOTA INNOVA 2000 il
g. TOYOTA KIJANG KF 80 LX 2001 3
h. TOYOTA KIJANG 1.8 EFI 2004 !
i. TOYOTA KIJANG KF 80 LX
j. NISSAN TERANO KINGSROAD 2006
2005
2. Kendaraan Roda 2 2005
a. HONDA GLP III MEGA PRO 2011
b. HONDA SUPRA 125 )
c. HONDA SUPRA 125
d. HONDA MEGA PRO CW
Pengadilan Negeri Palembang
1. Kendaraan Roda 4
a. Sedan Vios 1.5 G MT
b. Sedan Vios 1.5 G MT 2006 M
¢. Kijang Innova V ;g?i ¥
d. Kijang KF 50 Super 1993 v
e. Kijang KF 80 Standar 1997 V
f. Kijang KF 80 Standar 2001 V
2. Kendaraan Roda 2
e. Honda /GLP III 2005 v
f.  Honda /NF 125 SD 2005 o4
g. Honda /NF 125 SD gggg g
h. Honda IffNF GL 160 D 2006
i. Honda /NF GL 160 D 2009 v
j. Honda /NF 125 TRF 2011 V
k. Honda /NF 125 SD
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
1. Kendaraan Roda 4
a. Mitsubihsi Pajero 2014 B
b. Toyota Kijang Inova 2006 B
c. Nissan Terano gggg EE
d. Mitshubishi L300
2. Kendaraan Roda 2 2006 RR
a. Honda Supra 2006 RR
b. Honda Supra 2009 RR
c. Honda Supra
Pengadilan Negeri Sekayu
1. Kendaraan Roda 4 2005 v
a. Station Wagon 2010 4
b. Minibus 2016 4
c. Station Wagon 2019 4
d. Station Wagon 2019 4
e. Station Wagon
2. Kendaraan Roda 2 2006 v
a. Motor 2008 v
b. Motor 2008 v
c. Motor 2012 v
d. Motor v
e. Motor 2012
Pengadilan Negeri Kayuagung
1. Kendaraan Roda 4
a. Mobil Inova 2006
2. Kendaraan Roda 2
a. Honda Win (MCB) 1996
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b. Honda NF 125 SD 2005 v
c. Honda NF 125 SD 2005 vV
d. Honda Mega PRO 2005 v
e. Honda Mega Pro GL 160 D gggg g
f. Honda Mega Pro GL 160 D
Pengadilan Negeri Muara Enim
1. Kendaraan Roda 4
a. Kijang Innova E 2008 = 1 -
b. Kijang Standart KF 70 1997 - 2 1
2. Kendaraan Roda 2
a. Honda NF 100 2003 : 1 =
b. Honda NF 100 2003 s 1 -
c. Honda Supra XNF 125 2005 o 1 )
d. Honda Supra XNF 125 2005 = 1 )
Pengadilan Negeri Baturaja
1. Kendaraan Roda 4 .
a. Jeep Nissan/X Trail 2.0 BG 1153 | 2012 b Pinjam
FZ 2013 % pinjam
b. Toyota Kijang Avanza BG 1696 ggég : Pinjam
vZ 2003 . v
¢. SuzukifAVP GL BG 1895 XL 2019 v Pinjam
d. Toyota /Kijang Inova E BG 11230
FZ
e. Toyota/Kijang KF 80 BG 1231 FZ | 2005 :
f. Toyota Fortuner BG 1449 FZ 2005 5
2005 ¥
2. Kendaraan Roda 2 3882 N
a. Honda/NF 125 SD BG 2639 FZ 2008 t
b. Honda/NF 125 SD BG 2638 FZ 2009 ¥
¢. Honda/GL P III Sport BG 5796 FZ | 2003 W
d. Honda/NF 125 TR BG 6377 FZ
e. Honda/NF 125 TR BG 6379 FZ
f. Honda/NF 125 BG 6375 FZ
g. Honda/NF 125 BG 6378 FZ
h.Honda Supra X NF 100 D BG
6691 FZ
Pengadilan Negeri Lahat
1. Kendaraan Roda 4
a. Mobil Toyota Kijang KF 70 | 1997 Lia = l.a- 1.a 1 Unit
Short 1b - 1.b 1 Unit 1.b-
b. Mobil Toyota Kijang Inova 2010 Ja- 5 g 2 a1 Unit
2. Kendaraan Roda 2 2:b 1 2:b _ 2:b 5
a. Motor Honda Wins MCB 1997 Unit 2.c- 2.c-
b. Motor Honda Supra NF1255D 2005 2.c 1
c. Motor Honda Supra NF1255D | 2005 Unit
Pengadilan Negeri Prabumulih
1. Kendaraan Roda 4
a. Mobil Kijang Innova 2012 Baik
b. Mobil Mitsubishi Pajero 2014 Baik
2. Kendaraan Roda 2 s
a. Motor Tiger {2 unit) 2L Balk
10. Pengadilan Negeri Pagaralam
1. Kendaraan Roda 4
a. Mobil Daihatsu Terios 2013 Baik
2. Kendaraan Roda 2
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a. Motor Yamaha Soul GT 2012 Baik
b. Motor Yamaha Jupiter 21 2012 baik
11 Pengadilan Negeri Pangkalan balai
Mobil
1. Kendaraan Roda 4 Operasional
a. Mobil Wuling Cortez 2018 BAIK = Ketua PN
2. Kendaraan Roda 2 Motor
a. Motor Kawasaki KLX 150 2019 BAIK _ Qperasional
CC Extrm Lapangan
Jurusita
b. Motor Honda Vario 125 2019 BAIK - Motor
cc Operasional
Kantor
Tabel IV.B.1

2. Data keadaan Rumah Dinas yang Dimiliki

Data Keadaan Kendaraan Dinas

Pengadilan Tinggi

Palembang dan

Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2019

No

Uraian

JUmlah

Kondisi

Ket

Baik

Rusak
Ringan

Rusak
Berat

Pengadilan Tinggi Palembang
Rumah Dinas Ketua

Rumah Dinas Waki Ketua
Rumah Dinas Hakim
Rumah Dinas Panitera
Rumah Dinas Sekretaris

u b w N

LIt W o

Pl

[N |

Pengadilan Negeri Palembang
Rumah Dinas ketua

Rumah Dinas Wakil Ketua
Rumah Dinas hakim
Rumah Dinas Panitera
Rumah Dinas Sekretaris

b W N

[ e

W

Pengadilan Negeri Lubuk
Linggau

1. Rumah Dinas ketua

Rumah Dinas Wakil Ketua
Rumah Dinas hakim

Rumah Dinas Panitera

Rumah Dinas Sekretaris

;A wWwN

el o

leslivolivalivalive)

Pengadllan Negeri Sekayu
Rumah Dinas ketua

Rumah Dinas Wakil Ketua
Rumah Dinas hakim
Rumah Dinas Panitera
Rumah Dinas Sekretaris

U'I-hl.ul\.)}—‘

[ I

ke R R

Pengadllan Negeri Kayuagung
Rumah Dinas ketua

Rumah Dinas Wakil Ketua
Rumah Dinas hakim
Rumah Dinas Panitera
Rumah Dinas Sekretaris

m-hu)l\.ll—'

N e

V
V
V (8)
V

Y

V(1)
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6. Pengadilan Negeri Muara
Enim 1 1 o
1. Rumah Dinas ketua 1 2 1
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 6 - 5
3. Rumah Dinas hakim - -
4. Rumah Dinas Panitera > 1
5. Rumah Dinas Sekretaris
7. Pengadilan Negeri Baturaja
1. Rumah Dinas ketua 1 Baik Pinjam
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 Baik
3. Rumah Dinas hakim 7 Baik
4. Rumah Dinas Panitera _1 B?'k
5. Rumah Dinas Sekretaris 1 Baik
6. Mess Pegawai
8. Pengadilan Negeri Lahat
1. Rumah Dinas ketua i B 1 Unit - 1.
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 2.1 1 Unit - 2.
3. Rumah Dinas hakim 3.8 5 Unit 3 Unit 3.
4. Rumah Dinas Panitera 4.1 - 1 Unit 4.
5. Rumah Dinas Sekretaris 5.1 1 Unit
9. Pengadilan Negeri
Prabumulih
1. Rumah Dinas ketua
2. Rumah Dinas Wakil Ketua
3. Rumah Dinas hakim NIHIL
4. Rumah Dinas Panitera
5. Rumah Dinas Sekretaris
10. | Pengadilan Negeri Pagaralam
1. Rumah Dinas ketua
2. Rumah Dinas Wakil Ketua
3. Rumah Dinas hakim
4. Rumah Dinas Panitera RLEHL
5. Rumah Dinas Sekretaris
11. | Pengadilan Negeri Pangkalan
balai
1. Rumah Dinas ketua
2. Rumah Dinas Wakil Ketua
3. Rumah Dinas hakim NIHIL
4. Rumah Dinas Panitera
5. Rumah Dinas Sekretaris
Tabel IV.B.2
Data Keadaan Rumah Dinas
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3. Keadaan Sarana dan Prasarana Gedung di

Pengadilan Tinggi

Palembang dan

Pengadilan Negeri Se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2019

No

Uraian

Jumliah

Keadaan Sarana dan
Prasarana

Pengadilan Tinggi Palembang
Ruang Ketua

Ruangan Ajudan

Ruang Wakil Ketua

Ruang Hakim

Ruang Panitera

Ruang Sekretaris

Ruangan Kabag

Ruang Sidang

Ruang Kepaniteraan

10. Ruang Kesekretariatan

11. Ruang Panitera Pengganti

12. Ruangan Perpustakaan

13. Ruangan Dharmayukti Karini
14. Ruangan Lobby

15. Ruangan Gudang

16. Pos Satpam

17. Stationary Waterpump

18. Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)
19. Mesin Fotokopi Folio

20. Lemari Besi Metal

21. Lemari Kayu

22. Filing Cabinet Besi

23. Brandkas

24. Cctv - Camera Control Television System
25. Alat Penghancur Kertas

26. Mesin Absensi

27. Lcd Projector / Infocus

28. Alat Perekam Suara {\Voice Pen)

{0000 -G B I b

(S NN -
HHwNOcHmMmHNNNNNHHNLLHNHHwHHH

1 Rusak Berat

Rusak Berat
9 Rusak Berat
5 Rusak Berat
10 Rusak Berat

1 Rusak Berat
1 Rusak Berat

Rusak Berat

29. Meja Kerja Kayu 128 29 Rusak Berat
30. Kursi Besi / Metal 464 137 Rusak Berat
31. Kursi Fiber Glas/Plastik 13 4 Rusak Berat
32. Kursi Kayu 11 2 Rusak Berat
33. Sice 5
34. Meja Rapat 50 1 Rusak Berat
35. Meja Komputer 21 5 Rusak Berat
36. Mesin Penghisap Debu / Vacuum Cleaner 3
37. Mesin Potong Rumput 1 Rusak Berat
38. a.c. Split 62 8 Rusak Berat
39. Exhaust Fan 19
40. Sound System 3
41. Tangga Alumunium 5
42. Mimbar / Podium 2
43. Lambang Instansi 1
44. Handycam 1 Rusak Berat
45. Encoder / Decoder (Cctv) 1
46. Camera Digital 2 1Rusak Ringan
47. Telephone {(Pabx) 2 1 Rusak Berat
48. Pesawat Telephone 37 23 Rusak Berat
49. Facsimile 3 1 Rusak berat
50. Alat Pemadam Kebakaran 4
51. Genset 2 1 Rusak Berat
52. Stabilizer / Ups 21 21 Rusak Berat
53. Uninterupted Power Supply (Ups) 23 18 Rusak Berat
54. p.c. Unit 41 4 Rusak Berat
55. Lap Top 38 3 Rusak Berat
56. Note Book 2
57. Monitor 2 Rusak Berat
58. Televisi 1
59. Printer (Peralatan Personal Computer) 48 6 Rusak Berat
60. Server 2 1 Rusak Berat
61. Router 4
62. Hub 4
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2. Pengadllan Negeri Palembang
Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua
Ruang Hakim

Ruang Panitera

Ruang Sekretaris
Ruang Sidang

Ruang Kepaniteraan
Ruang Kesekretariatan
Ruang Panitera Pengganti
10. Server

11. Router

12. Printer

13. Komputer

14. Laptop

15. infocus

16. PABX

17. Mesin Keti

18. AC

19. Faxcimili

20. Genset

21. Scanner

LOCE0 [l R B b N

wrNnBONRNOW L AR oRr RS R

% Pengadllan Negeri Lubuk Linggau
Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua

Ruang Hakim

Ruang Panitera

Ruang Wakil Panitera

Ruang Sekretaris

Ruang Panitera Muda Perdata

Ruang Panitera Muda Pidana

Ruang Panitera Muda Hukum

10. Ruang Umum dan Keuangan

11. Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan
12. Ruang Kepeg Qrganisasi dan Tatalaksana
13. Ruang Sidang

14. Ruang Loby

15. Ruang POSBAKUM

16. Ruang Tunggu Pengunjung

17. Ruang Tahanan

18. Mushalah

19. Ruang Mediasi

20. Ruang Ibu Menyusui

21. Ruang Arsip

22. Ruang Kesehatan & Posyandu

23. Parkir Motor dan Mobil

24. Perpustakaan

25. Ruang Pers, Konfirmasi dan Antrian Sidang

GO0 OV A B L0 L
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26. AC Split

27. UPS

28. Camera Digital

29. PC 23
30. Laptop 15
31. Printer 19
32. Scanner 2
33. Server 1
34. CCTV 16
35. Proyektor i)

4, Pengadilan Negeri Sekayu
Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua
Ruang Hakim

Ruang Panitera

Ruang Sekretaris

Ruang Sidang

Ruang Kepaniteraan
Ruang Kesekretariatan

0 SOV U B N
il el T3 Bl
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9. Ruang Panitera Pengganti
10. Ruang Perpustakaan
11. Ruang Posbakum
12. Ruang Tunggu Jaksa
13. Ruang Tahanan

14. Ruang tunggu Penasehat Hukum
15. Ruang Ramah Anak
16. Ruang Klinik

17. Ruang Laktasi

18. Ruang Teleconference
19. Komputer

20. Laptop

21. Infokus

22. PABX

23. AC

24. Faximile

25. Genset

26. Handycam

27. LCD Monitor

28. Scanner

29. Server

30. Alat sidik jari

31. CCTV

32. Router

33. Brangkas

34. Filling Kabinet

35. Lemari Besi

36. Gordyn

37. Kipas angin

38. Sounds System

39. Meja kerja kayu

e} = w N
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40. Kursi besi/metal 173
41. Lemari Kayu 21
42. Kursi tamu 9
43. Lemari Toga &
44. Kursi kayu 121
45. Meja sidang 5
46. Kursi sidang hakim 9
47. Bangku panjang besi/metal 22
48. Sekat ruang sidang 12
49. Rak Besi 11
50. Rak Kayu 8
51. Fire Alarm 1
52. Video Monitor 1
53. Desk Info 1

5. Pengadilan Negeri Kayuagung
Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua

3. Ruang Hakim

4. Ruang Panitera
5. Ruang Sekretaris
6. Ruang Sidang
7
8

N

Ruang Mediasi dan Diversi
. Ruang Tunggu Anak
9. Ruang Kesehatan dan Laktasi
10. Ruang Kepaniteraan Muda Perdata
11. Ruang Kepaniteraan Muda Pidana
12. Ruang Kepaniteraan Muda Hukum
13. Ruang Sub PTIP dan Server
14. Ruang Umum dan Keuangan
15. Ruang Kepegawaian dan Ortala
16. Ruang Panitera Pengganti
17. Ruang Jaksa
18. Ruang Poshakum
19. Ruang Tahanan Pria
20. Ruang Tahanan Wanita
21. Ruang Perpustakaan
22. Toilet Pria
23. Toilet Wanita
24. Ruang Tamu Terbuka
25. Ruang Pengunjung Sidang

[ S N N e el el e el el el S o S o S i Sy =
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26. Tranportable Water Pump
27. Sepeda Motor

28. Tool Kit Box

29. Lemari Besi/Metal
30. Lemari Kayu

31. Rak Besi

32. Filling Kabinet Besi
33. Brandkas

34. Tabung Pemadam Api
35. CCTV

36. Gordyin/Kray

37. Meja Kerja Kayu
38. Kursi Besi/Metal
39. Kursi Kayu

40. Meja Komputer
41. Meja Resepsionis
42. AC Split

43. Kipas Angin

44. Televisi

45. Loudspeaker

46. Microphone

47. Unit Power Supply
48. Video Mixer

49. Pesawat Telepon
50. Faximile

51. Genset

52. Komputer

53. Laptop

54. Internet

55. Printer

56. Portable Harddisk
57. Server

58. Router

59. Peralatan Jaringan Lainnya
60. AC Standing

H oW
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6. Pengadilan Negeri Muara Enim
Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua
Ruang Hakim

Ruang Panitera

Ruang Sekretaris
Ruang Sidang Umum
Ruang Sidang Anak
Ruang Kepaniteraan
Ruang Kesekretariatan
10. Ruang Perpustakaan
11. Ruang Bendahara / BYK
12. Ruang Mushola

13. Ruang Posbakum

14. Ruang Tahanan Dewasa
15. Tuang Tunggu Jaksa
16. Ruang Dokter / Klinik
17. Ruang Mediasi

18. Ruang Arsip

19. Ruang Tunggu Anak

20. Ruang PTSP

21. Ruang Tunggu Sidang
22. Ruang Merokok

23. Ruang Tunggu KPN. Wakil. Panitera
24. Ruang Toilet / WC

$0: QOISO LR B RIS,

Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran

25. Komputer / P.C Unit
26. Laptop

27. Lemari Penyimpan
28. Lemari Kayu

29. Filly Cabinet Besi

W e b et N B b b N b bt b e D) QD N N2

Pria dan wanita
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. Brankas

. CCTV

. Meja Kerja Kayu

. Kursi Besi Metal

. Kursi Kayu

. Sice

. Bangku Panjang Besi / Metal
. Meja Komputer

. Meja Resepsionis
. Partisi

. AD. Split

. Sound System

. Unit Power Supply

118

Pengadilan Negeri Baturaja

1:

Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua
Ruang Hakim

Ruang Panitera

Ruang Sekretaris

Ruang Sidang

Ruang Kepaniteraan
Ruang Kesekretariatan
Ruang Panitera Pengganti

. Ruang Arsip Perkara Pidana Dan Perdata
. Ruang Mediasi/Diversi

. Ruang Laktasi

. Ruang Perpustakaan

. Ruang Rapat

. Ruang Musholla

. Ruang POSBAKUM

. Ruang Kesehatan

. Ruang Pengacara/Bapas

. Ruang Jaksa/PU

. Ruang Persedian

. Ruang Tahanan Pria

. Ruang Tahanan Wanita

. Ruang Tunggu Keluarga Korban Anak
. Ruang Teleconference

. Area Smoking dan Kantin

. Ruang PTSP

Peralatan Dan Mesin

1. Mesi Keti manual Standard (14-16 inci)
2. Gambar Presiden/Wakil Presiden
3. Lambang Garuda Pancasila

4. Jam Elektronik

5. Palu Sidang

6. ac Split

7. Gordyin/Kray

8. Router

9. Server

10. Pompa Air

11. Amplifier

12. Megaphone

13. Pesawat Telephon
14. Facsimili

15. Mesin Hitung Elekronik/caltulator
16. Mesin Potong Rumput
17. Pc. Unit

18. Printer

19. Stabilisator

20. Speker Komputer

21. Dispenser

22. Rak Kayu

23. Meja Komputer

24. Meja Rapat

25. Meja Kerja Kayu

26. Sice

27. Kipas Angin

28. Lemari Penyimpanan
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29. Lemari Besifmetal 159

30. Rak Besi 65
31. Bangku Panjang kayu 32
32. Kursi Besi/Metal 3
33. Kursi Kayu 501

34. Whiteboard

35. Papan Visul/Papan Nama
36. Filing Kabinet besi

37. Brandkas

38. Alat penyimpan Kantor Lainya
39. Mesin Absensi

40. Bangku panjang/Besi
41. Meja Resepsionis

42. Meja makan Kayu

43. Mesi Penghisap Debu
44. mixer

45. Lambang Instansi

46. Mic Conference

47. Braket Standing Peralatan
48. UPS

49. Power Amplifier

50. Microphone Cable

51. C amera Digital

52. LCD Monitor

53. Tv Connector

54. Genset

55. Laptop

56. Note Book

57. Scanner

58. Telphone (PABX)

59. CCTV

60. Destop HP-AIO 22-641D
61. Smart Door Lock

62. Ranning Text

63. Sounds Sistem

64. TV Monitor

65. PC Touch Screeen

66. Printer Thermal

67. Scanner Office

68. Layar Proyektor

69. Mesin Barcode

70. Rak server
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8. Pengadilan Negeri Lahat
1. Ruang Ketua

2. Ruang Wakil Ketua

3. Ruang Hakim

4. Ruang Panitera

5. Ruang Sekretaris

6. Ruang Sidang

7. Ruang Kepaniteraan

8. Ruang Kesekretariatan

9. Ruang Panitera Pengganti

10. Ruang Advokat

11. Ruang Mediasi, Diversi dan Kaukus
12. Ruang Ramah Anak 1

13. Ruang Tunggu Ramah Anak 2
14. Ruang Ibu Menyusui

15. Ruang Teleconference

16. Ruang Tahanan Pria

17. Ruang Tahanan Wanita

18. Ruang Jaksa Penuntut Umum
19. Ruang Pengunjung Sidang
20. Ruang Posbhankum

21. Ruang Perpustakaan

22. Ruang Tunggu Penunjung

23. Ruang Aula

24. Ruang Kesehatan

25. Ruang Arsip Hukum

26. Ruang Rapat

27. Ruang Barang Bukti
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28. Komputer
29. Laptop

30. Infokus
31. PABX

32. Mesin ketik

34. AC
35. Faximile
36. Genset

38. Kipas Angin
39. Ac Floor
40. Televisi

42. UPS

44, Server
45, Tower Air

33. Mesin Fotocopy

37. Mesin Absensi

41. Sound System

43. Mesin Fax Scanner

[w]

N

[y

. Mesin e-Court
. Mesin Antrian Pengunjung
. Mesin Survey Kepuasan Masyarakat

HFHEENNEFRENBABNNEREED R

24 Baik dan 8 Rusak Ringan
10 Baik

1 Baik

Belum Tersedia

1 Baik

Baik, 4 RR dan 8 RB
1 Baik

1 Baik

1 Baik

4 Baik , 2 RR, 16 RB
2 Baik

4 Baik

1 Baik dan 3 Rusak Berat
7 Baik

1 Baik

7 Baik, 1 RR dan 3 RB
2 Baik

2 Baik

1 Baik

1 Baik

1 Baik

Pengadilan Negeri Prabumulih

Ruang Ketua
Ruang Wakil Ketua
Ruang Hakim
Ruang Panitera
Ruang Sekretaris
Ruang Sidang

10700 S NP AN N s

11. Ruang Arsip

22. Komputer
23. Laptop
24. TV Led
25. Scaner

28. Infokus
29. Lemari Besi
30. Printer

32. AC
33. Faximile

35. Berangkas

12. Ruang Server

13. Ruang Rapat

14. Ruang Tunggu Jaksa
15. Ruang Media Center
16. Ruang Posbakum dan Advokat
17. Ruang Bermain Anak
18. Ruang Mediasi dan Diversi

19. Ruang Kesehatan

20. Ruang Sidang Anak/Ramah Anak
21. Ruang Menyusui

26. Camera Digital
27. Mesin Absensi

34. Filling Gabinet

36. Lemarl Kayu

Ruang Kepaniteraan

Ruang Kesekretariatan
Ruang Panitera Pengganti
10. Ruang Perpustakaan

31. Lemari Penyimpanan

= N N N
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10. | Pengadilan Negeri Pagaralam

CONOTEWNE

Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua
Ruang Hakim

Ruang Panitera

Ruang Sekretaris

Ruang Sidang

Ruang Kepaniteraan
Ruang Kesekretariatan
Ruang Panitera Pengganti

10. Ruang Advokat
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. Ruang Mediasi, Diversi dan Kaukus
. Ruang Ramah Anak 1

. Ruang Tunggu Ramah Anak 2
. Ruang Ibu Menvyusui

. Ruang Teleconference

. Ruang Tahanan Pria

. Ruang Tahanan Wanita

. Ruang Jaksa Penuntut Umum
. Ruang Pengunjung Sidang

. Ruang Posbankum

. Ruang Perpustakaan

. Ruang Tunggu Penunjung

. Ruang Aula

. Ruang Kesehatan

. Ruang Arsip Hukum

. Ruang Rapat

. Ruang Barang Bukti

. Komputer

. Laptop

. Infokus

. PABX

. Mesin ketik

. Mesin Fotocopy

. AC

. Faximile

. Genset

. Mesin Absensi

. Kipas Angin

. Ac Floor

. Televisi

. Sound System

. UPS

. Mesin Fax Scanner

. Server

. Tower Air

. Mesin e-Court

. Mesin Antrian Pengunjung

. Mesin Survey Kepuasan Masyarakat
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Pengadilan Negeri Pangkalan balai

D/00: > O ) R

Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua
Ruang Hakim

Ruang Panitera

Ruang Sekretaris

Ruang Sidang

Ruang Kepaniteraan
Ruang Kesekretariatan
Ruang Panitera Pengganti

. Ruang Tunggu Jaksa

. Ruang Tunggu Pengunjung
. Ruang PTSP

. Ruang Tahanan Pria

. Ruang Tahanan Wanita
. Meja Kerja

. Kursi Besi

. Kursi Kayu

. Kursi Fiber Glass

. Bangku Panjang Kayu
. Lemari Besi Metal

. Filling Cabinet

. Tiang Bendera

. Komputer

. Printer

. Laptop

. Infokus

. PABX

. Mesin ketik

. Mesin Fotocopy

. AC

. Faximile
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32. Brankas

33. Genset

34. Server

35. Rak Server

36. LCD Monitor

37. Router

38. Hub

39. Network Cable Tester
40. Crimping Tolls

41. Stabilizer/UPS

g e e e

Tabel IV.B.3
Keadaan sarana dan prasarana Gedung

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi merupakan sarana yang diperlukan untuk meningkatkan
sarana transparansi dan akuntabilitas pengadilan serta mengacu kepada
perkembangan teknologi baik dari seqgi perangkat keras maupun perangkat lunak.
Dengan teknologi informasi maka akses publik untuk mendapat informasi pengadilan
akan menjadi lebih mudah.

Untuk menjamin pelaksanaan administrasi pengelolaan yang tertib, modern dan
akuntabel, Mahkamah Agung telah memantapkan bahwa seluruh Pengadilan harus
beralih dari administrasi Pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi
yang berbasis teknologi Informasi.

Peningkatan administrasi transparansi dan akuntabilitas di seluruh Pengadilan
membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutahir. Hal ini
dikarenakan data yang di masukan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam sistem
standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung Secara efektif dan
efisien mengelola sumber daya Manusia dan anggarannya, mengawasi kinerja Hakim
dan staf pengadilan memonitor kinerja dan riwayat perkara, meningkatkan
manajemen alur perkara dan alokasi sumber daya, mengurangi penundaan dan
tunggakan perkara, memberikan informai yang di butuhkan oleh para pencari
keadilan, publik dan media dan mendukung transisi menuju e-learning melalui
teknologi informasi.

1. IMPLEMENTASI e-COURT DILINGKUNGAN PERADILAN UMUM
Administrasi perkara diPengadilan secara elektronik guna memudahkan jalannya
persidangan dengan cepat dan biaya ringan, e-court melayani bagi pengguna
terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, pembayaran online,
pemanggilan yang dilakukan secara elektronik dan persidangan yang dilakukan
secara elektronik secara daring adapun layanan-layanan yang ada pada aplikasi

e-court adalah e-filling (pendaftaran perkara online di Pengadilan), e-payment
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(Pembayaran panjar biaya perkara online dan e-summons (pemanggilan pihak
secara daring)
a. Pengadilan Tinggi Palembang
Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan sosialisasi e-court kepada
seluruh pejabat yang ada diseluruh Pengadilan Negeri se wilayah hukum

pengadilan tinggi Palembang

Gambar IV.C.1
Sosialisai e-court di Pengadilan Tinggi Palembang

Gambar IV.C.2
Foto Peserta Sosialisai e-court di Pengadilan Tinggi Palembang
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Gambar IV.C.3
Jumlah Penggquna e-court

b. Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Negeri Palembang telah mengaplikasikan e-Court mulai
dari perkara perdata gugatan, perdata permohonan, perdata bantahan, dan
perdata gugatan sederhana dan dimana seluruh pelaksanaan persidangan
perkara perdata dilaksanakan secara e-Litigation seseuai dengan
kesepakatan para pihak untuk bersidang secara elektronik {e-Litigation),
sesuai dengan dasar hukum Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan SK KMA
Nomor 129/KMA/VIII/2019. untuk mendukung pelaksanaan e-Litigation
dibuatkan buku pedoman oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Bapak
Bongbongan Silaban,SH.,LLM., dalam pelaksanaan persidangan secara
elektronik dan di dukung dengan disediakan nya layanan Hotline di homor

08117115599

W= ot

- e - Fllling

- = - Payrment
et - - SUrmIrTI OIS
= e - Litigation

DASAR LI LMV

'I T s e 2019
S KMA e

Gambar IvV.C.4
Pedoman e-court di Pengadilan Negeri Palembang
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¢. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 bertempat di ruang Sidang
Utama Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Telah dilaksanakan sosialisasi e-
court yang di hadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Ibu Mimi
Haryani, S.H., Wakil Ketua Bapak Imam Santoso, S.H., dan seluruh
Hakim, Panitera maupun Panitera Pengganti serta Juru Sita . Materi e-
court disampaikan oleh oleh Bapak Anderiansyah dari Tim IT Pengadilan
Negeri Lubuklinggau. Dasar Hukum dalam pelaksanaan e-Court adalah
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019.

E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran
Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara
online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan

dengan saluran elektronik. Didalam program e-court meliputi :

e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan).

e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online).

e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online).

— e-Litigation (Persidangan Secara Online).

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk
Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan
Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi
tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari
Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan

Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online

Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna
terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau
Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua
berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court

Makamah Agung RI.

e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar
akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan
Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui

saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

Pengusupan Saporan Flelal Yegi Prengadilon Tinggi Palembang Tabun 2019 71



Mendapatkan Nomor Perkara.

Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah
Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak,
Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-
Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan

Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

Pengguna Terdaftar

Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar dapat beracara
di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau
mendaftar perkara baru. Pengadilan yang melaksanakan e-Court dilakukan
secara bertahap sehingga Pengadilan yang tidak ada dalam daftar, akan

menyusul setelah adanya kesiapan.

E-PAYMENT

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung
RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen
Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk
menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana

pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

E-Litigation
Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik {(online)

sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik,

Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

Gambar IV.C.5
Sosialisasi e-court di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
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Pengadilan Negeri Kayuagung

Pengadilan Negeri Kayuagung telah melakukan sosialisasi e-court untuk
meningkatkan antusiasme para advokat dan pengguna lainnya dalam
mengimplementasikan e-court, Pengadilan Negeri Kayu Agung telah
melakukan sosialisasi E-Court, E-Litigation dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019
kepada Instansi Pemerintah Kab. OKI dan OI, Insan Pers , Para Advokat

dan Masyarakat Kab. OKI dan OI.
, O E

Gambar IV.C.6
Narasumber Sosialisasi e-court di Pengadilan Negeri Kayuagung

Gambar IV.C.7
Peserta e-court di Pengadilan Negeri Kayuangun

Pengadilan Negeri Sekayu

Rabu, 30 Oktober 2019 bertempat di Auditorium Pemkab Musi Banyuasin,
telah diselenggarakan Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU)
Pengadilan Negeri Sekayu, Kepolisian Resor MUBA, Kejaksaan Negeri MUBA

n.g
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dan Lapas Sekayu serta Sosialisasi Administrasi Pengadilan Negeri secara
Elektronik (e-court). Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, Imam Santoso, SH,
dalam kata sambutannya menerangkan bahwa di era pemanfaatan
teknologi, semua lembaga yang memberikan layanan publik dituntut untuk
mampu menangkap perubahan yang terjadi di masyarakat, serta mampu
melakukan inovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan.
Pengadilan Negeri Sekayu dalam hal ini menggunakan sebuah aplikasi
dengan media internet yaitu aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik
Indinesia yang merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk
pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara
online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya
secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online
mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan).
Pada sosialisai e-Court ini nara sumber dilakukan oleh Randy Hermana, S.H.
Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sekayu. Dengan menggunakan
aplikasi ini maka penerima layanan dapat dengan mudah mengajukan
permohonan ke PN Sekayu, dengan cara mengakses langsung aplikasi
dengan menggunakan akun yang telah didaftar ke e-Court Mahkamah
Agung, lalu melakukan pendaftaran perkara secara online dan langsung
akan diproses. Tentu saja hal ini akan menciptakan efisiensi kerja, efektif

dan biaya ringan.

Gambar IV.C.8
Sosialisasi e-court di Pengadilan Negeri Sekayu
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f. Pengadilan Negeri Muaraenim

Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan kegiatannya berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Juga tuntutan para
pencari keadlian dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan
administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi. Sehingga
dimungkinkan peradilan Indonesia memiliki sistem untuk melakukan
pemanggilan para pihak melalui media elektronik yang saat ini di buat
sebuah inovasi vyaitu aplikasi e-court. Payung hukum pelaksanaan
administrasi secara elektronik ini adalah peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan Secara
Elektronik. Layanan e-court ini dapat digunakan oleh advokat maupun
perorangan yang terdaftar. Sosialisasi peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 3 Tahun 2019 dan mengenalkan aplikasi e-court kepada para
advokat, pimpinan Bank dan bagian Hukum Pemerintah Daerah di wilayah
Kabupaten Muara Enim pada tanggal 15 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri

Muara Enim.

TN ) SRR

Gambar IV.C.9
Peserta Sosialisasi e-court di Pengadilan Negeri Muara Enim
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Gambar IV.C.10
Narasumber e-court di Pengadilan Negeri Muaraenim

g. Pengadilan Negeri Baturaja

Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 Pendaftaran Perkara E-Court

Pengadilan Negeri Baturaja Pada Tahun 2019 Berjumlah 74 Perkara Dengan

Rincian Pendaftaran Perkara Gugatan Sebanayak 28 Perkara, Pendaftaran

Perkara Permohonan Sebanyak 37 Perkara serta Pendaftaan Perkara

Gugatan Sederhana Sebanyak 9 Perkara. adapun Kkendala dalam

implementasi e-court sebagai berikut:

- banyaknya masyarakat atau pengguna lain yang belum mengerti
tentang tata cara pendaftaran perkara secara elektronik melalui e-court
sehingga mereka bingung ketika akan menggunakan aplikasi e-court.

— kurangnya pengetahuan petugas meja ecourt sehingga harus dibekali
dengan pelatihan maupun sosialisasi tentang e-court.

— akses internet masyarakat yang masih kurang atau belum memadai
sehingga untuk penerapan e-court di wilayah pengadilan negeri baturaja
masih terkendala oleh jaringan internet yang belum banyak menjangkau

daerah pedalaman masyarakat desa.
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Gambar IV.C.11
Keadaan e-court di Pengadilan Negeri Baturaja

Pengadilan Negeri Lahat

Kamis Tanggal 01 Bulan Nopember Tahun 2018, Pengadilan Negeri Lahat
melaksanakan Sosialisasi Aplikasi e-Court dengan mengundang para
Advokat/Pengacara. Sosialisasi Ecourt dilaksanakan di Ruang Sidang Cakra
Pengadilan Negeri Lahat, dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan Pembicara
Bapak Yoga D. A. Nugroho, SH., M.H selaku PIt. Ketua Pengadilan Negeri
Lahat yang memberikan sosialisasi dasar hukum Ecourt yaitu Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara
secara Elektronik. Para Advokat/Pengacara sebagai pengguna aplikasi e-
Court terlebih dahulu harus melakukan registrasi pada laman
https://ecourt. mahkamahagung.go.id dan melengkapi data serta
mengunggah dokumen vyang dibutuhkan dan menunggu data vyang
nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Pengadilan Tingkat Banding.
Setelah data pengguna terverifikasi maka pengguna bisa melakukan

Pendaftaran Gugatan secara online melalui Aplikasi e-Court.
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Gambar IV.C.12
Sosialisasi e-court di Pengadilan Negeri Lahat

i. Pengadilan Negeri Prabumulih
Pengadilan Negeri Prabumulih telah melakukan sosialisasi e-court kepada
pegawai Pengadilan Negeri Prabumulih yang dihadiri oleh seluruh pegawai

Pengadilan Negeri Prabumulih

Gambar IV.C.13
Saosialisasi e-court di Pengadilan Negeri Prabumulih
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Gambar IV.C.14
Keadaan e-court di Pengadilan Negeri Prabumulih

Pengadilan Negeri Pagaralam

Pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 bertempat di
ruang Teleconference Pengadilan Negeri Pagar Alam. Telah dilaksanakan
sosialisasi e-court yang di hadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.,MH, Wakil Ketua Bapak Muhamad
Martin Helmy, S.H.,MH dan seluruh Hakim, Panitera maupun Panitera
Pengganti serta Juru Sita . Materi e-court disampaikan oleh Bapak Rionaldo
Sahat Sigalingging, S. Kom dari Tim [T Pengadilan Negeri Pagar Alam.
E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara
Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online,
Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran
elektronik.

Didalam program e-court meliputi :

« e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan).

e« e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online).

¢ e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

¢ e-Litigation {(Persidangan Secara Online).

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat.
Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus
melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana
Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan

Lap
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Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat

Pendaftaran Perkara Online

Pendaftaran Perkara (e-Filing)
Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai
pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan
Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-
Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui
aplikasi e-Court Makamah Agung RI.
e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)
Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court,
Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-
SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan
melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.
Mendapatkan Nomor Perkara.
Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah
Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data
Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya
Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan
Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan
Perkara.
Pengguna Terdaftar
Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar dapat
beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat
mau mendaftar perkara baru. Pengadilan yang melaksanakan e-Court
dilakukan secara bertahap sehingga Pengadilan yang tidak ada dalam
daftar, akan menyusul setelah adanya kesiapan.
E-PAYMENT
Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah
Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal
manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank
yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran)
sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar

perkara.
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Gambar IV.C.15
Sosialisasi e-court di Pengadilan Negeri Pagaralam

k. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

E-Court atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara
elektronik merupakan terobasan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung
dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan
memanfaatkan teknoclogi informasi (TI) yang berlandaskan pada Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di
Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk
Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan
sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan
perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat
dan efisien. Saat ini penggunaan E-Court pada Pengadilan Negeri Pangkalan
Balai untuk periode 2019 sudah terealisasi dengan masuknya perkara
perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menggunakan layanan E-

Court berjumlah 11 perkara masuk.
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Gambar IV.C.16
Sosialisasi e-court di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

S w
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Gambar IV.C.17
Dashboard e-court di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

2. IMPLEMENTASI SIPP DILINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Dukungan Teknologi Informasi di Pengadilan melalui sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP). Data dan Informasi perkara harus disimpan di
aplikasi SIPP. Pelaporan perkara baik kepada Pengadilan Tinggi maupun kepada
Badan Peradilan Umum dilakukan oleh kepaniteraan Hukum dengan
menggunakan aplikasi SIPP. Panitera Pengadilan Tinggi/Negeri bertanggung
jawab atas manajemen alur perkara, sedangkan tanggung jawab untuk
mengelola perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas dan infrastruktur

teknologi informasi adalah administrator Teknologi Informasi. One Day publish
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merupakan usaha peningkatan kualitas informasi perkara, dimana publikasi
salinan putusan lengkap pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus.
Implementasi SIPP yang ada diPengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Palembang :
a. Pengadilan Tinggi Palembang
Pengadilan Tingg Palembang sebagai Pengadilan Tinggi Banding juga
menggunakan Aplikasi SIPP tingkat banding dalam hal ini untuk
memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan

pengadilan.

.9‘ SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
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Gambar IV.C.18
Dashboard SIPP di Pengadilan Tinggi Palembang

b. Pengadilan Negeri Palembang
Perangkat lunak yang digunakan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A
Khusus disesuaikan dengan penggunaan pada PC ataupun perangkat keras
vang di pergunakan pada Pengadilan Negeri Palembang. Juga pelaksanaan
CTS/SIPP versi 3.3.0.-1 di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus
telah berjalan dengan baik. Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan
kegiatan dalam peningkatan kinerja dimana telah terbukti Pengadilan
Negeri palembang pada semester II (Juli-Desember) Tahun 2019
berdasarkan surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor
:16/DJU/HMO02.3.1.2020 tertanggal 3 Januari 2020 untuk Pengadilan
Kelas I.A Khusus untuk jumlah perkara > 2000 Pengadilan Negeri

Palembang menduduki urutan ketiga dengan total nilai 883,12 poin.
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Sistem Informasi Penelusuran Perkara
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Gambar IV.C.19
Dasboard SIPP di Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri
Lubuklinggau pada tahun 2019 sudah semakin baik. Dari hasil evaluasi yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun
2019, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapatkan Nilai sebesar 982.65
Poin. Nilai tersebut menempatkan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada
peringkat ke 23 secara nasional dan peringkat ke 2 dalam regional

Sumatera Selatan.

EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
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Gambar I¥.C.20
Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Lubuklinggau
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d. Pengadilan Negeri Sekayu
Berhubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
1012/SEK/HM.02.3/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal perintah
Updating SIPP versi 3.2.0, maka telah ada versi terbaru dari Sistem
Informasi Penulusan Perkara (SIPP) yang harus disosialisasikan kepada
aparatur Pengadilan Negeri Sekayu. Pada hari Rabu, tanggal 6 Februari
2018 telah diadakan Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) wversi 3.2 kepada pegawai Pengadilan Negeri Sekayu
terutama kepada Panitera Muda, Panitera Pengganti dan calon hakim
sebagai pengguna aplikasi SIPP v.3.2. Sebagai pembhicara pada sosialisasi
ini adalah Pak Rizkiansyah, S.H. Dengan sosialisasi ini diharapkan para
pengguna aplikasi SIPP v.3.2 mampu memahami perubahan dan
penambahan fitur apa saja yang ada di SIPP terbaru tersebut hingga
dengan mudah dapat menggunakannya dalam rangka pelaksanaan
administrasi peradilan. Updating aplikasi ini cukup memfasilitasi dan
memudahkan pencetakan penetapan dengan ditambahkannya ratusan
template terbaru yang dapat dimanfaatkan dalam mempermudah tugas
pokok dan fungsi terkait proses persidangan serta berbagai fitur tambahan

lain.

Gambar [V.C.21
Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Sekayu

e. Pengadilan Muara Enim
Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Peradilan vang
dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah dengan
meningkatkan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan

sesuai dengan SK Ketua Mahkamah  Agung RI Nomor
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144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan dan adapun pengelolaan rutinnya merupakan
pelaksanaan dari SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-
144/KMA/SK/1/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan sebagai pengganti SK Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 144 tahun 2007 tersebut. Sebagai bagian dari core bisnis Peradilan
Umum yaitu penyelesaian perkara, maka Mahkamah Agung RI meluncurkan
aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang tujuannya
memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara. Selain
itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan Pengadilan untuk memonitor
kinerja Hakim dan aparatur Pengadilan, tertib administrasi sebagai media
kerja yang efektif bagi pengawasan internal. Adapun untuk melaksanakan
perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam implementasi SIPP tersebut
adalah :
- Peningkatan bandwith internet dengan menggunakan internet dedicated
yaitu bandwith 50 Mbps.
- Update aplikasi SIPP. Sampai saat ini aplikasi SIPP yang sudah di update
versi 3.3.0.-1
- Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Muara
Enim (Pranata Komputer) dalam kegiatan Sosialisasi update Aplikasi SIPP
versi 3.2.0
- Untuk mewujudkan transparansi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri
Muara Enim telah melakukan publikasi terhadap perkara, baik pidana
maupun perdata. Untuk publikasi perkara secara keseluruhan dapat dilihat
pada aplikasi SIPP versi 3.3.0-1 yang beralamat di http://sipp.pn-

muaraenim.go.id
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Gambar IvV.C.22
Dashboard SIPP Pada Web Pengadilan Negeri Muara Enim

Pada akhir tahun 2019 dalam evaluasi implementasi SIPP Pengadilan
Tingkat Pertama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang,
Pengadilan Negeri Muara Enim menduduki peringkat pertama dengan
jumlah total 985,21 poin dari empat kriteria evaluasi yaitu kinerja dengan
nilai 147, 56, kepatuhan dengan nilai 527,41, kelengkapan dengan nilai
145, 52 dan kesesuaian dengan nilai 164, 72.
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Gambar IV.C.23
Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Muara Enim

Dalam penilaian Implementasi SIPP periode II tahun 2019 yang dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sesuai dengan surat
nomor : 16/DJU/HM02.3.1.2020 tanggal 3 Januari 2020 untuk kategori
Pengadilan Negeri kelas II dengan jumlah perkara 501 sd 1000,
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Pengadilan Negeri Muara Enim meraih peringkat ke 2 dengan total nilai
986, 43 poin.
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Gambar IV.C.24
SIPP Pada Web Pengadilan Negeri Muara Enim

f. Pengadilan Negeri Baturaja

Jumlah Persentase Penanganan Perkara SIPP Pada Tahun 2019 Sebesar
88,66 % dengan rincian :
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Gambar IV.C.25
Jumlah persentase Perkara SIPP Pengadilan Negeri Baturaja

Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 Pendaftaran Perkara /

Perkara Masuk Pada SIPP Pengadilan Negeri Baturaja Pada Tahun 2019
Berjumlah 1065 Perkara Dengan Rincian :

Jonwari  Pebruari  Marel April Mei Juni  Juli  Agustus Seplember Oktober Nopember Desember Jumich Perkara
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Gambar IV.C.26
Rincian Perkara Masuk Pada SIPP di Pengadilan Negeri Baturaj

Flenyuaunen _Laporan Fleloksanaan  Yegiatan Flengadilan Zinggi Flalembang “ahun 2019 88



Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 Perkara Putus Pada SIPP
Pengadilan Negeri Baturaja Pada Tahun 2019 Berjumlah 1059 Perkara

Dengan Rincian :

No. Jenis Perkara Jonvori Pebruari Maret Apd Mel Juni Juli Agustus September Oklober Nopember Desember Jumlah Perkara
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Gambar IV.C.27
Perkara Putus Pada SIPP Pengadilan Negeri Baturaja

Berikut ini Perbandingan Jumlah Perkara Masuk, Perkara Putus Serta Perkara
Yang Telah Diminutasi / Bulan Selama Tahun 2019 Pada SIPP Pengadilan
Negeri Baturaja
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Gambar IV.C.28
Grafik perkara SIPP Pengadilan Negeri Baturaja

A

g. Pengadilan Negeri Lahat

Senin, 2 April 2018 Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri
Lahat berlangsung kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) . Pengadilan Negeri Lahat. Kegiatan ini dibuka langsung oleh
Ketua Pengadilan Negeri Lahat, Bapak Yoga D.A Nugroho, SH , MH. Dalam
sambutannya, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lahat mengatakan bahwa
pengisian SIPP merupakan tanggung jawab bersama. Kinerja para hakim,
panitera pengganti, dan semua pengguna SIPP juga kinerja pengadilan
keseluruhan dapat secara langsung di lihat oleh Mahkamah Agung RI.

Karena itulah semua pihak harus disiplin dalam pengisian SIPP.
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Gambar IV.C.29
Sosialisasi SIPP Pengadilan Negeri Lahat

h. Pengadilan Negeri Prabumulih
Berdasarkan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) statistik perkara pada

SIPP Tahun 2019

Rasio Perkara 91.60%

Sisa Tahun Lalu 36 Perkara
Masuk Tahun 2019 369 Perkara
Minutasi Tahun 2019 371 Perkara

Gambar IV.C,30
Rasio SIPP di Pengadilan Negeri Prabumulih

Daftar minutasi terbaik dibulan Desember 2019 Bapak Yudi Dharma,
SH.,MH (Hakim, dan Mirsya Wijaya Kusuma, SH (Panitera Pengganti)
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Gambar IV.C.31
Monitoring SIPP Pengadilan Negeri Prabumulihb
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i. Pengadilan Negeri Pagaralam

Sosialisasi ini adalah penyampaian oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Pagar
Alam Bapak Rionaldo Sahat S. S.Kom. Membahas tentang fitur-fitur baru,
perbedaan antara SIPP versi 3.2.0_6 dengan versi sebelumnya dan simulasi
cara perekaman data perkara, juga disinggung mengenai Surat Edaran
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014
tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan
Peradilan Umum serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan
Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan
Peradilan Umum. Cara menggunakan Aplikasi SIPP versi 3.2.0 6 yang akan
digunakan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk Acara
Diikuti seluruh jajaran Hakim, Panitera Pengganti dan Karyawan Pengadilan
Negeri Pagar Alam, sosilisasi disampaikan oleh Sdr. Brendy Sutra sebagai

admin SIPP Pengadilan Negeri Pagar Alam.
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Gambar IV.C.32
Dashboard SIPP Pengadilan Negeri Pagaralam
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EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
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Gambar IV.C.33
Evaluasi SIPP Pengadilan Negeri Pagaralam

j. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Dalam rangka mewujudkan Peradilan modern berbasiskan Teknologi
Informasi dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi sebagaimana
tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-
144/KMA/SK/1/2011, maka Mahkamah Agung RI membangun dan
mengembangkan Aplikasi yang menunjang modernisasi lembaga Peradilan
vang salah satunya ialah Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4
(empat) Lingkungan Peradilan. Untuk mengimplementasikan hal tersebut,
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah mempunyai 2 (dua) komputer
server vang terdiri dari 1 (satu) komputer server utama, dan 1 (satu)
komputer server cadangan / backup yang mana telah terhubung dengan

aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Pekara).
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Gambar IV.C.34
Implementasi Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Pangkalan Balai
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AT PELATANAN PV

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
vang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik vyaitu setiap institusi
penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen vyang dibentuk berdasarkan
undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk
semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegitan tersebut dilaksanakan oleh
pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi
penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan
pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan
sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudan untuk memberikan kepastian hukum dalam
hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu,
pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan
hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem
penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya
perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelengaaran pelayanan
publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa
publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk
menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan Pembina dan
penanggung jawab. Pembina tersebut terdiri atas pimpinan lembaga Negara, pimpinan

kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga komisi
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Negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya; gubernur pada tingkat
provinsi; bupati pada tingkat kabupaten; dan walikota pada tingkat kota. Para Pembina
tersebut mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Sedangkan penanggung jawab adalah
pimpinan kesekretariatan lembaga atau pejabat yang ditunjuk Pembina. Penanggung
jawab mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan Kkelancaran penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja; melakukan
evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan melaporkan kepada Pembina
pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan
publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan; pengelolaan
pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan
kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi. Apabila terdapat ketidakmampuan,
pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan yang bertanggung jawab adalah
penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggaran. Dalam rangka
mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan
penyelenggaraan sistem pelayan terpadu. Selain itu, dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara
meliputi kegiatan vyang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau
pendukung pelayanan. Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan
tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya
dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada
penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai. Dalam keadaan darurat,
permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan
sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk
penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan
ketentuan perjanjian kerja sama tersebut dituangkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan;
penyelenggara berkewajiban untuk memberikan informasi terkait perjanjian kerja sama
tersebut kepada masyarakat; tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada
penerima kerja sama sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh
berada pada penyelenggara; informasi terkait identitas pihak lain dan identitas
penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh
penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat; dan
penyelenggara dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk mencantumkan alamat

tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah

Peny Lap Felnl Legi Pengadilan Tinggi Palembang Tohun 2019 95




diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat, laman, e-mail, dan kotak
pengaduan. Pihak lain yang dimaksud dalam hal ini wajib berbadan hukum Indonesia
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerja sama yang diselenggarakan tidak
menambah beban bagi masyarakat serta dalam rangka untuk menyelenggarakan
pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh
penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan
masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib
mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan meliputi dasar
hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian;
biaya/tariff; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi
pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah
pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam
bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-
raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan
penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasaan masyarakat sebagai
pihak vyang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen
mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat
mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari

harapan masyarakat.

A. AKREDITASI PELAYANAN PUBLIK

Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan untuk mewujudkan Kkinerja Peradilan
Indonesia yang prima (Indonesian Court Performance Excelfent - ICPE). Untuk
mewujudkan performa Badan Peradilan Indonesia yang unggul / prima melalui
penilaian terhadap 7 (tujuh) kriteria yaitu :

a. Kepemimpinan ({eadership)

b. Perencanaan Strategis (Strategic Planing)

C Fokus Pelanggan (Customer Focus)

d Manajemen Sumber Daya (Resources Management)

e. Proses Manajemen (Management Process)

f Sistem Dokumen (Document System)

g Hasil Kerja (Performance Result)

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan pengakuan formal yang diberikan oleh

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum terhadap kompetensi
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Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam melakukan kegiatan berdasarkan
penilaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan.

Adapun langkah - langkah yang dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang untuk

mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut :

a. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menerbitkan Surat Keputusan Nomor W6-
U/4180/0T.01.4/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Palembang dan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor  W6-
U/2389/0T.01.4/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019 Tentang Staf Teknikal
Akreditasi Pada Pengadilan Tinggi Palembang.

b.Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menunjuk Tim Audit Internal Pengadilan
Tinggi Palembang Nomor W6-U/1567/PS.04/1V/2019 Tanggal 05 April 2019,

¢. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Menerbitkan Surat Keputusan Nomor W6-
U/2623/0T.01.3/1X/2019 Tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan
Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi
Palembang.

d. Membuat Manual Sistem Manajemen Mutu. Adapun ruang lingkup
implementasi sistemm manajemen mutu Pengadilan Tinggi Palembang meliputi
seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit
di Pengadilan Tinggi Palembang yang meliputi :

- Manajemen Peradilan

- Administrasi Perkara

- Administrasi Persidangan

- Administrasi Umum

- Pelayanan Publik

- Pengelolaan Kas

- Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengawasan

- Penanganan Pengaduan

Waktu Nilai Sertifikat
Satuan Kerja Pelaksanaan APM Badan Waktu Surveilan Ket
Asessmen Peradilan Umum

I. Mei 2018
Pengadilan Tinggi II. November 2018

Palembang April 2019 A {exceliant) III. Mei 2019
IV. November 2019

V. Mei 2020
VI. November 2020

I. Mei 2018

Pengadilan Negeri : II. November 2018
Palembang ARl 2049 A (excellent) 111. Mei 2019

IV. November 2019

V. Mei 2020
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. November 2020

Pengadian Negeri
Lubuk Linggau

April 2019

A (excellent)

Mei 2018

. November 2018
. Mei 2019
. November 2019

Mei 2020

. November 2020

Pengadilan Negeri
Kayu Agung

Agustus 2019

A (excellent)

Mei 2018

. November 2018
. Mei 2019
. November 2019

Mei 2020

. November 2020

Pengadilan Negeri
Sekayu

April 2019

A (excellent)

Juni 2018

. Desember 2018
.Jun 2018
. Desember 2018

Juni 2019

. Desember 2019

Pengadilan Negeri
Muara Enim

April 2019

A (excellent)

ITI.
IV.

VI.

Mei 2018
November 2018
Mei 2019
November 2019
Mei 2020
November 2020

Pengadilan Negeri
Baturaja

November 2019

A (excelent)

II1.

I1I.
. November 2019

Mei 2018
November 2018
Mei 2019

Mei 2020

. November 2020

Pengadilan Negeri
Prabumulih

September 2019

A (excelent)

Mei 2018
November 2018

. Mei 2019
. November 2019

Mei 2020
November 2020

Pengadilan Negeri
Lahat

Oktober 2018

A (excelent)

Mei 2018

. November 2018
. Mei 2019
. November 2019

Mei 2020

. November 2020

10

Pengadilan Negeri
Pagaralam

Oktober 2019

A (excellent)

Mei 2018

. November 2018
. Mei 2019
. November 2019

Mei 2020

. November 2020

11

Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai

Dalam proses

Tabel V.A.L

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Perdilaan Umum Di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri

Se-Palembang Tahun 2019

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PTSP merupakan singkatan dari (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang
pengertianya adalah suatu kegiatan Penyelengaaran Perizinan dan Non Perizinan
berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi

yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya
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dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang
dilakukan dalam satu tempat.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program
pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi
pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good

Governance/kepemerintahan vang baik.

1. Dasar Hukum

Praktek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) saat ini menggunakan dasar hukum:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2014 di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM).

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman
Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam
Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Penanaman Modal di Bidang.

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Mahkamah Agung RI dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa
berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik
dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya
disebut “PTSP”). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung RI ingin memberikan
pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai
dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu

tempat sebagai wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di
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bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut. Oleh karena itu, Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sebagai salah satu direktorat

yang ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat

Keputusan dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018

tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan

Peradilan Umum. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan

pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal

sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu
pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip
dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas,
dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan meliputi seluruh pelayanan
administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana
diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

026/KMA/SK/IT/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan

perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk :

a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan.

b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi,

nepotisme

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud
dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan
atau kebutuhan-kebutuhan vyang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan
terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui
tahapan berikut:

a. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan.

b. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk
setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk
pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan.

c. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan
berkas/dokumen ke backoffice untuk diproes sesuai SOP yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh

Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaanya. Oleh

sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut,

Peny
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maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang

harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

a.

Memahami standar layanan pengadilan, prosedur administasi maupun
prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan.

Memahami profil Pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan,
peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
RI.

Memahami profil Pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan,
peraturan, keputuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
RI

Memilki kemampuan mengoperasikan computer.

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah serta

penampilan rapi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
1

Pengadilan Tinggi Palembang

Pengadilan Tinggi Palembang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM 3.5
Palembang, Sumatera Selatan, 30151. Pelayanan terpadu satu pintu pada
Pengadilan Tinggi Palembang telah berjalan sebagaimana mestinya yang
didukung dengan perangkat computer untuk bagian kepaniteraan dan bagian
kesekretariatan. Setiap pencari keadilan yang ke Pengadilan Tinggi Palembang
melapor ke PTSP dalam hal keperluan yang. Ruangan PTSP dilengkapi dengan
pojok informasi yang berguna sebagai informasi yang ada di Pengadilan Tinggi
Palembang seperti SIPP, SIWAS, Website Pengadilan Negeri Se Sumatera

Selatan.

\ ThF{PAblél

SATU PINTU [PTSP)

DILAN TINGGI PALEMBANG

Gambar V.B.1
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PTSP Pengadilan Tinggi Palembang

2. Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai No.16
Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Sungai Pangeran Kecamatan Ilir TImur I, Kota
Palembang Sumatera Selatan. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
berfungsi sebagai tempat para pencari keadilan yang ingin mengetahui
perkara yang sedang berjalan dan/atau perkara yang belum berjalan di
persidangan juga sebagai informasi kepada masyarakat umum untuk mencari
informasi seputar Pengadilan Negeri Palembang, serta terpusatnya pelayanan
administrasi Pengadilan Negeri Palembang mulai dari pelayanan surat masuk
dari Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Kepaniteraan Hukum,
Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraa Pidana, Kepaniteraa Tipikor, dan
Kepaniteraa PHI, semua telah di pusatkan pada meja Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP), meja informasi dilengkapi dengan layar televisi imformasi
mengenai informasi jadwal sidang, peraturan di ruang sidang ,video gugatan
sederhana. Layar antrian pelayanan PTSP beserta mesin antrian untuk
mencetak nomor antrian, layar touchscreen untuk survey atas pelayanan di

meja PTSP Pengadilan Negeri Palembang.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |PTSP|
PENGADILAN HEOLR| SRAENGLES VELLL 14 LHIGUE

Gambar V.B.2
Petugas PTSP Pengadilan Negeri Palembang
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Gambar V.B.3
PTSP Pengadilan Negeri Palembang

3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Depati Said No. 29,
Tapak Lebar, Lubuk Linggau Bar II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan
31613.1
1. Data Dukung Virtual Assistant

Nama Inovasi . Virtual Assistant
Keterangan : Pelayanan Informasi Perkara pada Pengadilan
Negeri

Gambar V.B.4

Contoh Permintaan denda tilang melalui whatsapp

Peny
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2. Data Dukung Apalikasi E-SKM
Nama Inovasi : E-SKM
Keterangan : Aplikasi berbasis web survei Kepuasan
Masyarakat secara Elektronik

Survel Kepuasaan Masyarakat (Pengadiian Neger LUDUKIrggay)

Gambar V.B.5
Gambar Halaman Awal Aplikasi E-SKM

Formulir <uisicner Surve: Kepuasan Masyarakat {5KM)

D

- .
.

o

T

Gambar V.B.6

Gambar Halaman Pertanyaan Survei
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K+

Beranda

Grufik Kuolikes Pelayurion

Gambar V.B.7

Gambar Grafik Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

4. Pengadilan Negeri Sekayu

Pengadilan Negeri Sekayu yang beralamat di Jalan Merdeka No. 485, Serasan
Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711. Dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna
mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan
terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. Perubahan sistem
pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Negeri melalui satu pintu. Wujud
keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap
penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada
Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Adapun tujuan dari PTSP adalah
Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang
prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Ruang lingkup PTSP
meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang

berlaku. Penyelenggaraan PTSP Pengadilan Negeri Sekayu Kelas 1II
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dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan

Hukum, serta Subbagian Umum dan Keuangan.

Gambar V.B.8
PTSP Pengadilan Negeri Sekayu

5. Pengadilan Negeri Muaraenim

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses
dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adalah mewujudkan proses
pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar
vang telah di tetapkan. Serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel,
dan anti korupsi, kolusi, hepotisme.
Pada tanggal 22 Mei 2018 bertempat di Pengadilan Negeri Sekayu, Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri meresmikan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Maka,
Pengadilan Negeri Muara Enim telah melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdiri dari 4 (empat)
layanan : layanan umum dan keuangan, pidana, perdata, dan hukum. Selain
itu pada PTSP juga terdapat layanan meja informasi dan pengaduan, serta
layanan pojok e-court. PTSP pada meja umum dan keuangan bertugas
menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat vyang ditujukan dan
dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri. PTSP pada meja kepaniteraan
perdata bertugas menerima pendaftaran perkara baik permohonan, gugatan
maupun gugatan sederhana tingkat pertama, banding atau kasasi dan
layanan-layananan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan perdata. PTSP
pada meja kepaniteraan pidana bertugas menerima pelimpahan perkara
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pidana, pendaftaran perkara pidana, permochonan izin/persetujuan
penggeledahan/penyitaan/pemusnahan barang bukti/perpanjangan
penahanan/pembantaran dan menyerahkan permohonan yang telah ditanda
tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, dan layanan-layanan lain
vang berhubungan dengan kepaniteraan pidana. PTSP pada meja kepaniteraan
hukum bertugas menerima permohonan pendaftaran pendirian
CV/waarmaking surat-surat, pendaftaran surat kuasa/legalisasi surat,
permohonan keterangan data perkara, permochonana surat keterangan tidak

tersangkut perkara, layananan pengaduan SIWAS MARI dan layanan-

layananan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum.

Gambar V.B.9
PTSP Pengadilan Negeri Muaraenim

Gambar V.B.10

Pengunjung PTSP Pengadilan Negeri Muaraenim
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Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik guna
mempermudah akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan
aplikasi PTSP plus.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU+ & & s
PINGADILAN NCGERI MUARA [NIM

Super Adminstrator

Stper Mt

.  - g
]

Slalivik Sunal Meuk Satesit PrisksarssnnSuet Mask Dista Saral. iz DN =2 Pergarsesan Prlabsas ral Mah

¥ IpiHemsto Homor Surt: Peegnm Stams.

Hamateting secekfs

Gambar V.B.11
Aplikasi PTSP PlusP Pengadilan Negeri Muaraenim

Adapun surat masuk di bagian umum dan keuangan pada aplikasi PTSP plus
selama tahun 2019 adalah sebanyak 1171 surat dan surat keluar sebanyak
2288 surat. Khusus di PTSP kepaniteraan Hukum untuk mempermudah
masyarakat yang ingin membuat surat keterangan tidak tersangkut perkara,
masyarakat bisa menggunakan aplikasi era terang yang dapat di unduh

secara online melalui link : https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id

dan permohonan online tersebut akan di proses melalui layanan aplikasi PTSP
plus. Pada tahun 2019 surat keterangan tidak tersangkut perkara melalui era
terang yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim sebanyak 2767

surat keterangan.

6. Pengadilan Negeri Kayuagung

Pengadilan Negeri Kayuagung yang beralamat di Jalan Letnan Muchtar Saleh
No.119. Kota Kayuagung Paku, Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering.
Pengadilan Negeri Kayu Agung telah melakukan beberapa perubahan

mendasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun beberapa perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan,

terukur dan terjangkau, Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menerapkan
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pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Penerapan pelayanan terpadu satu
pintu ini didasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri. Dalam menunjang proses bisnis yang berjalan di setiap
bagian vyaitu untuk bagian umum dan keuangan, kepaniteraan muda
pidana, kepaniteraan muda perdata dan kepaniteraan muda hokum.
Pengadilan Negeri Kayu Agung telah memaksimalkan aplikasi PTSP+ versi
2.2.-2 (terbaru) yvang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum MA RI. Adapun menu yang disediakan dari aplikasi PTSP+ ini adalah
sebagai berikut :
a. Bagian Umum dan Keuangan
Register Surat Masuk
Register Surat Keluar
b. Kepaniteraan Muda Pidana
Register Penyitaan
Register Penggeledahan
c. Kepaniteraan Muda Perdata
Register Surat Masuk (Disposisi Surat)
d. Kepaniteraan Muda Hukum
Register Surat Keterangan
e. Bagian Lainnya
- Register Surat Masuk (Disposisi Surat dari Ketua / Wakil Ketua sampai

ke level staf)

Gambar V.B.12
Pelayanaan Terpadu Pengadilan Negeri Kayuagung
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2.

Gambar V.B.13

Pengunjung PTSP Pengadilan Negeri Kayuagung

Aplikasi Antrian PTSP

Aplikasi Antrian PTSP adalah aplikasi yang digunakan untuk manajemen antrian

pada layanan masyarakat agar mempermudah masyarakat dan pencari

keadilan dalam memperoleh hak nya untuk dilayani, serta memberi kemudahan

pada petugas pelayanan yang dituntut ramah cepat dan tepat dalam memberi

pelayanan. Terdapat 4 jenis layanan yang biasa digunakan oleh masyarakat

pada aplikasi antrian PTSP ini yaitu pelayanan pada kepaniteraan muda pidana,

kepaniteraan muda perdata, kepaniteraan muda hukum dan informasi dan

pengaduan. Dengan adanya aplikasi antrian PTSP ini pelayanan kepada

masyarakat dapat lebih tertib dan teratur. Adapun mekanisme pemberian

nomor antrian PTSP adalah sebagai berikut :

v Petugas keamanan/satpam menanyakan keperluan apa yang hendak
didapatkan oleh masyarakat/pencari keadilan ke pengadilan.

v Setelah itu petugas keamanan/satpam memberikan nomor antrian sesuai
dengan bagian yang akan dituju oleh masyarakat/pencari keadilan.

¥v"  Masyarakat/pencari keadilan menunggu dan akan dipanggil oleh petugas

PTSP dari aplikasi antrian PTSP melalui pengeras suara/speaker.

Berikut ini screenshot aplikasi antrian PTSP :

Form tombol antrian /cetak antrian

Peny
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Gambar V.B.14
Antrian PTSP Pengadilan Negeri Kayuagung

- Form Panggilan Petugas PTSP
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Gambar V.B.15
Antrian PTSP Pengadilan Negeri Kayuagung

- Form Monitor Antrian
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Gambar V.B.16
Form Monitor Antrian PTSP Pengadilan Negeri Kayuangung

7. Pengadilan Negeri Baturaja
Pengadilan Negeri Baturaja yang beralamat di Jalan HS.Simajuntak No. 0792,
Baturaja Lama Tim,Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32121
merupakan Pengadilan Kelas II yang ada diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi

Palembang

T_DATANG DI PENGADILAN NEGH

Gambar V.B.17
Pelayanaan Terpadu Pengadilan Negeri Baturaja

Bagian depan PTSP Pengadilan Negeri Baturaja terdiri dari loket pelayanan
kepaniteraan pidana, kepaniteraan hokum, kepaniteraan perdata dan loket
pelayanan umum.

7Y I
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MEJA INFORMAS)
& PENGADUAN

Gambar V.B.18

Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Negeri Baturaja

Bagian kanan PTSP Pengadilan Negeri Baturaja terdiri dari loket meja informasi
dan pengaduan, loket pelayanan perkara perdata secara elektronik atau pojok
pelayanan E-court, pada meja informasi terdapat mesin antrian PTSP serta

perangkat audio peringatan anti gratifikasi.

Gambar V.B.19

Ruang tunggu pelayanan terpadu Pengadilan Negeri Baturaja

Pada bagian kiri ruang PTSP Pengadilan Negeri Baturaja terdapat ruang tunggu
pelayanan PTSP serta adanya meja inzaghe untuk memeriksa berkas perkara

perdata, anjungan android sistem untuk pelayanan informasi pengadilan,
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terdapat monitor layanan informasi dan produk pelayanan hukum Pengadilan

Negeri Baturaja.

Gambar V.B.20

Pelayanan pencarian data SIPP web Pengadilan Negeri Baturaja

Pada bagian sisi kanan ruang tunggu PTSP terdapat android sistem untuk
pencarian informasi Pengadilan Negeri Baturaja serta 2 (dua) buah computer
yang dapat digunakan untuk pelayanan pencarian data SIPP web bagi
masyarakat, untuk pengisian atau pendaftaran surat keterangan pada aplikasi
eraterang, untuk pengisian pendaftaran perkara secara elektronik atau
pendaftaran melalui aplikasi E-court dan dapat juga digunakan oleh
masyarakat untuk pencarian data putusan pada direktori putusan Mahkamah

Agung RI.

Gambar V.B.21

Mesin antrisn PTSP Pengadilan Negeri Baturaja

Penyusupan
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8. Pengadilan Negeri Lahat
Pengadilan Negeri Lahat yang beralamat di jalan H. Burlian, Bandar Jaya,
Bandar, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31412.
Penerapan PTSP PENGADILAN NEGERI LAHAT tujuan untuk:
1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi,
nepotisme.
Selain itu, aspek penting dilaksanakannya pragram PTSP PENGADILAN NEGERI
LAHAT ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka
melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang
diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang

mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Gambar V.B.22
PTSP Pengadilan Negeri Lahat

9. Pengadilan Negeri Prabumulih
Pengadilan Negeri Prabumulih yang beralamat di Jalan Sudirman KM 12,
Sindur, Prabumulih, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, 31144. Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Prabumulih Dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna
mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan
terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. perubahan sistem

pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi
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dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri
melalui satu pintu.Berdasarkan SK Dirjen Badilum No
77/DIJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.Pengadilan Negeri

Prabumulih sudah menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP bertujuan:

a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi

dan nepotisme

Tugas dan Tanggungjawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada Pengadilan Negeri Prabumulih:

Kepaniteraan Pidana :

¢ Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan
cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik

¢ Menerima pendaftaran permohonan praperadilan

¢ Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali
dan grasi

¢ Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali

¢ Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan
peninjauan kembali

¢ Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan danmenyerahkan
izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua
Pengadilan

e Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan
izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan

¢ Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan
atau pelelangan barang bukti

¢ Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan
penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua
Pengadilan

¢ Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan
pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan

¢ Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk

¢ Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang

telah ditandatangani Ketua Pengadilan
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Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi

penyelesaian perkara pidana/kekhususan.

Kepaniteraan Perdata :

Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa

Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana

Menerima Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan

Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek

Menerima Pendaftaran perkara permohonan

Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan
kembali

Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali
Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam
permohonan peninjauan kembali

Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama

Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara

Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan

Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi

Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi

Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang
konsinyasi

Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding,
kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi

Menerima Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU,
dan BPSK.

Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit.

Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi

penyelesaian perkara perdata/kekhususan.

Kepaniteraan Hukum :

Permohonan pendaftaran pendirian CV

Permohonan waarmaking surat-surat

Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan
perdata

Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk
melaksanakan penelitian dan riset

Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang

telah berkekuatan hukum tetap
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» Permohonan pendaftaran surat kuasa

» Permohonan legalisasi surat

« Permochenan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144

+« Permchonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila
diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.

« Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak vang
berkepentingan

= Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI

» Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum

= Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi

penyelesaian perkara pidana/kekhususan

Sub Bagian Umum dan Keuangan :
« Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat vang ditujukan dan yang

dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri

Gambar V.B.23

PTSP Pengadilan Negeri Prabumulih

10. Pengadilan Negeri Pagaralam
Pengadilan Negeri Pagaralam yang beralamat di Kompleks perkantoran
Gunung Gare, Dempo Makmur, Dempo Utara, Kota Pagaralam, Sumatera
Selatan 31581. PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian
produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adalah
mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur

sesuai dengan standar yang telah di tetapkan. Serta memberikan pelayanan
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yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Pada tanggal 22
Mei 2018 bertempat di Pengadilan Negeri Sekayu, Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri meresmikan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Maka, Pengadilan
Negeri Pagar Alam telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdiri dari 4 {(empat) layanan : layanan
umum dan keuangan, pidana, perdata, dan hukum. Selain itu pada PTSP juga
terdapat layanan meja informasi dan pengaduan, serta layanan pojok e-court.
PTSP pada meja umum dan keuangan bertugas menerima dan menyerahkan
seluruh  surat-surat vyang ditujukan dan dikeluarkan kesekretariatan
Pengadilan Negeri. PTSP pada meja kepaniteraan perdata bertugas menerima
pendaftaran perkara baik permohonan, gugatan maupun gugatan sederhana
tingkat pertama, banding atau kasasi dan layanan-layananan lain vang
berhubungan dengan kepaniteraan perdata. PTSP pada meja kepaniteraan
pidana bertugas menerima pelimpahan perkara pidana, pendaftaran perkara
pidana, permohonan izin/persetujuan penggeledahan/penyitaan/pemusnahan
barang bukti/perpanjangan penahanan/pembantaran dan menyerahkan
permohonan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar
Alam, dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan
pidana. PTSP pada meja kepaniteraan hukum bertugas menerima
permohanan pendaftaran pendirian CV/waarmaking surat-surat, pendaftaran
surat kuasa/legalisasi surat, permchonan keterangan data perkara,
permohaonana surat keterangan tidak tersangkut perkara, layananan
pengaduan SIWAS MARI dan layanan-layananan lain yang berhubungan

dengan kepaniteraan hukum.

Gambar V.B.24

Masin antrisn PTSP Pengadilan Negeri Pagaralam
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11. Pengadilan Negeri Pangkalanbalai

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan HM.Asyik KM 16
Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Menindaklanjuti keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DIU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terus
berupaya meningkatkan mutu Pelayanan Satu Pintu (PTSP) termasuk standar
kenyamanan. Hal ini juga didukung oleh komitmen bersama antara pimpinan
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai beserta jajarannya. Salah satunya dengan
adanya SK Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentang Penunjukan
Pengawas Meja PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : W6-
U10/66/KP.04.6/X1/2019.

Gambar V.B.25
PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

\ -"—74 ‘.’-l {l

Gambar V.B.26

Pengunjung PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan balai
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C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi dalam suatu Instansi atau Pengadilan sangat diperlukan karena dengan

adanya inovasi akan menjadikan Pengadilan tersebut lebih maju dari Pengadilan lain.

Baik dalam hal pelayanan dan kreatifitas dari suatu Pengadilan tersebut.

Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan

Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang :

1. Pengadilan Tinggi Palembang

a.

Pengadilan Tinggi Palembang telah mempunyai inovasi yang berhubungan
dengan perkara yaitu Pembacaan berkas bersama secara elektronik sesuai
deng Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: W6-
U/3942/KP.01/10/2019 Tanggal 8 Oktober 2019, Inovasi ini dimaksudkan
untuk mempercepat proses pembacaan berkas perkara oleh majelis hakim

tanpa menunggu pendistribusian berkas secara fisik.

CARA KERJA:

Semua hakim diwajibkan mempunyai akun e-mail G-Mail ) google mail)
Setelah berkas perkara diterima dan ditetapkan majelis hakimnya yang
menyidangkan perkara oleh Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan melalui aplikasi
SIPP, masing-masing operator di kepaniteraan yang bersangkutan akan
segera mengirimkan softcopy berkas perkara (bundel B) yang berupa
penetapan penunjukan majelis hakim, putusan, memori banding, dan kontra
memori banding kepada ketua majelis dan hakim anggota melalui e-mail (G-
Mail), sehingga Ketua Majelis dan Hakim Anggota sudah dapat mempelajari
berkas secara bersama-sama atau dalam waktu yang bersamaan;

Dengan inovasi ini proses musyawarah menjadi lebih cepat dan labih lancar
serta pembuatan putusan secara elektronik maupun editing putusan melalui
aplikasi google docs oleh majelis hakim menjadi lebih mudah dan lebih
cepat sehingga proses penyelesaian perkara yang adil dan tepat menjadi

lebih cepat pula,
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Gambar v.C.27

E-mail pembacaan berkas bersama

b. TV Informasi Pengadilan TInggi
Pengadilan Tinggi memberikan informasi tentang Keadaan Pengadilan Tinggi
Palembang baik yang berisi data seluruh ASN di Pengadilan Tinggi Palembang,
Informasi perkara, Kegiatan Pengadilan dan lain sebagainya. Disisi lain
Pengadilan Tinggi juga memberikan informasi melalui website Pengadilan
Tinggi Palembang, Media Sosial berupa Facebook Pengadilan Tinggi
Palembang, Instagram Pengadilan Tinggi Palembang

Gambar Vv.C.28

TV informasi Pengadilan Tinggi Palembang

c. Pojok E-court
Pojok e-court Pengadilan berisi informasi mengenai e-court, website
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
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Palembang, informasi mengenai Sistem Informasi Pengawasan dan lain
sebagainya.
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Gambar v.C.29
Pojok e-court Pengadilan Tinggi Palembang

2. Pengadilan Negeri Palembang

Inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut :

a. Aplikasi Antrian PTSP
Pengadilan Negeri Palembang telah menerapkan antrian pelayanan pada meja
PTSP (Pidana,Tipikor,Perdata,PHI,Hukum) melalui Aplikasi yang dapat
mempermudah dalam melayani masyarakat pengguna pengadilan di meja PTSP
sesuai nomor urutan yang keluar pada mesin cetak otomatis, sehingga
pelayanan lebih tertib, mudah, dan nyaman.

b |

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
DATFTAR ANTRIAN

Counter 1 - ITukum Couater 2 - Tipikor Counter 3 - Pidana Counter 4 - Perdata Counter 5 - PIIT

_C-_

Gambar v.C.30

Antrian PTSP Pengadilan Negeri Palembang
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b. Aplikasi Survey Pelayanan Meja PTSP

Aplikasi ini memberikan kesan terhadap pelayanan meja PTSP berupa sangat
puas,puas, cukup puas, dan tidak puas yang mana hasil kepuasan publik ini
dapat dicetak dalam bentuk laporan bulanan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negen Palembang Kzlas 1A Khusus .
" nmn A, Rh‘I mq !13!}- NIII.D

syanan yang Anda Kunjungi

7 oS
m 7o 2 . S\l
O < - @ ® e
/
N = :
Sangat Pua Fi Cukup Puas Tidak Pu
] o

Home PgUp

End PgDr

Insert  Pause

Gambar V.C.31
Survey Pelayanan Meja PTSP Pengadilan Negeri Palembang

¢. Audio Gratifikasi

Audio anti Grativikasi merupakan komitmen pelavanan publik yang
mengingatkan pada warga Pengadilan Negeri Palembang dan masyarakat

umum untuk anti gratifikasi dalam mewujudkan Wilayah WBK / WBBM.

Audio Peringatan Anti Gratifikasi

Surat Edaram Sekretarls Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019

Anti Gratifikasi (2 jam sekali)

. Anti Gratifikasi Sebelum Persidangan (Perempuan)

Anti Gratifikasi Sebelum Persidangan (Laki-laki)

Gambar V.C,32

Audio Peringatan anti gratifikasi Pengadilan Negeri Palembang
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d. Hotline Pengadilan Negeri Palembang

Layanan hotline ini di buat untuk memberikan informasi bagi pengguna jasa
layanan pengadilan dengan cepat dan tepat dalam hal para pihak
membutuhkan informasi untuk kebutuhan mereka, sebaliknya pihak
Pengadilan Negeri Palembang memberikan informasi yang dianggap perlu
kepada para pihak, seperti untuk pelaksanaan e-Court para pihak dapat
menanyakan kendala baik teknis atau persidangan, dan Hakim disamping fitur
catatan dalam e-Court dapat menyampaikan informasi atau berita yang
sempat terlewatkan untuk dikomunikasikan kepada pihak baik putusan sela,
intervensi, pemeriksaan setempat, dan lainnya. Pengelola Hotline sifatnya
fleksibel yang ditujukan risk manajemen sidang e-Court dan sekaligus
pendeteksi kendala yang dihadapi oleh pihak berperkara dalam pelaksanaan
e-Court. Dari layanan Hotline metode yang digunakan salah satunya vaitu
SMS, dimana pengguna jasa layanan pengadilan yang tidak mempunyai paket
data internet dapat bertanya melalui sms yang akan dijawab oleh operator

Hotline yang ditunjuk dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Palembang.

¥, melaluf SMS / Whatsapp ke Hotline
®0811 - 714

Gambar V.C.33

Hotline Pengadilan Negeri Palembang

e. WA Gateway (Sibangjaya)
WA gateway : Dari layanan Hotline metode yang digunakan salah satunya
yaitu Wa gateway yang diberi nama ".SiBangJlayo" Sistem Informasi PN
Palembang Jawab Apa Saja. dimana setiap pertanyaan yang diajukan

melalui Wa akan dijawab secara otomatis oleh sistem dan terekam
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Gambar V.C.34

WA gateway Pengadilan Negeri Palembang

3. Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Pengadilan Negeri Lubuklinggau mempunyai inovasi yang digunakan untuk
kegiatan dan aktifitas Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yaitu :
1. Inovasi Virfual Assistant vyaitu Pelayanan Informasi Perkara pada
Pengadilan Negeri Lubuklinggau Menggunakan aplikasi Whatsapp

Gambar v.C.35
Virtual Asistant Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

2. Inovasi E-SKM vyaitu Aplikasi berbasis Web Survei Kepuasan Masyarakat

secara elektronik
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Survei Kepuasaar Masyarakal (Pengad lan Negen Lubuklinggau)
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Gambar V.C.36

Halaman awal aplikasi e-skm Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Formulir Kuisioner Survei Kepuasen Masyarakat [SIKM)

Gambar V.C.37

Halaman pertanyaan survey Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
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Beranda

Gambar V.C.38
Grafik kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Lubuk linggau

4. Pengadilan Negeri Sekayu

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan
percepatan bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Sekayu serta
peningkatan kinerja bagi Pegawai Pengadilan Negeri Sekayu, maka perlu
adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi
kebutuhan tersebut. Berikut beberapa inovasi dikembangkan oleh tim IT di
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II :

a. SPPT (Sistem Pelayanan Pidana Terpadu)

Aplikasi Sistem Pelayanan Pidana Terpadu (SPPT), adalah sebuah aplikasi
yang dipasang di hosting internet untuk memberikan pelayanan sehubungan
dengan Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Sekayu, tujuannya
untuk mempermudah proses permohonan yang diajukan oleh pemohon ke
Pengadilan Negeri Sekayu, dimana sebelumnya para pemohon mengajukan
permohonan harus datang ke Pengadilan Negeri Sekayu secara langsung,
dengan adanya aplikasi ini maka para pemohon hanya meng upload dokumen

yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Sekayu.
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Gambar V.C.39
Beranda Aplikasi SPPT Pengadilan Negeri Sekayu

Pengadilan Negeri Sekayu memiliki wilayah hukum yang cukup luas yakni

14.477 KM2, sehingga jarak tempuh dari pemohon ke Pengadilan Negeri

Sekayu relatif jauh dan waktu tempuh juga lama, jalan yang dilalui juga

terdiri dari jalan rusak dan jalan tanah, hal ini memperbesar resiko

diperjalanan, instansi pengguna layanan Kepaniteraan Muda Pidana terdiri

dari :

1. Polres Musi Banyuasin

2. Polsek Sekayu

3. Polsek Babat Toman 10.
4, Polsek Sanga Desa 171
5. Polsek Keluang 12.
6. Polsek Tungkal Jaya 13.
7. Polsek Sungai Lilin 14.

Polsek Babat Supat

Polsek Lais

Polsek Bayung Lencir

Polsek Sungai Keruh

Polsek Batang Hari Leko
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

Lembaga Pemasyarakatan Sekayu

Dimana para pengguna dari kepolisian dapat mengajukan permohonan

sehubungan dengan :

Persetujuan/izin penyitaan

Persetujuan/izin penggeledahan

1
2
B Perpanjangan Penahanan
4

Penetapan diversi
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Gambar V.C.40

Menu Pengguna Polisi Pengadilan Negeri Sekayu

Pengguna dari kejaksaan negeri dapat mengajukan permohonan sehubungan
dengan :

1. Perpanjangan Penahanan

2. Penetapan diversi

3. Jadwal sidang pidana

< L ‘Q o = sppt.sekayu.id/index;

=
= Kepolisian - ' “.,"J 13
|
Kejaksaan - BN Tois
Ponahanan —
1=
Diversi
Jsdwal Sicdang - =

Gambar V.C.41

Menu Pengguna Jaksa Pengadilan Negeri Sekayu

Sedangkan pengguna dari lembaga pemasyarakatan hanya akan

mendapatkan informasi sehubungan dengan :
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1. Petikan Putusan

2. Jadwal sidang pidana
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Gambar V.C.42

Menu Pengguna Lapas Pengadilan Negeri Sekayu

Dengan adanya aplikasi SPPT ini maka para pemohon atau pengguna aplikasi
dapat dengan langsung mengajukan permohonan memalui aplikasi dan akan
segera diproses dan di validasi melalui aplikasi tersebut juga, ataupun para
pengguna juga akan mendapatkan informasi sehubungan dengan perkara

pidana yang sedang ditangani di Pengadilan Negeri Sekayu.

b. Aplikasi Antrian PTSP

Sesuai dengan amanat Perdirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018,
vang mengharuskan setiap Pengadilan untuk memiliki Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) vyang terdiri dari Pelayanan Kepaniteraan Pidana,
Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum dan Bagian Umum, guna
mempermudah pengguna layanan Pengadilan tersebut. Untuk menunjang
pelayanan tersebut maka Pengadilan Negeri Sekayu juga membuat aplikasi
antrian sidang agar para pengguna layanan PTSP dapat mengetahui kapan
akan dilayani oleh masing-masing bagian tersebut, Hal ini tentunya akan
menciptakan keteraturan dalam hal memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

Peny

.
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Gambar V.C.43
Menu Antrian PTSP Pengadilan Negeri Sekayu

a. Aplikasi Antrian Sidang
Layanan utama Pengadilan Negeri adalah pelayanan persidangan
perkara, baik perkara Pidana maupun perkara Perdata. Jumlah perkara di

Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2019 adalah :

1. Perkara Pidana Biasa 1 697
2. Perkara Pidana Anak : 26
3. Perkara Perdata Gugatan i
4. Perkara Perdata Gugatan Sederhana 1 47
5. Perkara Permohonan 141

Untuk memberikan pelayanan yang optimal, maka untuk proses
persidangan juga dibuat aplikasi antrian sidang, sehingga dalam
memberikan pelayanan masyarakat mengetahui kapan perkara tersebut
akan disidangkan. Dimana rata-rata dalam 1 (satu) hari majelis hakim

menyidangkan 15-20 perkara.
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Gambar V.C.44

Jadwal sidang Pengadilan Negeri Sekayu

Dengan telah dikembangkannya beberapa layanan dengan memanfaatkan
teknologi seperti SPPT yang mengharuskan pemohon untuk meng upfoad
dokumen secara elektronik kemudian Pengadilan Negeri Sekayu juga
mengoptimalkan pelayanan dengan cara menerapkan Tanda Tangan
Elektonik yang sesuai dengan Pasal 11 ayat 1, UU No 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 52 ayat 1 dan 2
PP No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Serta Peraturan OJK No 77/2016 pasal 1 ayat 15. Sehingga dokumen
vang dihasilkan akan ditandatangi secara elektronik oleh Pengadilan
Negeri Sekayu yang telah tersertifikasi oleh BPPT (Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknoligi ) Jakarta, sehingga dokumen tersebut memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang di tandatangani

secara konvensional.
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Gambar V.C.45

Dokumen yang ditandatangani secara elektronik Pengadilan Negeri Sekayu

5. Pengadilan Negeri Kayuagung

Inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Kayuagung

a.

Sterilisasi Area

Dalam rangka mewujudkan Kawasan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dibutuhkan
sebuah design tata ruang kantor yang dapat menjamin hal tersebut.
Penataan tata ruang yang tepat dan nyaman membantu Pengadilan
Negeri Kayu Agung untuk menghilangkan praktek suap, pungli dan
gratifikasi. Tata ruang ini disebut Sterilisasi Area. Dengan
mengoptimalkan bentuk/design kantor yang ada akses masuk ke setiap
ruangan di Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak bisa bebas seperti
biasanya. Akses masuk pengunjung sidang dan para pencari keadilan
(pengguna layanan PTSP) sudah dibedakan kemudian untuk tamu yang
akan menemui hakim ataupun pegawai sudah disediakan ruang tamu
terbuka yaitu dengan mencatat biodata pada buku tamu kemudian diberi
kalung tanda pengenal dan diantar oleh petugas keamanan menuju ruang
tamu terbuka melalui pintu yang difasilitasi oleh access finger print.
Selanjutnya untuk mencegah praktik korupsi telah disediakan lemari
penitipan barang dan box gratifikasi. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri
Kayu Agung menjadi salah satu satuan kerja yang diusulkan Mahkamah
Agung RI untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dari Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi

hanya saja, predikat tersebut belum berhasil didapat. Capaian yang

Peny

.
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belum berhasil ini akan PN Kayu Agung jadikan acuan untuk

meningkatkan kinerja selama ini.

c. Sistem Antrian Sidang
Dalam menjalankan proses persidangan Pengadilan Negeri Kayu

Agung telah memiliki aplikasi sistem antrian sidang. Berikut ini prosedur

pemanggilan sidang di Pengadilan Negeri Kayu Agung :

a) Petugas Meja Informasi / operator Mendata Pihak yang telah hadir
sesuai laporan yang masuk di meja informasi dengan aplikasi Rol
Sidang

b) Sidang pada Nomor Perkara yang telah diabsensi akan menampilkan
status Siap Sidang .

¢) Panggilan Sidang akan berbunyi dan memanggil Majelis, dan Pihak
untuk memasuki ruang sidang sesuai jadwal persidangan di SIPP.

d) Panggilan Sidang hanya bisa dilakukan di dalam ruang yvang sama

apabila sidang sebelumnya telah dinyatakan selesai.

= C @ 0 &% 192168107 w0 *r NOD®OQasur» =
ROLL SIDANG PENGADILAN NEGERI Kayuagung

Tanggal akan terisi otomatis sesuai tanggal hari ini, akan tetapi jika ingin
menampikan Roll Sidang selain hari ini, silahkan masukkan dengan format

\fpenlmnwmoh : 25.03-2016

.

B0 e ‘B

Gambar v.C.45

Antrian sidang Pengadilan Negeri Kayuagung

d. Pojok E-Court
E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya
untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksir biaya perkara
secara online, pemanggilan sidang yang dilakukan secara elektronik dan
persidangan secara elektronik. Pengadilan Negeri Kayu Agung berinisiatif
untuk membuat pojok e-court. Pojok e-court ini bertujuan untuk membantu

para advokat dan pengquna lainnya untuk mendaftarkan akun dan perkara
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secara elektronik. Walaupun dari segi fasilitas hanya sebatas memanfaatkan
barang inventaris yang ada pojok e-court ini telah banyak dimanfaatkan oleh
para advokat dan penggula lainnya dalam berproses perkara melalui e-
court. Pojok e-court ini akan selalu diperbarui menyesuaikan anggaran yang

ada pada Pengadilan Negeri Kayu Agung.

Gambar V.C.47

Pojok e-court Pengadilan Negeri Kayuagung

Survei Kepuasan Masyarakat Online {(SKM Onling)

Saat ini Pengadilan Negeri Kayu Agung memiliki aplikasi Survei Kepuasan
Masyarakat secara online. Aplikasi ini dibuat dengan berbasis web mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun2017. SKM online ini akan menghasilkan
laporan secara terperinci mengenai Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,
Mutu Pelayanan sampai Kinerja Unit Pelayanan yang semuanya bermuara
pada Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan menggunakan pengukuran
Skala Likert dan dengan perhitungan yang komprehensif sehingga dapat
menjadi acuan untuk satker dalam mengambil langkah-langkah
pembenahan apabila terdapat hal-hal yang kurang dalam performa
pelayanan yang dibagi dalam 9 Unsur Pelayanan.
Daftar pertanyaan yang disajikan dalam aplikasi ini pada mode kuisioner
dapat sepenuhnya dikontrol cleh administrator dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor 14 Tahun 2017. begitupun juga dengan opsi ketidak
puasan pelanggan/pengguna layanan. Di bawah ini screenshot aplikasi

SKM Online Pengadilan Negeri Kayu Agung :
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v Aplikasi ini dapat di akses pada alamat http://e-skm.pn-kayuagung.go.

Survei Kepuasan Masyarakat (Pengadilan Negeri Kayuagung)

Urmur Rezpondan® VHiFar T ApaEaes

Jens Kelamin® @ Lan Lab D Pt

Pandidikan Tarakhir ~ Pl Peeaid e —

Pakarfaan Ltama’ — P Prpadace —

Keeleranaan == aus diz

Gambar v.C.48
SKM Pengadilan Negeri Kayuagung

f.  Survey Harian Elektronik
Survey harian elektronik ini digunakan untuk menilai pelayanan
sehari-hari Pengadilan Negeri Kayu Agung kepada masyarakat. Terdapat 4
kategori penilaian yaitu :
v' Sangat Puas
v' Puas
v Tidak Puas
v/ Sangat Tidak Puas

EVOTING B P @ Lugin Vol R EmiVole ol Hesl Vit B8 Adenin

Pilih Emoji Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Kayuagung

SANGAT PUAS PUAS  TIDAK PUAS SANGAT‘]'IMK PUAS
Couyriahb @ sme kawsgungons \ Plupeha qu 2y P

H O ivzeners toszaren

Gambar V.C.49

Survey Harian Pengadilan Negeri Kayuagung
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. Pengadilan Negeri Muaraenim

Tuntutan para pencari keadilan dalam kemudahan berusaha dan
perkembangan zaman, mengharuskan pelayanan di Pengadilan menjadi lebih
sederhana, efektif dan efisien dan sangat dimungkinkan untuk berbasis
elektronik. Dalam menjalankan tupoksinya Pengadilan Negeri Muara Enim
berusaha memberikan kepuasan dan layanan terbaik, yaitu dengan membuat
beberapa inovasi untuk memberikan kemudahan dan juga informasi kepada para
pengguna peradilan.

1. Aplikasi Antrian Pengunjung
Tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk memudahkan antrian para
pengguna peradilan di meja PTSP. Antrian ini berbasis elektronik dan layanan

PTSP menjadi lebih tertib.

Gambar V.C.50

Sanjung (system antrian pengunjung) Pengadilan Negeri Muara enim

2. Aplikasi Antrian Sidang
Tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk memudahkan pelaksanaan
sidang. Jadwal dan ruang sidang akan ditentukan di aplikasi ini, sehingga

pelaksanaan sidang menjadi lebih tertib.
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Gambar V.C.51

Aplikasi antrian sidang Pengadilan Negeri Muara enim

3. Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat

Aplikasi ini dibuat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat /
pengguna peradilan terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri
Muara Enim. Adanya survei ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat
dalam menilai kinerja pelayanan. Bagi instansi Pengadilan Negeri Muara Enim
survey ini dapat digunakan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kualitas
pelayanan dan mendorong inovasi pelayanan publik. Survey Kepuasan
Masyarakat ini dibuat berbasis elektronik, berupa kuesioner yang disusun
sesuai dengan Peraturan menpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman

penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.
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Gambar V.C.52

Kuisioner Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Muara enim

4. Televisi Informasi
Untuk memberikan informasi kepada para pengunjung yang datang ke
Pengadilan Negeri Muara Enim, maka dibuatlah suatu innovasi yaitu televisi
informasi berupa informasi jadwal sidang, biaya panjar perkara, profil

Pengadilan Negeri Muara Enim, SOP Pelayanan PTSP.

Gambar V¥.C.53

TV Informasi Pengadilan Negeri Muara enim
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7. Pengadilan Negeri Baturaja

Dalam Melayani Masyarakat Pencari Keadilan, Khususnya Diwilayah Kabupaten

Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan, Pengadilan Negeri Baturaja Telah Melakukan

Upaya-Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Teknologi Informasi, Saat

Ini Pengadilan Negeri Telah Mempunyai 5 Sistem Informasi Yang Berbasis

Teknologi Informasi Diantaranya :

1.

Aplikasi Sandra (Smart Asisten Data Perkara)

Sandra Melupakan Layanan Aplikasi Chat Bot WA / Robot Penjawab
Otomatis Melalui Layanan WhatsApp, Dimana Aplikasi ini beroperasi
selama 1 X 24 Jam setiap hari dan Diprogram  untuk melayani
masyarakat pencari keadilan dengan fungsi menggantikan operator
pelayanan untuk menjawab secara otomatis permintaan informasi yang
ditanyakan oleh masyarakat, sehingga meskipun diluar jam Kkerja
masyarakat tanpa kesulitan mendapatkan informasi dengan mudah, cepat,
murah dan praktis berikut tampilan layanan informasi yang bisa diperoleh
melalui Sandra. Ketika Masyarakat Membutuhkan Informasi Masyarakat
Dapat Melakukan Chat Ke Nomor Layanan Informasi Sandra di Nomor
082175962010, Seluruh Produk Produk Hukum Pelayanan Pengadilan Yang
Ada Di Pengadilan Negeri Baturaja Ditampilkan Mulai Dari Tata Cara
Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Melalui Eraterang, Tatacara
Mendaftaran Perkara Secara Onlie Melalui E-Court, Melihat Status
Pendaftaran Perkara E-Court, Status Biaya Perkara E-Court, Tatacara

Pengaduan Melalui Siwas dan Informasi Pelayanan Lainnya

Kamu Bisa Panggil Aku SANDRA

Aku Bisa Memberikan Informasi
Yang Kamu Butahkan

SANDRA (SMART ASISTEN DATA PERKARA)
Asisien Virtual Yang Dapat Membantn Masyarakat

Untuk Dapat Mengakses Informasi Perkara, AN
Jadwal Sidang, Biaya Perkara, E-Courl] ERATERANG: =75
dan Layanan Pengadilan Negeri Baturqia l.mrmya

Melalui Layanan WhatsApp -

Hubungl Sandra Disini
082175962010

Gambar V.C.54

Aplikasi Sandra Pengadilan Negeri Baturaja

Peny

.
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2. Aplikasi Supel {Super Pengguna Layanan)

Supel Merupakan Aplikasi Layanan Survei Online Terkait Kepuasan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Yang Telah Dilakukan Oleh Pengadilan
Negeri Baturaja, Aplikasi Ini Sudah Disesuaikan Dengan Peraturan Menpan RB Rl No
14 Tahun 2017 dengan menggunakan 9 Unsur Pelayanan. Aplikasi Ini Sendiri Bisa
Diakses Baik Melalui Aplikasi Sandra Melalui Layanan WA 082175962010 atau

melalui link yang diletakkan diwebsite http://pn-baturaja.go.id atau dapat diakses

langsung melalui link : http://114.5.196.62/supel baik melalui PC / Komputer

maupun melalui smartphone

Survei Kepuasan Masyarakat Teradap
Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Baturaja

Salah Satu Upaya Pengadilan Negeri Baturaja

untuk me!algukan perbaikan kua"tg&ela?anan publik
adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat
kepada mn&gum layanan publik N
mmmmi‘iﬁ%ﬁﬁ’iﬁﬁzw"\

melalui aplikasi Survei Pengguna Layanan / SUPEL ‘

Gambar v.C.55
Aplikasi Supel Pengadilan Negeri Baturaja

3. Aplikasi Superaksi (Survei Pengguna Layanan)

Superaksi Merupakan Aplikasi Layanan Survei Persepsi Anti Korupsi pada
Pengadilan Negeri Baturaja, Aplikasi Ini Sudah Disesuaikan Dengan Peraturan
Menpan RB Rl dengan menggunakan 10 Indikator. Aplikasi Ini Sendiri Bisa Diakses
Baik Melalui Aplikasi Sandra Melalui Layanan WA 082175962010 atau melalui link

yang diletakkan diwebsite http://pn-baturaja.go.id atau dapat diakses langsung

melalui link : http://114.5.196.62/superaksi baik melalui PC / Komputer maupun

melalui smartphone
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Gambar v.C.56
Aplikasi Superaksi Pengadilan Negeri Baturaja

4. Aplikasi Sisgra (Sistem Informasi Grafik Perkara)

Aplikasi yang terdiri dari menu persidangan, mediasi, barang bukti,
penahanan, saksi, tuntutan, putusan, minutasi, pemberitahuan putusan,
E-Court, Grafik Perkara Masuk, Grafik Perkara Putus, Grafik Perkara

Minutasi dan Rasio Penyelesaian Perkara.

O AAN SETEM INFORMASI PFRKARA
ADILAN NEGER! 3ATURAIA

Gambar V.C.57
Aplikasi SisgraPengadilan Negeri Baturaja
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5. Aplikasi Antrian PTSP

Aplikasi ini digunakan dan ditempatkan di ruang ptsp pengadilan negeri baturaja

dimana pengunjung yang datang akan mendapatkan nomor antrian sesuai dengan

masing masing keperluannya, loket pelayanan yang tersedia pada aplikasi ini yakni

loket pelayanan pidana, hukum, perdata dan loket pelayanan umum. Pengunjung

Akan Dipanggil Berdasarkan Nomor Antrian Sehingga Antrian Pelayanan Menjadi

Lebih Tertib

‘»‘ DMANT. DTN
Kantor Cabang Baluraya

Pedull

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sakams /19 Navwrier 200, BATE

Gambar V.C.58
Antrian PTSP Pengadilan Negeri Baturaja

8. Pengadilan Negeri Lahat
Inovasi yang ada di Pengadilan Negeri lahat adalah sebagai berikut :

a. Panggilan sidang

Panggilan Sidang (merupakan sistem yang dibuat untuk panggilan

terhadap sidang yang akan sebentar lagi akan berlangsung, sehingga

para pihak (jaksa, hakim, pengacara, terdakwa serta pengunjung)

bersiap melangsungkan persidangan), Tujuan adanya system ini yaitu :

terciptanya persidangan yang tertib disiplin dan nyaman bagi pihak-pihak

yang berperkara.

Peny
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Pengadilan Negeri Lahat

Pilih Ruang Sidang
1:21-03-2018

Pindah Ruang Siahian Al Sidang Serdasarian Ruang

RUANG SIDANG 1
BEPIA BL0TE/PN Lt > Masih ddang.

RUANG SIDANG 2 -(
BV SU20TEPN U > Masth ddang

RUANG SIDANG 3 - (0)

Gambar V.C.59
Panggilan sidang Pengadilan Negeri Lahat

b. Survey Kepuasan Masyarakat
Alat Survei Kepuasan Masyarakat yang di sediakan dapat menjadi
wadah yang efektif dan efisien bagi masyarakat, aplikasi juga telah
memenuhi aspek GO Green karena mengurangi penggunaan kertas.
Aplikasi tersebut juga dapat langsung dilihat nilainya, untuk
masyarakat yang puas dan tidak puas terhadap pelayanan, yang

disertai kritik dan saran.

Gambar V.C.60
SKM Pengadilan Negeri Lahat
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c. Antrian sidang
Mesin Antirian di Pengadilan Negeri Lahat merupakan adopsi dari Bank
BRI Lahat. Mesin antrian ini merupakan Hibah dari Bank BRI. Sistem

Antrian ini diharapkan dapat mendukung kondisi yang rapi tertib dan

kondusif.

Gambar V.C.61
Antrian PTSP Pengadilan Negeri Lahat

d. Papan Digital Perdata dan Pidana
Merupakan Papan Digital pengganti Papan Board inovasi dari Pelayanan
ini dikarenakan kesulitan dalam penulisan dan tidak memenuhi aspek
efektif dan efisien. Isi dari sistem ini yaitu (data banding-kasasi-PK-
gugatan-permohonan-penahan) sistem ini merupakan info dan

reminder untuk bagian pidana dan perdata
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Gambar V.C.62
Papan Digital perdata Pengadilan Negeri Lahat

PAPAN DIGITAL PIDANA 4

Gambar v.C.63
Papan Digital pidana Pengadilan Negeri Lahat

9. Pengadilan Negeri Prabumulih

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi
dan percepetan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Prabumulih
serta peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Negeri Prabumulih, maka
perlu adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi

kebutuhan tersebut.

Berikut beberapa inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Prabumulih
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1. Antrian Sidang

Adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan panggilan sidang yang

ada di Pengadilan Negeri Prabumulih.

- Antrian Sidang Pengadilan Negeri Prabumulih -

Pengadilan Negeri Prabumulih

Pilih Ruang Sidang

Tanggal : 19-12-2019

Tidak digunakan

Tidak digunakan

Gambar V.C.64
Antrian Sidang Pengadilan Negeri prabumulih

2. Survey Pelayanan Publik Secara Online

Adalah aplikasi pelayanan publik secara online yang digunakan untuk

menghitung responden dari pengguna Pengadilan

Mahkamah Republik Indonesia . = <
Penga‘éﬁ?irﬂ’ege_n E%mullh W3C |22
Telpoafax : @713) 32 -

_ £ avenan Bt —

Berands Layanan Publk Lapocan Survel Pelayanan Public

. . Statistik Pengunjung
Survei Pelayanan Publik

Totat 61

DAFTAR PERTANYAAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PENGADILAN NEGERI
PRABUMULIH KLAS Il

Kepada Yth
Bapak/lbwSdr Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Prabumulih Klas Il

Gambar v.C.65
SKM Pengadilan Negeri prabumulih
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10. Pengadilan Negeri Pagaralam

Tuntutan para pencari keadilan dalam kemudahan berusaha dan
perkembangan zaman, mengharuskan pelayanan di Pengadilan menjadi lebih
sederhana, efektif dan efisien dan sangat dimungkinkan untuk berbasis
elektronik. Dalam menjalankan tupoksinya Pengadilan Negeri Pagar Alam
berusaha memberikan kepuasan dan layanan terbaik, yaitu dengan membuat
beberapa inavasi untuk memberikan kemudahan dan juga informasi kepada
para pengguna peradilan.

1. Aplikasi Antrian Pengunjung Tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk
memudahkan antrian para pengguna peradilan di meja PTSP. Antrian ini
berbasis elektronik dan layanan PTSP menjadi lebih tertib.

2. Aplikasi Antrian Sidang Tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk
memudahkan pelaksanaan sidang. Jadwal dan ruang sidang akan
ditentukan di aplikasi ini, sehingga pelaksanaan sidang menjadi lebih
tertib.

3. Televisi Informasi Untuk memberikan informasi kepada para pengunjung
vang datang ke Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka dibuatlah suatu
innovasi yaitu televisi informasi berupa informasi jadwal sidang, biaya
panjar perkara, profil Pengadilan Negeri Pagar Alam, SOP Pelayanan
PTSP.

Gambar V.C.66

Antrian Sidang Negeri pagaralam
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11. Pengadilan Negeri Pangkalanbalai

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan Pengadilan Negeri yang baru
berdiri di Sumatera Selatan, Dikarenakan baru maka belum banyak inovasi
yang mereka buat. Inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
adalah Aplikasi ASSIAP (Assisten Informasi Pengadilan) merupakan sebuah
Aplikasi berbasis aplikasi WhatsApp (WA) yang dapat digunakan oleh semua
elemen masyarakat yang menggunakan perangkat HP android, dikarenakan
saat ini aplikasi WhatsApp (WA) sedang memasyarakat sehingga Pengadilan
Negeri memilih sarana WA ini sebagai alat atau sistem informasi pengadilan
untuk masyarakat pengguna jasa pelayanan Pengadilan, adapun manfaat dan
informasi yang dapat di peroleh melalui aplikasi ASSIAP ini sebagai berikut:

1. Informasi Pengadilan di didapat secara REAL TIME;

2. Para Pihak dapat mengakses informasi Pengadilan yang dibutuhkan
darimana saja;

3. Aplikasi ASSIAP lebih familiar dan mudah digunakan oleh setiap elemen
masyarakat;

4. Jenis informasi yang dapat diperoleh:

- Informasi Perkara

- Informasi Panjar perkara

- Informasi Denda Tilang

- Informasi Surat keterangan

- Informasi E-Litigasi

- Informasi Eksekusi

- Informasi Jadwal Sidang

- Informasi Sosmed/ nomor kontak pengaduan/dll;

dan akan dikembangkan terus sesuai kebutuhan masyarakat nantinya.
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Gambar V.C.67
Aplikasi ASSIAP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai




PENGANASAN

A. INTERNAL
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan
mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan baik sesuai
dengan rencana dan aturan vyang berlaku. Pengawasan dilaksanakan untuk
memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan,
administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar

Pelaksanaan Pengawasan.

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA / 080 / SK / VIII / 2006, tanggal,
24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan

Lembaga Peradilan;

2. Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl No. KMA / 096 / SK / X / 2006
tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VII/2007,
tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan

Badan Peradilan;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026 Tahun 2012 tentang

Standar Pelayanan Pengadilan;

6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 60/SEK/SK/XII/2015,
tanggal 23 Desember 2015 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran / Pengguna Barang pada satuan Kerja Lingkungan Mahkamah Agung RI

dan dan Peradilan yang berada di bawahnya;

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
SP.DIPA-005.01.2.098938 / 2019 tanggal 05 Desember 2018;
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Pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Palembang selaku voorpost Mahkamah Agung
melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang
yaitu pengawasan daerah pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Palembang, Pengawasan pembinaan bidang-bidang pada Pengadilan Tinggi Palembang
dan menindaklanjuti pengaduan.

Pengawasan Daerah di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan
Pengawasan Bidang telah dilakukan sebagaimana mestinya, Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor

W6-U/0652/KP.01/11/2019 Tanggal & Februari 2019 Tentang Hakim Pengawas
daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan internal pada Pengadilan Negeri se
wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang
didalam Pengadilan Tinggi Palembang.

Tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah adalah :

1. Melakukan invertarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan
perkara dan hasil evaluasi, pengawasan tahun 2019 baik teknis maupun
administrasi peradilan sebagai bahan aplikasi pembinaan.

2. Melakukan invertarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeliharaan
dan pemeriksaan dokumen laporan daerah pembinaan dan pengawasan.

3. Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan serta tindak
lanjut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.

4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung ke daerah pengawasan
maupun lainnya, sesuai perencanaan dan atau kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi

Sumatera Selatan.

Adapun hasil pengawasan daerah pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Adaministrasi Peradilan dan penyelenggaraan peradilan baik bidang teknis maupun
kesekretariatan pada Pengadilan negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi
Sumatera Selatan.

2. Kendala yang masih dihadapi adalah kurangnya pegawai pada setiap satuan kerja
dimana masih dibantu oleh tenaga non pegawai pemerintah.

3. Kondisi sarana dan prasarana yang masih banyak perlu pembaharuan dan
pengadaan dikarenakan disemua Pengadilan telah diterapakan teknologi informasi
baik berupa program aplikasi untuk mendukung pekerjaan maupun inovasi -
inovasi pelayanan publik yang semuanya membutuhkan tenaga yang terampil dan

anggaran yang tidak sedikit.

1y Lap Forelnk Legi Pengadilan Tinggi Palembang Tahup 2019 153



”oe

o
o

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan
sendiri yang mencakup 2 {dua) jenis pengawasan vaitu: Pengawasan Melekat
dan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan
tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Serang
secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan
masing-masing;

Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak
ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah
direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan
(terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan
(dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit
Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis,
efisien, dan efektif);

Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas
pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau
tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau
observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi
(pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan
tersebut;

Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan
tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/
pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;
Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan
untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistemm pembagian perkara,
penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan
berita acara persidangan, dan tertib persidangan;

Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat
pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang
meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan
perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan

pola yang sudah ditetapkan;

3
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% Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan,
tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;

% Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan
tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung
terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;

% Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai

pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang adalah :

1. B
v

v

2.B
v

v

idang Teknis/kepaniteraan
Memantau pelaksanaan teknis administrasi penyelesaian perkara banding
Memantau dan memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan
perkara banding
Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register
perkara banding
Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara
banding
Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan
perkara banding
Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan
perkara banding.Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun
administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan dengan memberikan saran dan tindak lanjut maupun
solusinya

idang Admistrasi
Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan baik
pada bagian kepegawaian, keuangan dan umum
Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim,

pejabat kepaniteraan, Pejabat Kepaniteraan dan pejabat lainnya.

B. EVALUASI

Pada Tahun 2019 dilakukan evaluasi atas hasil pengawasan terhadap bidang-bidang

di
Tin
1

Pengadilan Tinggi Palembang maupun satuan kerja diwilayah Hukum Pengadilan

ggi Palembang dengan kegiatan sebagai berikut :

. Melaksanakan rapat dinas setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja
Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Palembang.

3
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2. Melakukan pembinaan terhadap seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Palembang

dan Pimpinan Pengadilan Negeri Se-Palembang dengan melakukan sosialisasi
Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakaan disiplin kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya., Perma Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung
dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Perma Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penangana Pengaduan (whistleblowing system)
di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Membuat Kontrak Kinerja dimana pegawai yang tidak menyelesaikan pekerjaan
tepat waktu sehingga dilakukan kontrak kinerja antara yang bersangkutan

dengan atasan.
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PENUTUR

A. KESIMPULAN

Selama Tahun 2019 pelaksanaan Pelaksanan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan

Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri dibawahnya pada umumnya sudah

terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya.

'

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah
berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Palembang terhadap
Pengadilan Negeri di Wilayah hukumnya sudah dilaksanakan dengan baik.
Pengadilan Tinggi Palembang dalam menghadapi era globalisasi khususnya era
keterbukaan informasi publik berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung
Nomor : 144/KMA/SK/2007 tentang ketebukaan informasi di Pengadilan dan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang
pedoman pelayanan informasi di Pengadilan dimana masyarakat bisa mengetahui
dan melihat langsung pelaksanaan tugas yang ada di Pengadilan

Pengadilan Tinggi Palembang berupaya untuk semakin meningkatkan
pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan
informasi di Pengadilan. Penyajian informasi perkara melalui aplikasi SIPP (Sistem
Informasi Penelusuran Perkara), tersedianya meja informasi untuk memberikan
layanan informasi kepada Masyarakat melalui layar LCD TV yang ada di loby
Pengadilan Tinggi Palembang

Dengan telah adanya akreditasi penjaminan mutu maka pengadilan menjalankan
tupoksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dukungan dari
supporting unit.

Telah ada dan banyaknya inovasi yang telah diciptakan oleh Pengadilan Negeri

untuk pelayanan publik.
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B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang

peningkatan kinerja di Pengadilan Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

maka perlu :

¥ Penambahan sumber daya yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan

v Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana

v Anggaran IT agar disediakan oleh instansi pusat dalam pengembangan teknologi
informasi.

v Bahwa kebutuhan Teknologi Informasi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan

aplikasi dan penggunaan data yang tepat dan akurat
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PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
NOMOR : W6-U/ 5pg5 /OT.01.2/X11/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Tembusan kepada Yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung Rl di - Jakarta

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI d1

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

. a. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Kegiatan Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2019 maka perlu
dibentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan
Tinggi Palembang Tahun 2019 ;

b. Bahwa mereka vyang namanya tercantum dalam Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas penyusunan
laporan tersebut.

: 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;

2. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan ;

4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
1730/SEK/OT.01.2/12/20019 tanggal 16 Desember 2019 perihal
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2019

: Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini

sebagai Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengaclilan Tinggi
Palembang Tahun 2019.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keterntuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan.

Dltetapkan di : Palembang
: 17 Desember 2019

3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di - Jakarta




Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Nomor : W6-U/
: 17 Desember 2019

Tanggal

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2019

/OT.01.2/X11/201Y

JABATAN JABATAN ‘
| ¥O T KEDINASAN paLaM TIM | BET
PRAMODANA KUMARA KUSUMAH o 3
Pemb:
1 ATMADJA, SH, M. Hum Wakil Ketua embina |
2 | KEMAL TAMPUBOLON, SH., MH Hakim Tinggi Ketua Tim :
d
3 KUSNAWI MUKHLIS, SH., MH Hakim Tinggi Anggota
4 | AMIN SUTIKNO, SH., MH Hakim Tinggi Anggota
g Koordinator Bidang 1
5 SUMARLINA, SH., MH Panitera Teknis
. Koordinator Bidang
6 | VIVI YULIANITA, SE,, SH,, MM Sekretaris Non Teknis
Kabag Perencanaan :
7 | ISHAK RIZAL, ST & Kapaciwoian Anggota ! |
8 | KHAIRUL R, SE e Anggota
euangan
9 | TAMBA P. HUTABARAT, SH., MH Panitera Muda Hukum Anggota
10 | NUHARDIN, SH., MH Panitera Muda Pidana Anggota
11 | Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH., MH Panitera Muda Perdata Anggota
12 | ASBI, SH Panitera Muda Tipikor Anggota }
13 | JUNAIDI, S.PSI., M.Si Krsubag Keuangan Anggotz
i & Pelaporan
5 Kasubag Kepegawaian .
14 | EKA SRI REJEKI, SH., MH & Teknologi Informasi Anggota |
15 | MADYA PRASETYA MULYA, SH Hasukeg Rensana Anggota ‘
Program & Anggaran
Kasubag Tata Usaha ) ,
16 | YUNI ARTIKA SARI, SE., SH, MH % Rpoh Tanson Anggota ,
17 | WIWI DAMHENI, SH, MH Staf Tipikor Anggota |
18 | FATMAYENI, S. Kom, SH, M. Kom Pranata Komputer Anggota !
19 | YASMIN NAZIFAH, SE Staf TURT Anggota R
20 | METALIARISTA, SE Staf Kepegawaian & TI Anggota
21 | HJ. SEPTIKA INTAN ISISU, SH Staf Pidana Anggota
22 | HENNY MUTIA ANGGRAINI, SH Staf Hukum Anggota .
23 | RASIDA, SH Staf Perdata Anggota !
24 | YUYUN MARYAMI, SE Staf Keuangan Anggota ]

RALEMBAN

2




PENGADILAN TINGG! PALEMBANG

L JENDERAL SUDIRNMAN KMW.3,5 TLP. {0711} 311688, 352900 FAX. {0711) 311655
PALEMBANG
Wegsite: www.pi-palembang.go.idEmail: ptpaiembang@gmail.com

st et et g oty e

Nomor 1 WWB-Uf fOT.01.1//2020 20 Januari 2020
Lampiran e
Perihal : Undangan Rapat

im Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018

o vare 1 L ol
81 g~ 1 :":‘_' 2 R2Gas

s 27 Janusr 2020

an Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018 Pengadilan Tin

Diegrriildian pemberitahusn ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terims kasib

HESIN.

KETUA Tl PENYUSU
LAPuRﬁ.N PELAKSANALY

NIP. 18511114 198203 1 015
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JL.JENDERAL SUDIRMAN KM.3,5 TELP.(0711) 311666, 352900
FAX.(0711) 311666 PALEMBANG

NOTULEN RAPAT

A. Identitas Rapat
¢ Nama Bapat : Rapat Laporan Tahunan
¢ Tempat : Ruang Sidang Utama PT. Palembang
w  Harl/ Tanggal : Selasa /21 januari 2020
Walkity : Pukul 15: 00 WIB

B. Pemimpin Rapat : Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. H. Soedarmad;i, S.H.,M.Hum
P j Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan
Tinggi Palembang

Fata

Rapat dibuka pukul 15 : 0 WIB oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dan di awali dengan
Bisrnillah, Assalamualakum, wr.wb

® Materi Rapat
Penyusunan laporan tahuman yang terdiri dari 6 (enam) Bab ;

¢ Permasalahan yang dibahas

> BABI

Belum ada penajaman tentang capaian dan hasil modemisasi

Mengenai keadaan perkara, dala-data sudah dikumpulkan. sub a, sub b, dan sub ¢ sudah
terpenuhi

Sumber daya manusia sudah ada

™ AT ¥4
> BAB IV

et
=)

Pengelolsan keuangan sudzh terpenuhi
4. Ponyelasan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang , seraua Pengadilan
uratannya harius sama,

3. Diminia ke Penpadilan Negeri data-data E-court

4. Diminta ke Pengadilan Negeri kondisi SIPP ( gambaran grafik SIPP & ( enam ) bulan terakhir
apakah sudah dijalur bijau ztay bebum )
5. Kendalz implementasi kelengkapan bahan Laporan Tahunan, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

memerintahkan [bu Panitera meminta data-data E-court dan SIPP dengan dibantu oleh Bapak

Arnin Sutikng,




N

Memerintahkan untuk rmengirimkan surat susulan kedua ke Pengadilan Negeri se-Sumatera

Selatan.

» BABV

eningkalan pelayanan publik, inovasi Pengadilan Tinggi Palembang
Perpanjangan penahanan secara elektronik dan surat masuk secara eiektronik.
b

Pengawasan internal dan evaluasi sudzh berjalan

Peauiup

e

Rapat di tutup de

1gan mengucapkan Wassalamualakum wr.wb




" PENGADILAN

B R e Lo ot o

TINGGI PALEMBANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM.3,5 TLP. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666
PALEMBANG
Website: www.pt-palembang.go.idEmail: ptpalembang@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT

TANGGAL : 21 JANUARI 2020

TEMPAT

: RUANG SIDANG PT PALEMBANG

AGENDA : RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
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KETUA TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2019

L TAMPUBOLON, SH.. MH
NIP. 19611111 198203 1 013




DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
21 JANUARI 2020




